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xPEDOMANTRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut:
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب ba b Be
ت ta t Te
ث s\a s\ es (dengan titik di atas)
ج Jim j Je
ح h}a h} ha (dengan titik di bawah)
خ kha kh ka dan ha
د dal d de
ذ z\al z\ zet (dengan titik di atas)
ر ra r er
ز zai z zet
س sin s es
ش syin sy es dan ye
ص s}ad s} es (dengan titik di bawah)
ض d}ad d} de (dengan titik di bawah)
ط t}a t} te (dengan titik di bawah)
ظ z}a z} zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ gain g ge
ف fa f ef
ق qaf q qi
ك kaf k ka
ل lam l el
م mim m em
ن nun n en
و wau w we
ـﻫ ha h ha
ء hamzah ’ apostrof
ى ya y ye
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).
2.Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Contoh:
 َﻒـْﻴـَﻛ : kaifa
 َل ْﻮـَﻫ : haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Nama Huruf Latin NamaTanda
fath}ah a a َا
kasrah i i ِا
d}ammah u u ُا
Nama Huruf Latin NamaTanda
fath}ah dan ya>’ ai a dan i َْﻰـ
fath}ah dan wau au a dan u َْﻮـ
xii
Contoh:
 َتَﺎـﻣ : ma>ta
ﻰـَﻣَر : rama >
 َﻞـْﻴِـﻗ : qi>la
 ُتُْﻮـﻤَـﻳ : yamu>tu
4. Ta>’ marbu>t}ah
Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup
atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’
marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
 ْﻃَﻷا  ُﺔـَﺿْوَر ِلﺎَﻔ : raud}ah al-at}fa>l
ﺔَﻠــِﺿَﺎـﻔْـَﻟا  ُﺔَـﻨْـﻳِﺪـَﻤْـَﻟا ُ◌ : al-madi>nah al-fa>d}ilah










a dan garis di atas
kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas




Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydi>d (ّــ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:
 َﺎﻨَـّـﺑَر : rabbana >
 َﺎﻨــَْﻴـّﺠَـﻧ : najjaina >
 ّﻖـَﺤْــَﻟا ُ◌ : al-h}aqq
 َﻢِــّﻌُـﻧ : nu“ima
 ﱞوُﺪـَﻋ : ‘aduwwun
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
( ّﻰِـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>.
Contoh:
 ﱞﻰِـﻠـَﻋ : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
 ﱡﻰِــﺑَﺮـَﻋ : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا(alif
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
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ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-
datar (-).
Contoh:
 ُﺲـْﻤـﱠﺸَﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
ﺔَــَﻟﺰْــﻟﱠﺰَﻟا ُ◌ : al-zalzalah (az-zalzalah)
ﺔَﻔـَﺴْﻠـَﻔْــَﻟا ُ◌ : al-falsafah
 ُدَﻼِـــﺒْــَﻟا : al-bila>du
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh:
 َنْوُﺮـُﻣَْﺄـﺗ : ta’muru>na
 ُعْﻮـﱠﻨــَﻟا : al-nau‘
 ٌءْﻲـَﺷ : syai’un
 ُتْﺮـُِﻣأ : umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
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yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya,
kata al-Qur’an(dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-
kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-
terasi secara utuh. Contoh:
Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n
9. Lafz} al-Jala>lah (ﷲا)
Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.
Contoh:
 ِﷲا ُْﻦـﻳِد di>nulla>h  ِﷲِﺎﺑ billa>h
Adapun ta>’ marbu>t }ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah,
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
 ِْﰲ ْﻢـُﻫ ِﷲا ِﺔَﻤْـــﺣَر hum fi> rah}matilla>h
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh
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kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat,
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam
catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:
Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l
Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan





Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu>
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:
Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)




Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>
saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam
a.s. = ‘alaihi al-sala>m
H = Hijrah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
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Tesis ini berjudul Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Kelas IA
Makassar dalam Perspektif Hukum Islam. Didalam berbagai masalah yang timbul,
apabila terjadi pengangkatan anak adalah siapa yang ikut andil dalam pelaksanaan
perlindungan demi kemaslhatan yang terbaik bagi anak. Untuk menjawab pokok
masalah tersebut, ada tiga pertanyaan untuk dikaji, yaitu: (1) Bagaimana Konsep
Pelaksanaan Pengangkatan anak perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-
undangan, (2) Bagaimana sistem pemeliharaan (hadanah) terhadap anak angkat, (3)
Bagaimana konsekuensi hukum yang timbul akibat pengangkatan anak dalam
perspektif hukum Islam.
Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan (field research)
melalui wawancara dan pengumpulan data sekunder. Dengan pendekatan Maqashid
Syariah, psikologis, sosiologis. Analisis data yang diakukan adalah analisis
deskriptif yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan data yang terkait dengan
konsep perlindungan anak yang diasumsikan sesuai dengan objek kajian yakni hak
asuh dalam bentuk perlindungan pasca pengangkatan anak, setelah data-data yang
diperlukan terkumpul dalam bentuk amar putusan selanjutnya dilakukan analisis
secara deskriptif yaitu dipaparkan secara sistematis , faktual dan akurat atau
mengungkapkan data-data yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang
dikomparasikan dengan perspektif hukum Islam untuk mendapatkan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukan adanya kesamaan pandangan antara prinsip
terhadap kepentingan yang terbaik pada anak, dalam berbagai peraturan dan
perundang-undangan, konvensi Internasional dengan hukum Islam yang lebih
mendasarkan pada pertimbangan maslahat. Konsep perlindungan anak pasca
pengangkatan anak secara yuridis-empiris kedua belah pihak antara orang tua
kandung dengan orang tua angkat, masing-masing harus mempunyai niat baik
terlebih orang tua angkat benar-benar harus memiliki niat baik, tulus dan ihklas
dalam mengangkat anak, sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh dan
berkewajiban melaksanakan pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan terhadap
anak angkatnya. Dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam
memberikan putusan penetapan pengangkatan anak dengan melihat aspek maslahat
anak angkat yang lebih baik adalah: Kompilasi Hukum Islam (KHI), QS. al-Ahzab/
37: 4.5. Undang-undang Nomor 23 Tahyn 2002 tentang perlindungan anak dan
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Konvensi Hak Anak (KHA). Keberadaan berbagai peraturan  perundang-undangan
sebagai perhatian pemerintah, setidaknya memberi kesadaran bahwa anak adalah
asset masa depan umat yang mengharuskan semua pihak hendaknya memberi
perhatian penuh kepada anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi
generasi yang berkualitas prima. Orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara  bahu
membahu memenuhi hak-hak anak agar tidak memberikan dampak negatif terhadap
psikologis anak angkat tersebut.
Dalam rangka pembaruan hukum Islam, hususnya bagi kepentingan yang
terbaik bagi anak dalam penetapan hak asuh kepada pihak orang tua angkat pada
lingkup peradilan agama, khususnya pengadilan Agama kelas IA Makassar sudah
selayaknya lembaga peradilan menganut hak asuh bersama dan seimbang (bukan hak
asuh tunggal) yang dapat menjamin kebutuhan jasmani dan rohani anak.
Sebagaimana pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
kekuasaan Kehakiman yang tidak lagi menempatkan Undang-undang sebagai
pedoman atau tafsir tunggal bagi hakim dalam memutus perkara. Hakim wajib
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup
dalam masyarakat.Sehingga beberapa perangkat peraturan perundang-undangan
yang memuat perlindungan anak dapat dijadikan  alternatif tambahan referensi
hukum dalam memutuskan perkara hak asuh dalam bentuk perlindungan di lingkup
peradilan Agama. Dengan harapan bisa mengangkat status kompilasi hukum Islam
(KHI) menjadi perundang-undangan  sebagaimana perundang-undangan lainnya
yang dapat mengikat warga masyarakat Indonesia.




A. Latar Belakang Masalah
Hukum Islam sejak kedatangannya di nusantara hingga saat ini merupakan
hukum yang hidup (Living Law), yang tidak hanya pada tataran simbol, melainkan
juga pada tataran praktis, hal tersebut bukan semata-mata sebuah tanda bahwa
mayoritas penduduk di Indonesia adalah Islam, melainkan dalam realitasnya di
beberapa daerah sudah menjadi tradisi (adat) yang terkadang dianggap sakral, hal
tersebut merupakan bukti fleksibilitas hukum Islam yang secara sosiologis dan
kultural sudah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia yang didominasi oleh
umat Islam, artinya meskipun ada kekuatan otonom yang terdapat dalam hukum
Allah swt. namun didalam realisasinya mampu melakukan upaya
transformatifadaptif.1 Fenomena hukum Islam sebagai hukum yang hidup di
masyarakat, dengan raja (sultan) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, telah
melahirkan satu teori kredo atau sahadat dikalangan pemerhati hukum Islam, teori
yang sesungguhnya merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid mengharuskan
pelaksanaan hukum Islam bagi mereka yang telah mengucapkan dua kalimat
syahadat yang sesuai dengan teori otoritas hukum Islam. Orang yang telah
menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam
atas dirinya, begitulah keberadaan hukum Islam ketika itu yang menjadi sebuah
sistem hukum yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran oleh pemeluknya dan
merupakan prodak hukum yang menjadikan sebagai refleksi dan pantulan atas
penerimaan Islam sebagai agama yang diyakini.
1A. Intan Cahyani. Problematika Penerapan Pemikiran Hukum Islam Sebelum dan Sesudah
LahirnyaUU Nomor 7 Tahun 1989 (Alauddin University. Cet. I, 2011), h. 19
2Islam adalah agama yang universal mengatur segenap tatanan hidup umat
manusia  dan rahmat bagi seluruh alam, sistem dan konsep yang di bawah Islam
padat dengan nilai dan dapat memberikan manfaat yang amat luar biasa kepada
umat manusia, karena selain mengatur hubungan manusia dengan Tuhan juga
mencakup seluruh aspek kehidupan baik politik, hukum, sosial ekonomi dan budaya.
Karena itu hukum Islam adalah sebagai salah satu norma yang dianut untuk
dijadikan landasandalam mengkaji persoalan dari berbagai aspek, elastisitas hukum
Islam dengan prinsip “Selalu relefan dalam segala waktu dan tempat”berdasarkan
kaidah fikih; ﺎًﻣَﺪَﻋَو اًدْﻮُﺟُو ِﺔﱠﻠِﻌﻟْا َﻊَﻣ ﱡرْوُﺪﯾ ُﻢْﻜُﺤﻟا “ maksudnya hukum itu dapat berubah
tergantung ada tidaknya illat”.2Juga hukum  Islam memiliki karakter tersendiri yang
berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain, ini disebabkan karena hukum Islam
berasal dari Allah swt, salah satu karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan
beban agar hukum yang ditetapkan Allah dapat dilaksanakan oleh manusia sehingga
tercapai kebahagiaan dalam hidupnya, Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy  dalam
Nourozaman AshShiddieqy, menyebutkan beberapa karakteristik hukum Islam
yaitu; Sempurna(taa>mul), harmonis (was}at}iyah) dan dinamis  (h}arakah).3
Diantara beberapa hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt. dalam
kaitannya dengan sesama manusia adalah hukum pengangkatan Anak yang
berhubungan dengan hak pemeliharaan (had}a>nah).  Anak adalah kelompok rentan
yang membutuhkan perlindungan khusus, karena anak merupakan amanah sekaligus
karunia Tuhan,bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga
jika dibandingkan dengan kekayaan harta benda lainnya, anak sebagai amanah
Tuhan memiliki hak-hak yang dijaminkan oleh Islam yaitu hak hidup, hak memiliki,
2Muhammad Sidqi@ ibn Ah{mad al-Burnu>, Mausu>ah al-Qawa>’id al-Fiqhiyah, Juz. 5(Buraidah:
Muassasah al-Risa>lah, t. th), h. 195.
3Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy  dalam Nourozaman AshShiddieqy, Fikih Indonesia
Penggagas dan Gagasannya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, h. 5. Dikutip oleh Anwar Sadad,
Hukum Islam Transformatif di Indonesia, Disertasi, 2013,h. 36.
3hak mendapatkan perlindungan kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan
hak untuk belajar, sebagaimana yang dijelaskan Allah swt dalam QS.Al-Isra/17:70
 ِ  ۡ ُ ٰ َ ۡ َ َ َو َمَداَء ٓ ِ َ َ ۡ َ  ۡ َ َ ِ ّ َ ۡ ٱ َو ِ ۡ َ ۡ ٱ َ ِ ّ ُ ٰ َ ۡ َزَرَو ِ ٰ َ ِ ّ ٱ ٰ َ َ  ۡ ُ ٰ َ ۡ َ َ
 ٗ ِ ۡ َ َ ۡ َ َ  ۡ ِ ّ  ٖ ِ َ
Terjemahnya
Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-
baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas
kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan
Hak-hak tersebut merupakan hak yang wajib didapatkan seseorang tanpa
melihat warna kulit, agama, jenis kelamin, kebangsaan dan status sosial.karena
dalam diri anak melekat harkat dan martabat serta hak-hak sebagai manusia yang
harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia
yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28B Bab XA tentang Hak
Asasi Manusia ayat 2 yaitu “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, dan
berkembang serta berhak atas perlindungandari kekerasan dan diskriminasi
“.4Konversi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak. Jika dilihat
dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus
potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa,
sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang,
berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi
serta hak sipil dan kebebasan. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak
asasi manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan
tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk
senantiasa memberikan perlindungan terhadap anak. Undang-undang Nomor 23
4Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia. (Sekretariat Jenderal MPR RI. 2010) h. 74.
4Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah menegaskan bahwa
pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara
merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi
terlindunginya hak-hak anak, rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan
terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental,
spiritual maupun sosial.5 Dalam UU R.I. Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan
anak, secara umum dijelaskan bahwa anak adalah sebagai bagian dari generasi muda
yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi
pembangunan nasional, dalam rangka mewujutkan sumber daya manusia yang
berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa
dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan
hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan
dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa
depan.6
Dalam Islam disebutkan bahwa anak adalah warisan berharga dan amanah
atau titipan Tuhan kepada hambanya, maka dengan demikian anak dalam rumah
tangga dan atau keluarga dapat dilihat dari dua dimensi ilmiah yaitu:
1. Anak sebagai buah alami (sunatullah) yang merupakan hasil kekuatan rasa
kasih sayang  suami istri (mua>syarah bil ma’ruf) sebagai mawadah dan rahmat
Allah swt untuk memperkuat bangunan hubungan rumah tangga yang rukun
dan damai sesuai dengan niali-nilai ajaran Islam.
2. Anak sebagai penerus generasi dan pelindung manakala orangtua disaat sakit
atau ketika usia tua rentah dan lemah serta pelanjut doa (ritual comonication)
5Ahmad Kamil dan M. Fauzan. Hukum Perlindungan dan  Pengangkatan Anak diIndonesia,
(Jakarta . Rajagrafindo Persada), h. viii.
6 Sinar Grafika. Himpunan Undang-Undang Peradilan, ( Cet. I. Jakarta, 2004), h. 495.
5manakala orangtuanya meninggal dunia memenuhi panggilan khalik sebagai
penciptanya.
Anak dalam keluarga adalah buah hati serta belahan jiwa, untuk anak orang
tua bekerja karena anak merupakan harapan utama bagi sebauh mahligai
perkawinan, namun tidak semua mahligai perkawinan dianugrahi keturunan yang
menjadi generasi penerus hingga suami isteri tutup usia.
Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusia dan alami bagi
setiap orang, tetapi kadang-kadang naluri tersebut terbentur oleh takdir illahi,
sehingga kehendak mempunyai anak tidak tercapai, apapun yang diusahakan apabila
Tuhan tidak menghendaki maka keinginan merekapun tidak terpenuhi hingga
terakhir dari semua usaha tidak membawa hasil, maka sebagai solusi akhir adalah
melakukan cara dengan pengangkatan anak, seperti yang terjadi di Pengadilan
Agama kelas IA Makassar, berdasarkan pengamatan bahwa, di Sulawesi Selatan
khususnya  warga makassar telah melakukan pengangkatan anak dengan motif yang
bervariasi, ada motif karena tidak mempunyai anak dan motif melakukan
pemeliharaan terhadap anak yang berasal dari keluarga yang tidak mempunyai
kemampuan secara ekonomi.
Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak adalah bagian dari adat
kebiasaan masyarakat muslim di indonesia dan telah terobsesi dalam praktek
melalui lembaga Peradilan Agama, termasuk di Pengadilan Agama kelas IA
Makassar, maka sebelum terbentuknya undang-undang yang mengatur secara
khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991
tentang penyebarluasan Kompilasi hukum Islam. Pada pasal 171 huruf ‘h’ secara
definitif disebutkan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan
untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung
jawabnya dari orngtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan
6pengadilan”.7 Pengertian anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut jika
dibandingkan dengan definisi anak angkat dalam Undang-undang Nomor 23 tahun
2002 tentang perlindungan anak, memiliki kesamaan substansi pada pasal 1 ayat 9
dinyatakan bahwa “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan
kekuasaan keluarga orangtua wali yang sah, atau orang yang bertanggung jawab
atas perawatan,  pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan
keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilian”.8
Hal penting yang perlu digarisbawahi adalah pengangkatan anak harus
dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan sebagai lembaga
yang memberikan putusan tentang status pemeliharaannya  tanpa mengorbankan
hubungan nasab dengan orangtua kandungnya, jika memperhatikan bahwa hukum
berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai fungsi sosial, pengangkatan anak
harus dilakukan melalui penetapan putusan pengadilan, hal tersebut merupakan
kemajuan kearah penertiban praktek  pengangkatan anak yang hidup ditengah-
tengah masyarakat, agar pengangkatan anak untuk dikemudian hari memiliki
kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun orangtua angkat, praktek
pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang
baik dilingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama
bagi mereka yang beragama Islam.9Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa
praktek pengangkatan anak telah dikenal luas oleh kalangan masyarakat, oleh
karena itu negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap
ketertiban jalannya praktek pengangkatan anak, baik dari segi administrasi maupun
kepastian hukumnya, diterbitkanlah beberapa kebijakan melalui peraturan
7Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang PenyebarluasanKom-
pilasi Hukum Islam. Pasal 171. Huruf  “h”, h, 82.
8Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.
Pasal 1 angka 9, h.32
9Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam (Jakarta:
Kencana, 2008), h. 5.
7perundang-undangan dan yurisprudensi yang mengatur dan menangani masalah
pengangkatan anak, antara lain adalah surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 1979 tentang pengangkatan anak, surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor
6 tahun 1983 tentang penyempurnaan surat edaran Nomor 2 Tahun 1979, surat
Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang pengangkatan anak,
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang pengangkatan anak,
dan beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
perlindungan anak.10
Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun, bahwa anak adalah generasi penerus,
baik bagi orangtua, bangsa maupun agama. Baik buruknya anak akan menjadi apa
mereka kelak tergantung bagaimana orangtua, bangsa maupun agama mendidik
mereka. Dalam Islam anak diibaratkan kertas putih, suci sejak lahir dan oleh
karenanya  mau beragama apa, menjadi apa dan bagaimana masa depannya,
tergantung bagaimana cara mewarnai mereka. Dalam hadis Bukhari Muslim
dikatakan bahwa:
 ـُﻳ ُﻩاَﻮَـﺑَﺄَﻓ َِةﺮْﻄِﻔْﻟا ﻲَﻠَﻋ ُﺪَﻟْﻮُـﻳ ٍدْﻮُﻟْﻮَﻣ ﱡﻞُﻛ(ِﻪْﻴَﻠَﻋ ٌﻖَﻔّـﺘُﻣ) ِِﻪﻧ ﺎَﺴ ﱢﺠَُﳝ َْوأ ِِﻪﻧَاﺮﱢﺼَﻨُـﻳ َْوأ ِِﻪﻧاَدﱢﻮَﻬ11
Artinya:
Setiap anak dilahirkan dalam keadaan Fitrah (suci), hanya saja terkadang
kedua orangtuanya (Ibu bapaknyalah ) menjadikannya  dia beragama Yahudi,
Nasrani atau Majusi.
Pengadilan dalam lingkup peradilan agama, sebagai salah satu lembaga
pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama
Islam, selama ini telah menangani perkara permohonan pengangkatan anak yang
diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam berdasarkan Hukum Islam, dalam
10Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam. h. 6.
11Muhammad Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah, Pena Pundi Aksara Jakarta. 2010. h, 29
8sejarah Islam pengangkatan anak dalam konsep Staatsblaad Nomor 129 Tahun 1917
yang memiliki unsur-unsur dan akibat hukum yang sama dengan praktek
pengangkatan anak dalam masyarakat jahiliyah tersebut, telah dibatalkan oleh Allah
swt. melalui QS al-Ahzab/33: 4-5.
ُ ۡ ِ  َنو ُ ِ ٰ َ ُ ِٔـ ٱ ُ ُ َ ٰ َ َۡزأ َ َ َ َ َو ۚۦِ ِ ۡ َ  ِ  ِ ۡ َ ۡ َ ِ ّ  ٖ ُ َ ِ  ُ ٱ َ َ َ
 ۡ َ ِ ُ ُ ۡ َ  ۡ ُ ِ ٰ َ  ۚ ۡ ُ َٓء َ ۡ َ  ۡ ُ َٓء َ ِ َۡدأ َ َ َ َ َو ۚ ۡ ُ ِ ٰ َ ُ أَ ۡ ٱ ُل ُ َ  ُ ٱَو ۖ ۡ ُ ِ ٰ َ
 َ ِ ٱ ي ِ ۡ َ  َ ُ َو ۡ ُ َٓء َ اَء ْ آ ُ َ ۡ َ  ۡ  ِن َ  ِۚ ٱ َ ِ  ُ َ ۡ َأ َ ُ  ۡ ِ ِ ٓ َ  ۡ ُ ُ ۡدٱ
 ِ ِ ُ ۡ َ ۡ َأ ٓ َ ِ  ٞح َ ُ  ۡ ُ ۡ َ َ  َ ۡ َ َو ۚ ۡ ُ ِ ٰ َ َ َو ِ ِ ّ ٱ ِ  ۡ ُ ُ ٰ َ ۡ ِ َِ ٰ َ َو ۦ
ً ِ ر ٗر ُ َ  ُ ٱ َن َ َو ۚ ۡ ُ ُ ُ ُ  ۡت َ َ َ
Terjemahnya :
Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam
rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu
sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai
anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu
dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia
menunjukkan jalan (yang benar).  Panggilah mereka (anak-anak angkat
itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil
pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka,
Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-
maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf
padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan
adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.12
Tetapi dalam konteks pengangkatan anak yang mengandung semangat
nilai-nilai ta’awun demi kemaslahatan, menegakkan nilai-nilai bagian yang
12Al-Qur’an dan Terjemahannya.Agung Media Surabaya, 2002. h,
9dianjurkan bahkan diwajibkan oleh Islam. Pengadilan Agama terkait dengan suatu
asas pokok kekuasaan kehakiman bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak perkara
yang diajukan kepadanya dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas”
pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Oleh karena
itu, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat, pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004,
tentang kekuasaan kehakiman. Pengangkatan anak dalam konteks ta’wun dan
semangat pelurusan hukum sesuai dengan asas komitmen akidah sebagai salah satu
unsur dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, menjadi salah satu poin
penting yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama
dalam memutus perkara permohonan pengangkatan anak. Praktek pengangkatan
anak berdasarkan hukum Islam oleh orang-orang yang beragama Islam telah banyak
dilakukan dan Pengadilan Agama telah memberikan penetapan yang sekaligus dapat
dipandang sebagai yurisprudensi tetap tentang pengangkatan anak di kalangan
hakim Pengadilan Agama.
Untuk memperkuat landasan hukum praktek penerimaan, memeriksa dan
mengadili serta menyelesaikan perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan
semangat hukum Islam oleh Pengadialn Agama, serta merespon kuatnya semangat
dan aspirasi masyarakat muslim Indonesia untuk mengangkat anak yang sesuai
dengan nilai-nilai hukum Islam, maka pada tanggal 20 April 2006 telah disahkan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada pasal 49 dinyatakan bahwa
Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta
menyelesaikan perkara “asal usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan hukum
Islam”
Mahmut Syaltut dalam Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan pada  Hukum
Pengangkatan Anak Perspektif Islam, menyatakan bahwa pengangkatan anak dalam
konteks mengangkat anak orang lain yang diperlakukan seperti memperlakukan
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anak sendiri dalam hal kasih sayang, nafkah sehar-hari, pendidikan, tanpa harus
menyamakan sebagai anak kandung, maka pengangkatan anak seperti ini dalam
Islam dibenarkan.  Berdasarkan pendapat tersebut, maka  pengangkatan anak adalah
merupakan tindakan moral yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dengan tujuan
untuk melakukan perlindungan terhadap anak secara utuh dalam pmenuhan segala
kebutuhan dan kepentingannya pada penciptaan rasa keadilan dan keseimbangan
untuk mewujudkan jati dirinya sebagai manusia yang bermartabat dalam
menjunjung tinggi hak-hak asasi terhahadap sesama, serta mendapatkan pelayanan
yang sepadan dalam aktualisasi hidup berinteraksi dengan perkembangan sosial
kemasyarakatan pada pembentukan nilai-nilai kemanusiaan, yang akhirnya
terhindar  dari situasi buruk yang akan menimpa dirinya. Karena itu anak angkat
harus diberikan jaminan hidup untuk kelangsungan hidupnya yaitu pendidkan dan
pemenuhan kebutuhan hidup lainnya dengan  tanpa memutuskan  hubungan nasab
pada orangtua kandung sebagai hubungan biologisnya.
Andi Samsu Alam dan M. Fauzan,  Hukum Pengangkatan Anak Perspektif
Islam, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengankatan anak hanya dapat dilakukan
untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan
setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.13 Ketentuan
ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi yang sifatnya memang sangat
tergantung dari orangtuanya.
Praktek pengangkatan anak dengan motifasi komersial, perdagangan
sekedar untuk pancingan dan setelah memperoleh anak, kemudian anak angkat
disia-siakan atau diterlantarkan, hal ini sangat bertentangan dengan hak-hak yang
melekat pada diri anak. Oleh karena itu pengangkatan anak harus dilandasi dengan
semangat yang kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga
masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih maslahat dan juga harus disadari
13Andi Syamsu Alam, M. Fauzan. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam. h. 216.
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bahwa pengangkatan anak yang sesuai dengan budaya masyarakat indonesia dan
akidah hukum Islam tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat
dengan orang tua kandungnya ( Undang-undang Republik Indonesia, No. 23 Tahun
2002 tentang perlindunggan anak, pasal 39 ayat 3.).14
Hal sensitif yang juga harus disadari oleh calon orang tua angkat dan orang
tua kandung adalah orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh
calon anak angkat, hal ini penting diperhatikan oleh karena pengaruh agama orang
tua angkat terhadap anak angkat hanya memiliki satu arus arah dari orang tua
anggkat terhadap anak angkatnya, jika hal ini terjadi maka akan sangat melukai hati
dan nurani serta akidah orang tua kandung anak angkat itu. Fauzan. Pengangkatan
anak bagi keluarga muslim wewenang absolut peradilan agama. majalah mimbar
hukum.15
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
Sebuah kajian akademik dan kajian yuridis, pertama-tama harus
menemukan konsep definitif tentang anak angkat dan pengangkatan anak,
berikutnya asas dan tujuan pengangkatan anak, apa saja hak-hak dan kewajiban
anak yang harus mendapat perhatian orang tua, kewajiban dan tanggung jawab
terhadap masa depan anak, kedudukan, perwalian terhadap anak angkat,
penyelenggaraan perlindungan terhadap anak angkat, dan ketentuan-ketentuan
pidana atas kejahatan  terhadap anak angkat. Dengan demikian, perlindungan anak
angkat akan memiliki payung hukum yang utuh untuk menjamin masa depan anak
angkat agar lebih baik.16
14Andi Syamsu Alam, M. Fauzan. Pengangkatan Anak Perspektif Islam.  h. 217
15Majalah Peradilan Agama edisi Desember 1999. No. X, h. 56, dikutip Andi Syamsu Alam,
M. Fauzan, h. 217
16Andi Syamsu Alam, M. Fauzan. Pengangkatan Anak Perspektif Isla  h. 206
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Penelitian ini berfokus pada permasalahan tentang proses pengangkatan
anak di Pengadilan Agama dalam perspektif  hukum Islam, yang kemudian
dijabarkan menjadi beberapa sub masalah yang mengandung pengertian anak dan
anak angkat dalam perspektif hukum Islam yaitu:
1). Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan
orang tua, wali yang sah, atau anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya
sehari-hari, biaya  pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua
asal kepada orang tua angkatnya untuk membesarkan anak tersebut ke dalam
lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.17
dengan tanpa memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung sebagai
hubungan biologisnya.
2). Anak adalah keturunan yang masih rentan untuk senantiasa mendapat perhatian
dan perlindungan dalam segala aspek yang menjadi kebutuhannya sehingga
kemudian menjadi warisan yang berharga dalam memberikan kontribusi pada
keluarga, masyarakat, bangsa dan Agama.Berdasarkan pemahaman tersebut maka
anak harus mendapat perhatian lebih daripada aspek kebutuhan pembangunan
lainnya, karena dengan mengedepankan kepentingan anak maka pembangunan
dalam bidang kemasyarakatan, bangsa dan agama dapat memberikan nilai positif
dalam kemajuannya, demikian pula sebaliknya kalau kepentingan anak dalam
pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya diabaikan maka, pembangunan masyarakat
bangsa dan agama mengalami kemunduran dari berbagai aspek kepentingannya.
Hukum adalah peraturan yang mengikat  sesuatu dan menjadi kebutuhan
serta kepentingan bersama yang telah dibuat dan disepakati baik secara tertulis
maupun tidak tertulis.
Berdasarkan pengertian dari fariabel tersebut  maka tujuan pengangkatan
anak adalah untuk melakukan perlindungan terhadap situasi buruk yang akan
17 Kompilasi Hukum Islam di Indoneia, Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, pasal
171 huruf “h”. h. 82
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menimpa diri anak yang dapat diaplikasika dalam bentuk upaya pemenuhan hak-hak
dasar yang bersifat pemeliharaan ( hada>nah ) dan untuk mengetahui konsekuensi
hukum yang timbul akibat pengangkatan anak, serta memberikan kepastian hukum
terhadap dirinya sebagai anak angkat yang ditetapkan melalui amar putusan
pengadilan yang kemudian akan menjadi landasan yuridis secara formal didalam
memberikan kepastian hukum tentang penetapan nasab terhadap orang tua kandung
sebagai hubungan biologisnya.
2. Deskripsi Fokus Penelitian.
Secara umum ruang lingkup judul tesis ini adalah bagaimana anak angkat
senantiasa mendapat perhatian penuh dalam segala aspek yang menjadi kepentingan
terbaik terhadap anak yang disimpulkan dalam bentuk pemeliharaan (had}a>nah) dari
orang tua angkat dengan tidak memutuskan hubungan nasab pada orang tua
kandung sebagai hubungan biologisnya, sebagaimana yang diamanahkan oleh
hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dan untuk lebih komprehensif
sertaterarahnya penelitian ini maka, fokus penelitian  adalah bagian dari integral
yang dapat memberikan petunjuk sehingga penelitian lebih terarah dalam
menganalisa proses pengangkatan anak dalam bentuk amar putusan sebagai
ketetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama kelas IA Makassar yang
kemudian ditinjau dalam perspektif hukum Islam, dan peraturan perundang-
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C. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan, maka yang menjadi kajian
pokok adalah konteks pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam di
Pengadilan Agama Kelas IA Kota Makassar yang kemudian dianlisis secara teoretis
dan empiris tentang perlindungan anak konetks pengankatan anak.
Berdasarkan sudut pandang tersebut, maka beberapa sub masalah menjadi
bagia terpenting untuk menjawab permasalaha pokok yaitu:
1. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak di pengadilan Agama Kelas IA
Makassar dalam perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan
2. Bagaimana sistem pemeliharaan (had}a>nah) terhadap anak angkat?




Dalam penyusunan sebuah karya ilmiah membutuhkan  dukungan teori dari
berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan sebuah penelitian,
berdasarkan hasil penelusuran pada berbagai sumber pustaka, belum menemukan
hasil penelitian yang mengkaji lebih spesifik tentang Analisis Pengangkatan Anak
dalam Perspktif Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan, namun terdapat
beberapa rujukan dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :
1. Penelitian dalam bentuk Disertasi
Adapun hasil penelitian disertasi yang relevan dengan penelitian ini adalah
a). Rahma Amir dalam disertasinya “ Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di
Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, penelitian ini mendiskripsikan persoalan hak
asuh anak pasca perceraian yang kemudian diuraikan  dalam beberapa sub masalah
yang meliputi peran orangtua, keluarga, masyarakat dan negara terhadap
perlindungan anak akibat perceraian.18
b). H. ABD. Rasyid Gandon dalam disertasinya “ Hukum Islam di Indonesia-
Studi atas Perkembangan dan Pemeberlakuan” penelitian ini secara singkat
mendiskripsikan tentang kata hukum berasal dari kata Arab “ hukum” ( kata
jamaknya ahkam) yang berarti putusan (judgement, verdicht, decision), ketetapan
(provision), perintah (command), pemerintahan (goverment), kekuasaan (authority
power) hukum (sentece) dan lain-lain.19 Kata kerjanya, h}akamah, yah}kamu, berarti
memutuskan, mengadili, menghukum. Asal usul kata h}akamah berarti
mengendalikan dengan satu pengendalian atau satu pengadilan. Hukum juga
berkaitan dengan keputusan atau perintah yang bersifat aktif dan bijak.
18Rahma Amir. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar.
19H. ABD. Rasyid Gandon. Hukum Islam di Indonesia-Studi atas perkembangan
danpemebrlakuan, Disertasi, 2011. h.31
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2. Buku-buku dan peraturan serta perundang-undangan yang terkait dengan
pendefenisian yang mengatur masalah anak :
a). Fiqih Islam Wa Adillatuhu oleh Wahbah Az-Zuhaili yang membahas persolana
hak-hak anak secara transparan.20
b).Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomr 23 Tahun 2002 tentang
perlindungan anak memberikan definisi “Anak adalah amanah dan karunia Tuhan
yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia
seutuhnya”.
c).Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979, tentang
kesejahteraan anak memberikan definisi “Anak adalah potensi serta penerus cita-
cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakan oleh generasi sebelumnya”.
d). Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang usaha kesejahteraan anak,
bagi anak yang mempunyai masalah memberikan definisi “Anak adalah sebagai
tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan
negara”.
3. Macam-macam anak.
Anak dapat digolongkan dalam beberapa bagian :
a. Anak angkat.
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan anak angkat adalah
anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anknya sendiri.21
Mahmud Syaltut, mengemukakan bahwa pengertian anak angkat
“Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan di didik dengan penuh perhatian dan
kasih sayang, tanpa diberikan status “anak angkat” kepadanya, cuma ia
diperlakukan oleh orangtua angkatnya sebagai anak sendiri.
20Wahbah Az-Zuhaili. Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Cet. I. Gema Insani Jakarta. 2011, h. 59.
21Poerwadarminta, Kamus Hukum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta. 1976. h.120
17
b. Anak Tiri.
Adalah anak kepada istri atau suami seseorang daripada perkawinan yang
terdahulu.22
b. Anak Laqith.
Adalah anak yang dipungut di jalan, sama anak dengan yatim piatu, yang dalam
Islam dianjurkan untuk memeliharanya.23
c. Anak asuh
Adalah anak asuh yang erat kaitannya dengan program wajib belajar yang
dicanangkan Presiden RI pada tanggal 2 Mei 1984 bertepatan dengan hari
pendidikan nasional. Hubungan antara orangtua asuh denga anak asuh sebatas
berkaitan dengan bantuan biaya pendidikan agar anak asuh dapat mengikuti
pendidikana pada lembaga pendidikan tingkat dasar samapai selesai, oleh sebab itu
lembga anak asuh berbeda dengan lembaga anak angkat.24
d. Anak susuan
Adalah anak yang disusui dengan cara masuknya air susu seorang wanita
kepada anak kecil dengan syarat-syarat tertentu.25
e. Anak piara
Hukum adat mengenal suatu lembaga yang dinamakan lembaga anak piara
yaitu seseorang menitipkan anak kepada orang lain untuk dipelihara. Lembaga ini
berbeda dengan lembaga pengangkatan anak, karena orangtua yang dititpi tersebut
hanya melakukan tugas sebagai pemelihara. Demikianpula akibat hukumnya
berbeda dengan pengangkatan anak.26
22http//wwwGeocities.com/amd aft/Kamus A.html
23http//www.duniayangtaksempurna.com.
24Huzaemah T Yanggo. Pengangkatan anak dalam Hukum Islam. Dalam suara Uldilag. Vol
3. No. X. Mahkamah Agung RI. Jakarta, 2007, h. 25-27.
25http//wwwscribd.com/doc/2953998.Kedudukan-Saudara Kandung Dalam Hukum Islam
26Bushar Muhammad. Pokok-pokok Hukum Adat. Pradya Paramita, Jakarta. 2006. h. 32.
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4. Hubungan Hukum antara Orang tua angkat dan Anak angkat.
Islam adalah sebuah agama yang sangat memperhatikan kedudukan anak
sebagaimana  yang tertuang dalam Al-Qur’an dan hadis. Anak merupakan titipan
atau amanah Allah swt kepada orang tua, dan anak diibaratkan kertas putih, jika
diisi dengan hal yang baik maka baiklah anak tersebut demikianpula sebaliknya
selain hukum Islam, juga peraturan perundang-undangan mengatur tentang
kedudukan anak sebagaimana yang tertuang dalam pasal 42 sampai pada pasal 143
undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu “Anak sah adalah anak yang dilahirkan
dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (pasal 42) dan anak yang dikahirkan
diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau
keluarga ibunya (pasal 143). Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang
kedudukan anak yang terdiri dari:
a. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang
sah, atau hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh
istri tersebut (pasal 199).
b. Anak  yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab
dengan ibunya dan keluarga ibunya (pasal 100).
c. Suami yang mengingkari sahnya anak sedang istri tidak menyangkalnya dapat
meneguhkan pengingkarannya dengan lisan dan mengajukan kepengadilan
Agama dalam jangka waktu  180 hari sesudah lahirnya atau 360 hari sesudah
putusnya perkawinan atau setelah suami mengetahui bahwa nistrinya melahirkan
anak dan berada ditempat memungkinkan dia mngajukan perkaranya ke
Pengadilan Agama (pasal 101-102).Dari pejelasan tentang kedudukan anak
tersebut, maka secara tidak langsung juga dapat menerangkan tentang hubungan
hukum antara orangtua dengan anak.
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Sesuai dengan permsaalahan yang telah dikemukakan,  maka yang menjadi
tujuan dan keguanaan  penelitian ini adalah :
a. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pelaksanaan proses pengangkatan anak di Pengadilan
Agama Kelas IA Makassar  dalam perspektif hukum Islam dan peraturan
perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui sistem pemeliharaan ( Had}a>nah ) terhadap anak angkat
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap pengangkatan anak
dalam perspektif hukum Islam.
b. Kegunaan Penelitian.
Dari tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka kegunaan
penelitian terhadap judul tesis ini yakni:
1. Memberikan penjelasan yang utuh tentang motifasi mengenai pengangkatan
anak dalam perspektif hukum Islam yang semata-mata melakukan perlindungan
terhadap anak angkat dalam bentuk sistem pemeliharaannya (Had}a>nah) dengan
tanpa melakukan tindakan pemutusan hubungan darah antara anak angkat dengan
orangtua kandungnya sebagai hubungan biologisnya.
2. Memberikan penjelasan secara transparan tentang konsekuensi hukum yang
timbul terhadap pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam, sehingga
kemudian tidak menimbulkan kontro fersi tentang pengangkatan anak antara orang
tua angkat dengan orang tua kandung dari anak angkat yang menjadi hubungan
biologisnya, karena apapun pertimbangannya tidak bisa diputuskan hubungan nasab
anak angkat dengan orang tua kandungnya sebagaimana yang ditegaskan dalam
QS;  Al-Ahzab/33: 4-5 yang menyatakan bahwa “
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 َ َ َ ُ ٱ ِ ِ ۡ َ  ِ  ِ ۡ َ ۡ َ ِ ّ  ٖ ُ َ ِ ۚۦ ُ ُ َ ٰ َ َۡزأ َ َ َ َ َؤِـ ٱ َنو ُ ِ ٰ َ ُ
 ۖ ۡ ُ ِ ٰ َ ۡ َ ِ ُ ُ ۡ َ  ۡ ُ ِ ٰ َ  ۚ ۡ ُ َٓء َ ۡ َ  ۡ ُ َٓء َ ِ َۡدأ َ َ َ َ َو ۚ ۡ ُ ِ ٰ َ ُأ ُ ۡ ِ
 َو ُ ٱ ُل ُ ََ ۡ ٱ َ  َ ُ َو َ ِ ِ ۡٱ ۡ ُ ُ ۡد َ ِ  ُ َ ۡ َأ َ ُ  ۡ ِ ِ ٓ َ ِۚ ٱ
 ِ  ۡ ُ ُ ٰ َ ۡ ِ َ  ۡ ُ َٓء َ اَء ْآ ُ َ ۡ َ  ۡ  ِن َ ِ ِ ّ ٱ ٞح َ ُ  ۡ ُ ۡ َ َ  َ ۡ َ َو ۚ ۡ ُ ِ ٰ َ َ َو
 ِ ِ ُ ۡ َ ۡ َأ ٓ َ ِۦ َن َ َو ۚ ۡ ُ ُ ُ ُ  ۡت َ َ َ ِ ٰ َ َو ُ ٱ ٗر ُ ًَ ِ ر
Terjemahnya
Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam
rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu
sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai
anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di
mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia
menunjukkan jalan (yang benar)Panggilah mereka (anak-anak angkat itu)
dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada
sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka
(panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-
maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf
padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan
adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
Dan penegasan yang berbentuk ancaman tentang menasabkan dirinya selain
bapaknya sebagai hubungan biologisnya juga dapat di jelaskan dalam hadis
NabiMuhammad saw.
ماﺮﺣ ﮫﯿﻠﻋ ﺔﻨﺠﻟﺎﻓ ﮫﯿﺑا ﺮﯿﻏ ﮫﻧا ﻢﻠﻌﯾ ﻮھو ﮫﯿﺑا ﺮﯿﻏ ﻲﻟا ﻲﻋدا ﻦﻣ
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Artinya:
menyatakan bahwa” Orang yang memanggil (menasabkan diri) kepada
selain bapaknya, padahal dia mengetahui bahwa orang itu bukan bapaknya,
maka sorga haram baginya.27
F. Kerangka Konseptual
Tesis ini bertolak dari kerangka konseptual,  bahwa pokok permasalahan
yang diteliti adalah mengenai perspektif hukum Islam tentang  pengangkatan anak
di pengadilan Agama kelas IA Makassar yang  ditunjang dengan Instruksi Presiden
nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam  dan
perangkat perundang-undangan seperti UUD Negara RI tahun 1945 pasal 28 A dan
34 tentang HAM, UU RI No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Konvensi
tentang hak-hak anak oleh PBB tahun 1989, UU RI No 3 1997 tentang pengadilan
anak, UU RI No 39 1999 tentang hak asasi manusia, UU RI No 23 tahun 2002
tentang perlindungan anak, UU RI No 3 tahun2006 atas perubahan UU RI No 7
1989 tentang peradilan agama, serta  konsekwensi hukum yang timbul dari
pengangkatan Anak yang kemudian terimplikasi pada hak asuh/pemeliharaan
(had}a>nah) yang terdiri dari beberapa aspek, seperti aspek Agama, jiwa, keturunan,
akal, dan harta, inilah yang menjadi  pemenuhan hak dasar anak angkat dalam
bentuk pemeliharaannya demi pencapaian kemaslahatan hidupnya di hari kelak,
termasuk status nasabnya tidak boleh diputuskan dengan orang tua kandung sebagai
hubungan biologisnya, karena haram hukumnya menafikan nasab yang sebenarnya
dan atau haram hukumnya menyandarkan nasab kepada orang yang bukan ayah
yang senenarnya, dalam pemahaman lain haram hukumnya seseorang mendakwakan
apa yang bukan miliknya/apa yang tidak ada padanya dalam segala hal.28
27Ahamd Al-Mursi Husain Jauhar. Maqashid Syariah, Amza Jakarta, 2010. h. 148
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UU R.I.No.7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama.
Tujuan pelaksanaan pengangkatan anak di pengadilan agama
Makassar
Hak Asuh terhadap anak angkat











Mendapatkan pelayanan yang sepadan dalam aktualisasi hidup berinteraksi dengan
perkembangan sosial kemasyarakatan pada pemebentukan nilai-nilai kemanusiaan
sehingga akhirnya terhindar dari situasi buruk yang akan menimpa dirinya, dengan





A. Tinjauan umum mengenai Pengangkatan Anak.
1. Pengertian dan dasar hukum pengangkatan anak
Istilah pengangkatan anak secara umum telah berkembang di indonesia
dan secara khusus di kota makassar sebagaimana terjemahan dari bahasa inggris
” adoption” , mengangkat seorang anak,  yang berarti mengangkat anak orang
lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan
anak kandung, sebagaimana yang dikatakan  Simorangkir. JCT. Dalam Andi
Syamsu Alam dan M. Fauzan. Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi
Muhammad saw, pengangkatan anak telah menjadi tradisi dikalangan mayoritas
masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah tabanni yang berarti mengambil
anak angkat, hal ini dikatakan oleh Ibrahim Anis dan Abd. Halim Muntashir
dalam Andi Samsu Alam dam M.Fauza. Secara etimologi kata tabanni berarti
ittahazabna yaitu mengambil anak, sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia
istilah pengangkatan anak disebut juga dengan “Adopsi” yang berarti
pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri
yang berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak dan berlakulah
terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung
orangtua angkat, sebagaimana yang di ungkapkan oleh Muhammad Al-sayis
dalam Andi Syamsu dan M.Fauzan.1 Anak yang diadopsi dalam peristiwa
hukumnya disebut pengangkatan anak yang dapat dijumpai dalam lapangan
hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga.
1Andi Syamsu Alam, M. Fauzan. HukumPengangkatan Anak Perspektif Islam. h. 20.
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Mahmud Syaltut, mengemukakan bahwa ada dua pengertian “
pengangkatan anak” yang pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan
dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang dengan tanpa diberikan status
anak kandung kepadanya, Cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya
sebagai anak sendiri. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri
dan ia diberi status anak kandung sehingga ia berhak memakai nama keturunan
(nasab) orangtua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak
lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dengan orangtua angkatnya, hal ini
dikatakan oleh A. Aziz dahlan dalam Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan.2
Anak dalam pengertian pertama lebih didasari oleh perasaan seseorang
yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak
angkatnya atau bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai keturunan, agar
anak angkat itu bisa dididik atau disekolahkan, sehingga diharapakan nantinya
anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya dimasa yang
akan datang. Lebih dari itu terbesit  dihati orang tua angkat bahwa anak
angkatnya kelak  dapat menjadi anak saleh yang mau merawat orang tua
angaktnya disaat sakit, dan mendoakan disaat orang tua angkatnya meninggal
dunia. Perbuatan hukum pengangkatan anak seperti itu dapat diterima sebagai
bagian dari bentuk amal saleh yang sangat dianjurkan Islam, maka  bentuk
pengangkatan anak itu tidak bertentangan dengan asas hukum Islam,
sebagaimana yang ditegaskan dalam QS. al-Insaan/ 76: 8.
 َم َ ٱ َن ُ ِ ۡ ُ َو ا ً ِ َأَو ٗ ِ َ َو ٗ ِ ۡ ِ  ِۦ ِ ّ ُ  ٰ َ َ
Terjemahnya:
Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang
miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.
2Andi Syamsu Alam, M. Fauzan.Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam. h. 21
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Anak angkat dalam pengertian yang kedua  telah lama dikenal dan
berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri, sebagaimana
yangditerapkan oleh pengadilan negeri terhadap permohonan pengangkatan anak
yang dimohonkan oleh warga Negara Indonesia keturunan Tinghoa, dan bagi
mereka yang mendudukkan diri pada hukum tersebut. Pengangkatan anak dalam
pengertian tersebut sangat bertentangan dengan hukum islam sebagaimana
penegasannya dalam al-qur’an Allah berfirman, QS.al-Azhab/33: 4.5 dan 21.
 ُ ُ َ ٰ َ َۡزأ َ َ َ َ َو ۚۦِ ِ ۡ َ  ِ  ِ ۡ َ ۡ َ ِ ّ  ٖ ُ َ ِ  ُ ٱ َ َ َُ ۡ ِ  َنو ُ ِ ٰ َ ُ ِٔـ ٱ
 ُ ٱَو ۖ ۡ ُ ِ ٰ َ ۡ َ ِ ُ ُ ۡ َ  ۡ ُ ِ ٰ َ  ۚ ۡ ُ َٓء َ ۡ َ  ۡ ُ َٓء َ ِ َۡدأ َ َ َ َ َو ۚ ۡ ُ ِ ٰ َ ُ أ
َ ۡ ُ ُ َ َ ِ ٱ ي ِ ۡ َ  َ ُ َ َ ۡ َ  ۡ  ِن َ  ِۚ ٱ َ ِ  ُ َ ۡ َأ َ ُ  ۡ ِ ِ ٓ َ  ۡ ُ ُ ۡدٱ ْآ ُ
 ِۦ ِ ُ ۡ َ ۡ َ أ ٓ َ ِ  ٞح َ ُ  ۡ ُ ۡ َ َ  َ ۡ َ َو ۚ ۡ ُ ِ ٰ َ َ َو ِ ِ ّ ٱ ِ  ۡ ُ ُ ٰ َ ۡ ِ َ  ۡ ُ َٓء َ اَء
ً ِ ر ٗر ُ َ  ُ ٱ َن َ َو ۚ ۡ ُ ُ ُ ُ  ۡت َ َ َ ِ ٰ َ َو
Terjemahnya:
Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam
rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu
sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai
anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu
dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia
menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat
itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih
adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak
mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama
dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang
kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja
oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Zhihar ialah Perkataan seorang suami kepada istrinya: punggungmu
haram bagiku seperti punggung ibuku atau Perkataan lain yang sama maksudnya,
adalah menjadi adat kebiasaan bagi orang Arab Jahiliyah bahwa bila dia berkata
demikian kepada Istrinya maka istrinya itu haramnya baginya untuk selama-
lamanya. tetapi setelah Islam datang, maka yang haram untuk selama-lamanya
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itu dihapuskan dan istri-istri itu kembali halal baginya dengan membayar
kaffarat (denda).
Mula-mula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau
seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah,
dipanggil maula Huzaifah.QS. Al-Azhab/ 33:21
لٱ َمۡ َ ۡ ٱَو َ ٱ ْا ُ ۡ َ  َن َ َ ِ ّ  ٞ َ َ َ  ٌةَ ۡ ُأ ِ ٱ ِل ُ َر ِ  ۡ ُ َ  َن َ  ۡ َ َ ٱ َ َ َذَو َ ِٗ ِ َ
Terjemahnya:
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan
(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.
Pengangkatan anak dalam aspek historis, sudah dikenal dan berkembang
sebelum kerasulan Nabi Muhammad saw. Mahmud Syaltut  menjelaskan bahwa
tradisi pengangkatan anak sebenarnya sudah dipraktekkan oleh masyarakat dan
bangsa-bangsa lain sebelum datangnya Islam, seperti yang dipraktekkan oleh
Yunani, Romawi, India dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Dikalangan
bangsa Arab sebelum Islam ( masa jahiliyah ) istilah pengangkatan anak dikenal
dengan at-tabanni, dan sudah ditradisikan secara turun temurun, hal ini di
jelaskan oleh Moderis zaini dalam Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan.3
Imam Al-Qurtubi (ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa sebelum
kenabian, Rasulullah saw pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak
angkatnya dengan tidak memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah)
tetapi ditukar oleh Rasulullah saw dengan nama zaid bin Muhammad, dan
pengangkatan ini diumumkan oleh Rasulullah didepan kaum Kurais dan
menyatakan bahwa dirinya dan zaid saling mewarisi, sehingga kemudian maka
para sahabatpun memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.
3Andi Syamsu Alam, M. Fauzan. Pengangkatan Anak Perspektif Islam. h. 22
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Setelah Nabi Muhammad saw diangkat menjadi Rasul, maka turunlah
surat al-Ahzab (33) ayat 4-5, yang salah satu intinya adalah melarang
pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti diatas ( saling mewarisi ) dan
memanggilnya sebagai anak kandung. Imam al-Qurtubi menyatakan bahwa kisah
di atas menjadi latar belakang turunnya ayat tersebut. Tata cara pengangkatan
anak, menurut ulama fikih, untuk mengangkat anak atas dasar ingin mendidik
dan membantu orang tua kandungnya agar anak tersebut dapat mandiri dimasa
datang. Secara hukum tidak dikenal perpindahan nasab dari ayah kandungnya ke
ayah angkatnya, maksudnya ia tetap menjadi salah seorang mahram dari keluarga
ayah kandungnya. Dalam arti berlaku tetap saling mewarisi dengan ayah
kandungnya, dan jika melangsungkan perkawinan setelah dewasa maka walinya
tetap ayah kandungnya.
Dasar hukum pengangkatan anak dalam aspek pengamatan Mahkamah
Agung menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan pengesahan dan/atau
pengangkatan anak yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri tampak kian
bertambah, baik yang merupakan permohonan khusus pengesahan/pengangkatan
anak yang menunjukan adanya perubahan, pengesahan, dan fariasi-fariasi pada
motifasinya.4Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan
masyarakat tentang pengangkatan anak ditengah-tengah masyarakat makin
bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan  kepastian hukum
hanya didapat setelah memperoleh putusan pengadilan. Pengadilan Negeri atau
Pengadilan Agama  dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman,
menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan
kepadanya, antara lain permohonan pengesahan atau pengangkatan anak, harus
4Ahmad Kamil, Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi (Jakarta Persada Media, 2005), h.
9
28
mengacu kepada hukum terapannya. Mahakamah Agung sebagai penanggung
jawab atas pembinaan teknis peradilan mengakui bahwa peraturan perundang-
undangan dalam bidang pengangkatan anak ada beberapa peraturan hukum yang
dapat dijadikan rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan
kehakiman tentang pengangkatan anak, misalnay:
a. Surat Edaran Mahakah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tertanggal 7
April 1979, tentang pengangkatan anak yang mengatur prosedur hukum
mengajukan permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan
anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.
b. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/ 1984 tentang
petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak, yang mulai berlaku
sejak tanggal 14 Juni 1984.
c. Bab VIII, bagian kedua dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
perlindungan anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 22 oktober 2002.
d. Surat Edaran Mahakamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005, tentang
pengangkatan anak, berlaku mulai 8 Februari 2005, setelah terjadinya
bencana alam gempa dan gelombang tsunami yang melanda Aceh dan Nias,
yang menimbulkan masalah social berupa banyaknya anak-anak yang
kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan sukarelawan Asing untuk
mengangkatnmya sebagai anak angkat oleh LSM dan Badan Sosial
keagamaan lainnya yang sangat membahayakan akidah Agama anak
tersebut.
e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, pada pasal 49 huruf
a, angka 20 menyatakan bahwa, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang
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memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara
orang-orang yang beragama Islam sertapenetapan asal usul seorang anak dan
penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.5
1. Sejarah Pengangkatan Anak dalam Islam
Secara historis, pengangkatan anak  (adopsi) sudah dikenal dan
berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad saw. Tradisi pengangkatan
anak sebenarnya dipraktikkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum
kedatangan Islam, seperti yang dipraktikkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India
dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Dikalangan bangsa Arab sebelum Islam
(masa jahiliyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan at-tabanni dan sudah
ditradisikan secara turun temurun.6 Imam Al-Qurtubi (ahli tafsir klasik)
menyatakan bahwa sebelum kenabian, Rasulullah saw sendiri perna mengangkat
Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid
berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi ditukar oleh Rasulullah saw dengan
nama Zaid bin Muhammad, dan pengangkatan itu diumumkan oleh Rasulullah
saw di depan kaum Quraisy, dan Nabi Muhammad saw sendiri juga menyatakan
bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi, Zaid kemudian dikawinkan dengan
zainab binti jahsy, putri Aminah binti Abdul Muthtalib, bibi Nabi Muhammad
saw,
Setelah Nabi Muhammad saw diangkat menjadi Rasul, turunlah QS. Al-
Ahzab/33 : 4.5.
 َنو ُ ِ ٰ َ ُ ِٔـ ٱ ُ ُ َ ٰ َ َۡزأ َ َ َ َ َو ۚۦِ ِ ۡ َ  ِ  ِ ۡ َ ۡ َ ِ ّ  ٖ ُ َ ِ  ُ ٱ َ َ َ
 ُ ٱَو ۖ ۡ ُ ِ ٰ َ ۡ َ ِ ُ ُ ۡ َ  ۡ ُ ِ ٰ َ  ۚ ۡ ُ َٓء َ ۡ َ  ۡ ُ َٓء َ ِ َۡدأ َ َ َ َ َو ۚ ۡ ُ ِ ٰ َ ُ ُ ۡ ِ
5Andi Syamsu Alam, M. Fauzan.Pengangkatan Anak Perspektif Islam. h. 205
6Muderis Zaini. Adopsi suatu tinjauan dari tiga sistem hukum. Jakarta Sinar Grafika,
2002, h. 53
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 ۡ َ  َ ُ َ َ ۡ ٱ ُل ُ َ َ ِ ٱ ي ِ ْآ ُ َ ۡ َ  ۡ  ِن َ  ِۚ ٱ َ ِ  ُ َ ۡ َأ َ ُ  ۡ ِ ِ ٓ َ  ۡ ُ ُ ۡدٱ
 ِۦ ِ ُ ۡ َ ۡ َ أ ٓ َ ِ  ٞح َ ُ  ۡ ُ ۡ َ َ  َ ۡ َ َو ۚ ۡ ُ ِ ٰ َ َ َو ِ ِ ّ ٱ ِ  ۡ ُ ُ ٰ َ ۡ ِ َ  ۡ ُ َٓء َ اَء
 َن َ َو ۚ ۡ ُ ُ ُ ُ  ۡت َ َ َ ِ ٰ َ َوً ِ ر ٗر ُ َ  ُ ٱ
Terjmahnya:
Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam
rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu
sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai
anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu
dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia
menunjukkan jalan (yang benar).Panggilah mereka (anak-anak angkat
itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil
pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka,
Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan
maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu
khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh
hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Salah satu intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum
seperti diatas (saling mewarisi) dan memanggilnya sebagai anak kandung, dalam
hal ini Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa kisah diatas menjadi latar belakang
turunnya ayat tersebut. Sejarah hidup Rasulullah saw (sebelum kenabiannya)
sampai kemudian Nabi menikah dengan Zainab binti Jahsy bekas istri anak
angkatnya, dapat dijadikan justifikasi kebolehan kawin dengan bekas istri anak
angkat. Sebenarnya Zaid bin Haritsah dengan istrinya Zainab binti Jashsy
termasuk orang baik-baik dan taat menjalankan perintah Allah swt, namun
perkawinan mereka tidak berlangsung lama karena latar belakang status sosial
yang berbeda. Zaid bin Haritsah hanyalah seorang bekas budak yang dihadiakan
kepada Nabi Muhammad saw, oleh istrinya Khadijah sementara Zainab binti
Jahsy adalah keturunan bangsawan, menyadari bahwa rumah tangganya tidak
harmonis, maka Zaid bin Haritsah meminta izin kepada Nabi Muhammad saw
untuk menceraikan istrinya tetapi Nabi Muhammad saw. menyuruhnya untuk
mempertahankan rumah tangganya, Sedang beberapa waktu zaid tidak lagi bisa
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mempertahankan rumah tangganya sehingga Rasulullah saw. memperkenankan
perceraian mereka. Setelah masa iddah Zainab, Nabi Muhammad saw
diperintahkan oleh Allah swt untuk mengawininya, dalam hal ini Allah berfirman
dalam QS. Al-Azhab/33:37.
 ِ ۡ ُ َو َ ِ ٱَو َ َ ۡوَز َ ۡ َ َ  ۡ ِ ۡ َأ ِ ۡ َ َ  َ ۡ َ ۡ َ َو ِ ۡ َ َ  ُ ٱ َ َ ۡ َ  ٓيِ ِ  ُل ُ َ  ِۡذإ
 َِ ۡ ِ ّ  ٞ ۡ َز ٰ َ َ َ َ  ۖ ُ ٰ َ ۡ َ  َنأ َ َأ ُ ٱَو َس ٱ َ ۡ َ َو ِ ِ ۡ ُ  ُ ٱ َ  َ ِ ۡ َ
ِ ِ ٓ َ ِ َۡدأ ِٰج َ َۡزأ ٓ ِ  ٞج َ َ  َ ِ ِ ۡ ُ ۡ ٱ َ َ  َن ُ َ  َ  ۡ َ ِ َ َ ٰ َ ۡ وَز ٗ َ َو اَِذإ ۡ ْا ۡ َ َ
ُ ۡ ِ ٗل ُ ۡ َ  ِ ٱ ُ ۡ َأ َن َ َو ۚ ٗ َ َوا
Terjemahnya :
Dan (ingatlah), ketika kamu Berkata kepada orang yang Allah Telah
melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) Telah memberi nikmat
kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah",
sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan
menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang
lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid Telah mengakhiri
keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu
dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk
(mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak
angkat itu Telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya dan
adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.
Dengan demikian pengangkatan anak (tabbani) tidak mempengaruhu
kemaharaman antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Anak angkat
tidak termasuk dalam salah satu unsur kemaharaman, sehingga antar kedua belah
pihak tidak ada larangan untuk saling mengawini, dan tetap tidak boleh saling
mewarisi.
Dalam hukum Islam pengangkatan terhadap anak yang tidak jelas asal
usulnya’ termasuk dalam kelompok anak pungut al-laqith yakni anak yang
dipungut dan tidak diketahui asal usulnya secara jelas, karena bayi itu ditemukan
dipinggir jalan, dan orang yang menemukan itu mengakui sebagai anaknya, maka
nasab anak itu dapat dinasabkan dan dipanggil berdasarkan orang tua yang
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menemukannya. Tata cara pengangkatan anak menurut ulama fikih, untuk
mengangkat anak atas dasar igin mendidik dan membantu orang tua kandungnya
agar anak tersebut dapat mandiri dimasa datang, secara hukum tidak dikenal
perpindahan nasab dari ayah kandungnya ke ayah angkatnya, maksudnya ia tetap
menjadi salah seorang mahram dari keluarga ayah kandungnya, dalam arti
berlaku larangan kawin dan tetap saling mewarisi dengan ayah kandungnya. Jika
ia melangsungkan perkawinan  setelah dewasa maka walinya tetap ayah
kandungnya.
Dalam hal kewarisan, menurut ulama fikih dalam Islam ada tiga kategori
yang menyebabkan sesorang saling mewaris yaitu’ karena hubungan kekerabatan
atau keturunan al-qarabah, karena hasil perkawinan yang sah al-mushaharah, dan
karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya (budak), dan wali yang
memerdekakannya atau karena faktor tolong menolong antara seseorang dengan
orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam
tiga kategori tersebut, dalam artian bukan satu kerabat atau satu keturunan
dengan orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian, oleh
karena itu antara dirinya dengan orang tua angkatnya tidak berhak saling
mewarisi satu sama lain. Jika akan mewarisi maka hak waris mewarisi hanya
berlaku antara dirinya dengan orang tuan kandungnya secara timbal balik.7
2. Sumber Hukum Pengangkatan Anak yang dilarang dan yang dianjurkan
Islam.
1). Anak angkat harus tetap dipanggil dengan nasab ayah kandungnya,
sebagaiman ditegaskan Allah swt dalam firmannya, QS. Al-Ahzab/ 33: 4.5.
 َ ٰ َ َۡزأ َ َ َ َ َو ۚۦِ ِ ۡ َ  ِ  ِ ۡ َ ۡ َ ِ ّ  ٖ ُ َ ِ  ُ ٱ َ َ َُ ۡ ِ  َنو ُ ِ ٰ َ ُ ِٔـ ٱ ُ ُ
أ ُ ٱَو ۖ ۡ ُ ِ ٰ َ ۡ َ ِ ُ ُ ۡ َ  ۡ ُ ِ ٰ َ  ۚ ۡ ُ َٓء َ ۡ َ  ۡ ُ َٓء َ ِ َۡدأ َ َ َ َ َو ۚ ۡ ُ ِ ٰ َ ُ
 َ ِ ٱ ي ِ ۡ َ  َ ُ َو َ ۡ ُ ُ َ ِن َ  ِۚ ٱ َ ِ  ُ َ ۡ َأ َ ُ  ۡ ِ ِ ٓ َ  ۡ ُ ُ ۡدٱ ۡ ْآ ُ َ ۡ َ
7Ahmad Kamil, M, Fauzan, Pengangkatan Anak Perspektif Islam di Indonesia. h. 102
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 ِۦ ِ ُ ۡ َ ۡ َأ ٓ َ ِ  ٞح َ ُ  ۡ ُ ۡ َ َ  َ ۡ َ َو ۚ ۡ ُ ِ ٰ َ َ َو ِ ِ ّ ٱ ِ  ۡ ُ ُ ٰ َ ۡ ِ َ  ۡ ُ َٓء َ اَء
ٗر ُ َ  ُ ٱ َن َ َو ۚ ۡ ُ ُ ُ ُ  ۡت َ َ َ ِ ٰ َ َورً ِ َ
Terjemahnya
Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam
rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu
sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai
anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu
dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia
menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat
itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil
pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka,
Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan
maula-maulamu[1199]. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang
kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh
hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
QS. Al-Ahzab/ 33: 21.
 َ ٱَ َ َذَو َ ِ ٱ َمۡ َ ۡ ٱَو َ ٱ ْا ُ ۡ َ  َن َ َ ِ ّ  ٞ َ َ َ  ٌةَ ۡ ُأ ِ ٱ ِل ُ َر ِ  ۡ ُ َ  َن َ  ۡ َ
ٗ ِ َ
Terjemahnya:
Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2). Janda anak angkat bukan mahram orang tua angkat, QS. Al-Ahzab/ 33:37.
 ۡ ِ ۡ َأ ِ ۡ َ َ  َ ۡ َ ۡ َ َو ِ ۡ َ َ  ُ ٱ َ َ ۡ َ  ٓيِ ِ  ُل ُ َ  ۡذ ِ ۡ ُ َو َ ِ ٱَو َ َ ۡوَز َ ۡ َ َ
َ ۡ ِ ّ  ٞ ۡ َز ٰ َ َ َ َ  ۖ ُ ٰ َ ۡ َ  َنأ َ َأ ُ ٱَو َس ٱ َ ۡ َ َو ِ ِ ۡ ُ  ُ ٱ َ  َ ِ ۡ َ  ِ
 ِ َۡدأ ِٰج َ َۡزأ ٓ ِ  ٞج َ َ  َ ِ ِ ۡ ُ ۡ ٱ َ َ  َن ُ َ  َ  ۡ َ ِ َ َ ٰ َ ۡ وَز ٗ َ َو َاِذإ ۡ ِ ِ ٓ َ
 ٗل ُ ۡ َ  ِ ٱ ُ ۡ َأ َن َ َو ۚ ٗ َ َو ُ ۡ ِ ْ ا ۡ َ َ ا
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Terjemahnya:
Dan (ingatlah), ketika kamu Berkata kepada orang yang Allah Telah
melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) Telah memberi nikmat
kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah",
sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan
menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang
lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid Telah mengakhiri
keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu
dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk
(mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak
angkat itu Telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya dan
adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.
3). Nabi Muhammad bukan ayah seorang laki-laki diantara kalian, QS. Al-Ahzab/
33: 40
 ِ ّ ِ ٱ َ َ َ َو ِ ٱ َل ُ ر ِ ٰ َ َو ۡ ُ ِ َ ِّر ِ ّ  ٖ َ َأ ٓ َ َ  ٌ َ ُ  َن َۧ ُ َ َ َو ۗ َ
 ٍء ۡ َ  ِ ّ ُ ِٗ ِ َ
Terjemahnya:
Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di
antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan
adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
4) Mengangkat anak sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak,
QS. Al-Maidah/ 5.32.
 ِ  ٖد َ َ  َۡوأ ٍ ۡ َ  ِ ۡ َ ِ ۢ َ ۡ َ  َ َ َ َ  ۥ ُ َ  َ ِء َ ۡ ِ إ ٓ ِ َ  ٰ َ َ َ ۡ َ َ  َ ِ ٰ َ  ِ ۡ َأ ۡ ِ
ٱ َ ۡ َأ ٓ َ َ َ َ َ َ ۡ َ أ ۡ َ َو ٗ ِ َ  َس ٱ َ َ َ َ َ َ َ  ِض َ ۡ ٱ ۡ َ َ َو ۚ ٗ ِ َ  َس
 َن ُ ِ ۡ ُ َ  ِض َ ۡ ٱ ِ  َ ِ ٰ َ  َ ۡ َ ُ ۡ ِ ّ ٗ ِ َ ِنإ ُ  ِ ٰ َ ِ ّ َ ۡ ِ َ ُ ُ ُر ۡ ُ ۡ َٓء َ
Terjemahnya :
Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa:
barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu
(membunuh) orang lain atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka
bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya dan
barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-
olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan
Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan
(membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak
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diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam
berbuat kerusakan dimuka bumi
5). Konsepsi pengangkatan anak ada dua yaitu yang diharamkan dan yang
dianjurkan.
“Untuk mengetahui hukum Islam dalam masalah “Tabanni” perlu dipahami
bahwa Tabanni itu ada dua bentuk. Salah satu diantaranya bahwa seseorang
mengambil anak orang lain untuk diperlakukan sebagai anak kandung sendiri,
dalam rangka memberi kasih sayang, nafkah, pendidikan dan keperluan lainnya,
dan secara hukum anak itu bukan anaknya, tabanni seperti ini adalah perbuatan
yang pantas dikerjakan oleh mereka yang luas rezekinya, namun ia tidak
dikaruniai anak . sangat dianjurkan jika seseorang mengambil anak orang lain
yang memang keadaannya perlu mendapat kasih sayang Ibu-Bapak (karena yatim
piatu), atau untuk mendidik memberikan kesempatan belajar kepadanya, karena
orang tua kandung anak yang bersangkutan tidak mampu. Tidak diragukan lagi
bahwa usaha semacam ini termasuk perbuatan yang terpuji dan sangat dianjurkan
oleh Islam dan bernilai ibadah yang berpahala. Bagi orang tua angkat boleh
mewasiatkan sebagian darri harta peninggalannya (sebanyak-banyaknya
sepertiga) dari hartanya untuk anak angkatnya sebagai persiapan masa depannya
agar ia merasakan ketenangan hidup.8
3. Hukum Pengangkatan Anak.
Hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang
mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah,
dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan
masuknya ia kedalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya, pengangkatan
anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, dalam artian status
kekerabatannya tetap berada diluar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan
dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa, ia tetap anak dari
kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya.
8Mahmut Syaltut, al-Fatawa. Kairo Dar al-Syuruq, 1991, h. 292
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Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung
berdasarkan firman Allah swt pada surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5,
Apabila ada anak-anak yang ditinggal mati ayahnya karena peperangan
atau bencana lain misalnya, seperti peperangan yang terjadi pada masa awal-awal
Islam, maka agama Islam memberikan jalan keluar yang lain dari pengangkatan
anak tersebut dengan jalan menikahkan para janda yang ditinggal mati suaminya
dengan laki-laki lain. Hukum Islam juga melarang praktik pengangkatan anak
yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh
hukum Barat/sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah, dalam pengertian
pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak
angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak amgkat
memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat
menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui
pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan
nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dalam konteks beribadah kepada Allah
swt, juga hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua
angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan orang tua asuh dengan
anak asuh dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab.
Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya
kasih  sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena
tidak ada hubungan nasab, maka konskuensi yuridis lainnya adalah antara orang
tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada
hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah
Muhammad saw. diperintahkan untuk mengawini janda Zaid bin Haritsah
anaknya, hal ini menunjukan bahwa antara Nabi Muhammad saw Zaid bin
Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang orang
tua angkat dengan anak angkatnya.9
A. Kamil dan M. Fauzan,  Muhammad Ali As-Shabuni menyatakan bahwa
sebagaiman Islam telah membatalkan Zihar, demikian pula halnya dengan
9Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah. Jakarta Kalam Mulia, 2003. h, 87.
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tabanni, syariat Islam telah mengharamkan tabanni yang menisbatkan seseorang
anak angkat kepada yang bukan bapaknya, dan hal itu termasuk dosa besar
kepada pelakunya mendapat murka dan kutukan Allah swt’ sebagaimana
dinyatakan oleh Rasulullah saw dalam hadis riwayat Bukhari
“Barang siapa yang memanggil (mendakwakan) dirinya sebagai anak dari
seseorang  yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpahkan laknat
Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya, kelak pada hari kiamat Allah
tidak menerima darinya amalan-amalannya dan kesaksiannya. HR.
Muslim”
Aspek hukum menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya,
atau yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tuanya untuk kemudian
dimasukan kedalam nasab orang tua angkatnya, adalah yang paling mendapat
kritikan dari Islam, karena sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Hadis yang
diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Imam bukhari, Rasulullahperna
menyatakan bahwa.
“Tidak seorangpun yang mengaku  (membanggakan diri) kepada bukan
ayah yang sebenarnya, sedang ia mngetahui bahwa itu bukan ayahnya,
melainkan ia telah kufur. Dan barang siapa bukan dari kalangan kami
(kalangan kaum mukminin) dan hendaklah dia menyiapkan sendiri
tempatnya dalam api neraka”
4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Dilarang
Akibat yang ditimbulkan dari pengangkatan anak yang dilarng dan harus
dihindari
1). Untuk menghindari terganggunya hubungan keluarga berikut hak-haknya,
berikut dengan pengangkatan anak berarti kedua belah pihak (anak angkat
dengan orang tua angkat) telah membentuk keluarga baru yang mungkin
akan mengganggu hak kewajiban keluarga yang telah ditetapkan Islam.
2). Untuk menghindari terjadinya kesalapahaman  antara yang halal dan yang
haram. Dengan masuknya anak angkat kedalam salah satu keluarga tertentu,
dan dijadikan sebagai anak kandung, maka ia menjadi mahram dalam arti ia
tidak boleh menikah dengan orang yang sebenarnya boleh dinikahinya.
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Bahkan sepertinya ada kebolehan baginya melihat aurat orang lain yang
seharusnya haram dilihatnya.
3). Masuknya anak angkat kedalam keluarga orang tua angkatnya bisa
menimbulkan permusuhan  antara satu keturunan dalam keluarga itu.
Seharusnya anak angkat tidak memperoleh warisan tetapi menjadi ahli wais,
sehingga menutup bagian yang seharusnya dibagikan kepada ahli waris yang
berhak menerimanya.
4).  Islam menurut Wahbah Az-Zuhaili (seorang ahli hukum Islam dari Suriah)
adalah agama keadilan  dan menegakkan kebenaran. Oleh karena itu salah
satu cara untuk menegakkan keadilan dan kebenaran itu wajib menisbahkan
(menghubungkan ) anak kepada ayahnya yang sebenarnya.
5). Jika Islam membolehkan lembga pengangkatn anak yang berlainan Agama,
maka akan membuka peluang bagi orang mengangkat anak yang berbeda
agama dengannya, yang mengakibatkan berbaurnya agama dalam satu
keluarga. Akibat hukum lain pun akan muncul, seperti larangan agama untuk
saling mewarisi, dan juga terjadi perpindahan agama atau pemaksaan agama
tertentu, secara tidak langsung kepada anak angkat, sebagaiman Allah
berfirman dalam QS. Al-Baqarah/ 2: 256
 ِ َ َ  ِ ِ  ۢ ِ ۡ ُ َو ِت ُ ٰ ِ  ۡ ُ ۡ َ َ َ  ۚ ِ ّ َ ۡ ٱ َ ِ  ُ ۡ ٱ َ َ َ ِ ِ ّ ٱ ِ  َها َ ۡ ِ إ ٓ َ
 َ َ  َم َ ِ ٱ َ  ٰ َ ۡ ُ ۡ ٱ ِةَو ۡ ُ ۡ ِ  َ َ ۡ َ ۡ ٱ ٌ ِ َ  ٌ ِ َ  ُ ٱَو ۗ
Terjemahnya:
Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya
Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu
barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah,
Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat
kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha
Mengetahui.
5. Perbedaan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Produk Pengadilan Negeri
dan Pengadilan Agama.
Harus ada pengetahuan yang jelas dari calon orang tua angkat dan orang
tua kandung anak yang diangkat orang lain, perihal tentang perbedaan prinsip
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hukum pengangkatan anak yang diajukan dan diputus Pengdilan Negeri, dengan
pengangkatan anak yang diajukan dan diputus Pengadilan Agama. Pengetahuan
dan kesadaran hukum tentang perbedaan hukum pengangkatan anak tersebut
seharusnya sudah diketahui dan disadari pada saat akan mengajukan perkara
permohonan, sehingga mereka dengan tepat memilih pengadilan yang akan
memberikan penetapan. Perbedaan-perbedaan prinsip tentang akibat hukum dari
produk penetapan pengangkatan anak oleh pengadilan negeri dan pengadilan
Agama tersebut dapat dilihat perbandingan pada tabel berikut :
PERBEDAAN PRINSIP AKIBAT HUKUM PENETAPAN PENGADILAN
















- Nasab Anak angkat
putus dengan nasab
orang tua kandung serta
akibat-akibat hukumnya
- Nasab anak angkat
beralih menjadi nasab




- Anak angkat dipanggil
dengan bin/binti orang
tua angkatnya




wali nikah atau anak
angkatnya




- Nasab anak angkat tidak
putus dengan nasab
orang tua kandung dan
saudara-saudaranya
- Yang beralih dari anak




nafkh, pndidikan  dan
lin-lain
- Anak angkat tetap di
panggil dengan binti
orang tua kandung
- Orang tua angkat hanya
menjadi wali terbatas
terhadap diri, harta,
tindakan hukum , dan
tidak termasuk wali
nikah jika anak angkat
perempuan







angkat dari orang tua
angkat









atau anak angkat lain
dari orang tua
angkatnya.
- Anak angkat tidak boleh
menjadi ahli waris orang
tua angkatnya. Tapi




wasiat wajibah 1/3 dari
harta orang tua angkat
6. Motifasi Pengangkata anak
Pada prinsipnya secara naluri insani setiap pasangan suami istri
berkeinginan untuk mempunyai anak, demi menyambung keturunan dan
mewarisinya serta menjadi hiburannya, karena suatu rumah tangga bila tidak
mempunyai anak maka akan terasa gersang dan terasa tidak sempurna
keberadaannya.10 Perkawinan menurut Islam untuk memenuhi petunjuk agama,
dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.
Harmonis dalam menggunakan hak dan kewaiban anggota keluarga, sejahtera
dalam arti terciptanya ketenangan lahir batin yang disebabkan oleh terpenuhinya
keperluan hidup, sehingga timbullah kebahagiaan dan kasih sayang antara
anggota keluarga. Jadi tujuan perkawinan dalam Islam meliputi dua segi, yakni
untuk memenuhi naluri seksual dan memenuhi petunjuk agama. Imam al-Gazali
membagi tujuan (faedah) perkawinan atas lima kategori;
10H. Nasaruddin Umar. Pengantar KajianIslam Aktual. Jakarta. 2010, h. 143
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1, Untuk memperoleh anak.
2. Untuk menyalurkan syahwat.
3. Untuk menghibur hati.
4. Untuk mengelolah rumah tangga.
5. Untuk melaksanakan kewajiban kemasyarakatan.
Kelima tujuan perkawinan tersebut salah satu diantaranya yang paling
mendasar adalah untuk memperoleh keturunan, karena anak mempunyai peranan
yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Islam menganjurkan
umatnya untuk kawin jika telah memenuhi syarat. Bahkan Nabi Muhammad saw
menganjurkan untuk kawin dengan wanita-wanita yang bisa melahirkan
keturunan. Kehadiran anak dalam rumah tangga merupaka puncak kebahagiaan
dan dapat menjadi pelipur lara dalam kesunyian. Dalam hal ini al-Qur’an
menggunakan istilah rahma terhadap anak, sebagaimana Allah berfirman QS. Al-
Rum/ 30: 21
 ٗةدَ ُ َ ۡ َ  َ َ َ َو َ ۡ َ ِ إ ْآ ُ ُ ۡ َ ِ ّ ٗ ٰ َ َۡزأ ۡ ُ ِ ُ َأ ۡ ِ ّ ُ َ  َ َ َ  َۡنأ ِٓۦ ِ ٰ َ اَء ۡ ِ َو
َ َ َ  ٖ ۡ َ ِ ّ  ٖ ٰ َ  َ ِ ٰ َ  ِ ِنإ ۚ ً َ ۡ َرَو َنو ُ
Terjemahnya :
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
Dalam praktiknya, pengangkatan anak dikalangan masyarakat Indonesia
mempunyai beberapa tujuan dan atau motifasinya. Tujuannya antara lain adalah
untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkamwinan tidak
memperoleh keturunan, motifasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri
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yang telah difonis tidak mungkin melahirkan anak, pada hal mereka sangat
mendambakan kehadiran anak dalam pelukannya di tengah-tengah keluarganya.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, secara tegas
menyatakan bahawa tujuan dan motifasi pengangkatan anak hanya dapat
dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan
adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan perlindungan bagi anak yang sifatnya
memang sangat tergantung dari orang tuanya.11
Praktik pengangkatan anak dengan motifasi komersial, perdagangan,
sekedar untuk pancingan dan setelah memperoleh anak, kemudian anak angkat
disia-siakan atau diterlantarkan, sangat bertentangan dengan hak-hak yang
melekat pada anak. Oleh karena itu pengangkatan harus dilandasi oleh semangat
kuat untuk memberika pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak
angkat akan lebih baik dan lebih maslaha. Harus disadari bahwa pengangkatan
anak yang sesuai dengan budaya dan akidah masrayakat Indonesia tidak
memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua
kandungnya. Hal sensitif juga harus disadari oleh calon orang tua angkat dan
orang tua kandung adalah bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan
agama yang dianut oleh calon anak angkat, hal ini penting untuk diperhatikan
karena pengaruh agama orang tua angkat terahadap anak angkat, jika hal ini
terjadi, maka akan sangat melukai hati nurani serta akidah orang tua kandung
anak angkat itu.12
11Andi Syamsu Alam, M. Fauzan. h. 216
12Andi Syamsu Alam, M. Fauzan. h. 217
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7. Hak dan kewajiban anak angkat\.
Perlindungan terhadap anak  di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan
untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang. dan
berpatisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak
Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera. Dalam konteks
kesetaraan, anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya adalah  karunia
Tuhan yang maha Esa, yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan
harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu
dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada
umumnya, hak-hak anak angkat yang dimaksud adalah:
1). Berhak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara
wajarsesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2).  Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3). Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi
sesuaidengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4). Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan  dan diasuh oleh orang
tuanya sendiri.
5). Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapatmenjamin tumbuh
kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersbut berhak
diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6). Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan
kebutuhan fisik, mental dan spiritual.
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7). Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan
pribadinya, dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
8). Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan
sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial,
9).Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pindana berhak
mendapatkan bantuan hukum.
Di samping hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, anak-
anaktermasuk anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban
asasi yang juga harus dilaksanakan oleh seorang anak, yaitu bahwa setiap anak
memiliki kewajiban untuk:
1). Menghormati orang tua, wali, dan guru.
2). Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
3). Mencintai tanah air, bangsa dan Negara.
4). Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5). Melaksanakan etika dan ahklak yang mulia.13
Pada prinsipnya hak dan kewajiban anak angkat adalah memiliki ruh
yang sama dengan anak-anak yang lain, yaitu mendapat perlindungan yang sama
dengan tanpa berdasarkan latar belakang yang berbeda, sebagaimana yang
dituangkan dalam Undang-undang  perlindungan anak nomor 23 tahun 2002
tentang perlindungan anak, yang menegaskan bahwa anak adalah amanah
sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena
dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus
13Ahmad Kamil, M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia,
Jakarta Raja Wali, 2010, h. 75
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dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang
termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-
bangsa tentang hak-hak anak. Dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegara,
anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga
setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang,
berpartisipsi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan
diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.14 Dalam Undang-undang Nonor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia mencantumkan tentang hak anak,
pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orangtua, keluarga, masyarakat,
pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak, maka dengan
demikian perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari
kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Orangtua, keluarga dan masyarakat harus senantiasa bertanggung jawab
untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sebagai salah satu kewajiban
yang dibebankan oleh hukum. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak
termasuk yang berstatus anak angkat, negara dan pemerintah harus bertanggung
jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam
menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah. Hal ini
menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat,
pemerintah dan negara adalah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan
secara terus menerus demi untuk terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian
kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan
dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
14Undang-undang Republik Indonesia nomor: 23 thun 2002, tentang perlindungan anak
dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tidak
Pidana Perdagangan Orang, h. 37
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Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni
sejak dari janin dalam kandungan, bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak
yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan
kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non
diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup dalam bentuk
kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat
anak.15 Asas perlindungan anak dimaksud adalah sesuai dengan prinsip prinsip
pokok yang terkandung dalam Konvensi hak-hak anak.
8. Penentuan nasab terhadap anak angkat
Penentuan nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang
terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap
kepribadian dan masa depan anak, secara bahasa nasab diartikan dengan kerabat,
keturunan atau menetapkan keturunan. Seseorang anak harus mengetahui tentang
keturunannya, sebab asal usul yang menyangkut keturunannya sangat penting
untuk menempuh kehidupannya dalam masyarakat. Secara etimologi istilah
nasab berasal dari bahasa arab ”an-nasab” yang berarti “keturunan, kerabat”
memberikan ciri dan menyebutkan keturunannya, nasab juga dipahami sebagai
pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat
dari perkawinan yang sah. Menurut Wahbah al-Zuhaily dalam kitabnya al-Fiqh
al-Islam wa Adilalatuh nasab adalah salah satu hak dari anak yang lima yakni
nasab  rad<a (susuan) had>anah (pemeliharaan) walayah (perwalian/perlindungan)
15Undang-undang Republik Indonesia nomor: 23 thun 2002, tentang perlindungan anak
dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan    Tidak
Pidana Perdagangan Orang, h. 38
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dan nafkah.16 Ulama fikih mengatakan bahwa nasab merupaka salah satu fondasi
yang kokoh dalam membina suatu kehidupan dalam rumah tangga yang bisa
mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah. Sedangkan secara
terminologis, nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan
darah, baik karena hubungan darah keatas (bapak, kakek, Ibu, nenek) kebawah
(anak, cucu dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman). Nasab
merupakanm nikmat yang paling besar yang diturunkan Allah swt kepada
hambanya, QS. Al-Furqan/25:54
 َ َر َن َ َو ۗ ٗ ۡ ِ َو ٗ َ َ  ۥ ُ َ َ َ َ ٗ َ َ  ِٓء َ ۡ ٱ َ ِ  َ َ َ  يِ ٱ َ ُ َوٗ ِ َ
Terjemahnya:
Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan
manusia itu (punya) keturunan dan mushaharahdan adalah Tuhanmu
Maha Kuasa.
Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat tersebut mengatakan bahwa kata
nasab dan shar, keduanya bersifat umum yang mencakup hubungan kerabat
diantara manusia. Dalam perspektif yang lain, Ibnu Arabi ( sebagaiman yang
dikutip oleh al-Qurtubi) menjelaskan bahwa nasab adalah istilah yang
merefleksikan proses percampuran antara sperma laki-laki dan ovum perempuan
berdasarkan ketentuan syari’at, jika percampuran itu dilakukan dengan cara
maksiat (zina), maka itu tidak lebih merupakan reproduksi biasa, bukan
merupakan nasab yang benar secara syari’at, sehingga tidak termasuk dalam
kandungan ayat tahrim. Dalam kaitan ini pula seorang ayah dilarang mengingkari
keturunannya dan haram bagi seorang wanita menisbahkan (membangsakan)
seorang anak kepada yang bukan ayah kandungnya. Rasulullah saw bersabda “
16Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islam Wa al-Adillatuhu (cet X: Damskus, Dar al-Fikr,
2007) di terjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dll, judul Fiqh Islam Wa Adillatuhu: hak-hak
anak, wasiat, wakaf, warisan , jilid 10 (cet 1: jakarta Gema Insani; 2011). h, 25
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Wanita mana saja yang melahirkan anak melalui perzinaan, Allah
mengabaikannya dan sekali-kali tidak akan dimasukan Allah kedalam sorga. Dan
lelaki mana saja yang mengingkari nasab anaknya, sedangkan dia
mengetahuinya, maka Allah akan menghalanginya masuk sorga (HR. Abu
Dawud, an-Nasa’I, al-Hakim, Ibnu Majah, dan Ibnu Hiban dari Abu Huraira).
Sebaliknya anak juga diharamkan menasabkan dirinya kepada laki-laki selain
ayahnya sendiri. Dalam hal ini Rasulullah saw.mengatakan siapa saja yang
menasabkan kepada lelaki lain selain ayahnya, maka diharamkan baginya sorga”
(HR. al-Bukhari, Muslim. Ahmad bin Hambali, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari
Sa’d bin Abi Waqqa). Konsep nasab tidak hanya menyangkut konsep masalah
asal usul orang tua dan kekerabatan, tetapi juga masalah masalah status
kekerabatan dan ikatan keturunan. Memang anak mengambil nasab dari kedua
belah pihak (ayah dan ibu) akan tetapi penghubungan nasab kepada bapak lebih
dominan daripada kepada ibu. Dalam semua mazhab hukum Islam makna paling
utama dari nasab adalah menyangkut sisi bapak, yang erat kaitannya dengan
legitimasi dimana anak memperoleh identitas hukum dan agamanya. Dalam
sumber-sumber hukum baik Syi;ah maupun sunni khususnya Maliki mengakui
garis bapak sebagai model utama ikatan keturunan, namun  berbeda dengan
konsepsi lain tentang ikatan keturunan dari ibu, yang bisa secara ekstrem
mewakili dua kutup interpretasi tentang pengertian syari’ah mengenai ikatan
perkawinan. Dalam hal lain mengenai sebab terjadinya hubungan nasab, pada
konteks penetapan nasab mempunyai dampak yang sangat besar terhadap
individu, keluarga dan masyarakat sehingga setiap individu berkewajiban
merefleksikannya dalam masyarakat, dengan demikian daharapkan nasab (asal
usulnya) menjadi jelas, disamping itu dengan ketidak jelasan nasab dikhawatirka
akan terjadi perkawinan dengan mahram, untuk itulah Islam mengharamkan
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untuk menisbahkan nasab seseorang kepada orang lain yang bukan ayah
kandungnya, dan sebaliknyanikah merupakan jalan untuk menentukan dan
menjaga asal usul (nasab) seseorang dalam pengertian, nasab seserang hanya bisa
dinisbahkan kepada kedua orang tuanya kalau ia dilahirkan dalam perkawinan
yang sah. Sedangkan nasab anak yang lahir dari permpuan yang dinikahi pada
waktu hamil sebagai akibat dari zina,maka nasab anak tersebut hanya
dihubungkan dengan ibu yang melahirkannya dan denganorang-orang yang
berhubungan nasab dengan ibunya, dalam pengertian nasabnya tidak
dihubungkan dengan laki-laki yang menghamili ibunya karena tidak terjadi al-
firasy (perkawinan yang sah).17 Dalam perspektif hukum Islam nasab anak
terhadap ayah hanya bisa terjadi karena tiga hal:
a). Melalui perkawinan yang sah
b). Melalui perkawinan yang fasid
c). Melalui hubungan senggama karena adanya syubhah an-nikah (nikah Subhat)
1).Nasab Melalui Perkawinan Sah.
Sepakat bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu
perkawinan yang sah di nasabkana kepada suami wanita tersebut, sebagaimana
hadis Rasulullah saw.
Artinya:
Diriwayatkan dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda “Anak itu
bagi siapa yang menggauli ibunya ( dalam nikah yang sah)
Hadis tersebut menegaskan bahwa nasab anak yang lahir dalam
perkawinan yang sah adalah dihubungkan kepada ayah kandungnya. Ketentuan
ini tidak berlaku yang disebkan kehamilan yang dilakukan karena perzinaan
antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini nasab anak hanya
17Andi Syamsu Alam, M. Fauzan. h. 178
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dihubungkan kepada ibu dan keluarganya saja. Dalam menetapakan nasab
melalui perkawinan yang sah harus memenuhi beberapa persyaratan:
1. Suami tersebut seorang yang memungkinkan dapat memberi keturuan,
menurut kesepakata Ulami fikih adalah seorang laki-laki yang telah baliq.
2. Menurut ulama Mazhab Hanafi, anak tersebut lahir  enam bulan setelah
perkawinan, dan jumhur ulama menambahkannya dengan syarat suami istri
telah melakukan hubungan senggama. Jika kelahiran anak kurang dari enam
bulan, maka anak tersebut tidak bisa dihubungkan kepada suami wanita
tersebut.
2).Nasab melalui perkawinan fasid.
Perkawinan fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan
kekurangan syarat, baik keseluruhan maupun sebagian seperti tidak ada wali
(bagi mazhab Hanafi  tidak menjadi syarat sahnya perkawinan) dan tidak ada
saksi atau saksinya saksi palsu. Menurut kesepakatan Ulama fiqih penetapan
nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan anak
pernikahan sah. Akan tetapi Ulama fikih mengemukakan tiga syarat dalam
penetapan nasab dalam pernikahan fasid tersebut, yaitu;
1. Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu seorang
yang balig dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan
istrinya tidak bisa hamil.
2. Hubungan seksual benar-benar bisa dilaksanakan
3. Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah akad nikah
fasid tersebut (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan senggama
(menurut Ulama Mazhab Hanafi) apabila anak itu lahir dalam waktu
sebelum enam bulan setelah anak nikah atau melakukan hubungan
senggama, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita
tersebut.
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3). Nasab Anak dari Hubungan Senggama Syubhat
Kata as-subhat berarti kemiripan, keserupaan, persamaan dan
ketidakjelasan, dalam kaitannya dengan kajian hukum, istilah subhat dapat
diinterpretasikan sebagai suatu situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan dalam
sebuah peristiwa hukum, karenanya ketentuan hukumnya tidak dapat diketahui
secara pasti, apakah berada dalam wilayah halal  atau haram. Dalam pengertian
lain, subhat adalah sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak, atau masih
mengandung propabilitas antara benar atau salah, sekaligus tidak bisa ditarjihkan
mana yang faliditas hukumnya yang lebih kuat. Dalam konteks hubungan
senggama secara subhat, maka yang dimaksud dengan senggama subhat (wath’i
al-subhat) adalah hubungan yang terjadi bukan perkawinan yang sah atau fasid
dan bukan pula dari perbuatan zina.
Allah telah menegaskan dalam firmannya tentang persoalan status nasab
anak angkat yang berada dalam lindungan pemeliharaan arang tua angkatnya,
QS. Al-Ahzab/33: 4.5.
 َنو ُ ِ ٰ َ ُ ِٔـ ٱ ُ ُ َ ٰ َ َۡزأ َ َ َ َ َو ِۚۦ ِ ۡ َ  ِ  ِ ۡ َ ۡ َ ِ ّ  ٖ ُ َ ِ  ُ ٱ َ َ َُ ۡ ِ
 ۡ ُ ِ ٰ َ  ۚ ۡ ُ َٓء َ ۡ َ ۡ ُ َٓء َ ِ َۡدأ َ َ َ َ َو ۚ ۡ ُ ِ ٰ َ ُ أ ُل ُ َ  ُ ٱَو ۖ ۡ ُ ِ ٰ َ ۡ َ ِ ُ ُ ۡ َ
 َ ِ ٱ ي ِ ۡ َ  َ ُ َو َ ۡ ٱ ْآ ُ َ ۡ َ  ۡ  ِن َ  ِۚ ٱ َ ِ  ُ َ ۡ َأ َ ُ  ۡ ِ ِ ٓ َ  ۡ ُ ُ ۡدٱ
 ٓ َ ِ  ٞح َ ُ  ۡ ُ ۡ َ َ  َ ۡ َ َو ۚ ۡ ُ ِ ٰ َ َ َو ِ ِ ّ ٱ ِ  ۡ ُ ُ ٰ َ ۡ ِ َ  ۡ ُ َٓء َ اَء ِۦ ِ ُ ۡ َ ۡ َأ
ً ِ ر ٗر ُ َ  ُ ٱ َن َ َو ۚ ۡ ُ ُ ُ ُ  ۡت َ َ َ ِ ٰ َ َو
Terjemahnya :
Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam
rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar
itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu
sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah
perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya
dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).
Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama
bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika
kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah
mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu,
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dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya,
tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Dari ayat tersebut maka penetapan dalam bentuk pengaturan nasab
terhadap anak angkat adalah tetap pada orang tua kandungnya, yang   pada
esensialnya tetap mengacu  pada hukum Islam yang ditetapkan melalui amar
putusan pengadilan dalam lingkup kementrian agama yang menjadikan sebagai
prodak hukum bukan opini publik, untuk tetap dijalankan dan dipatuhi oleh pihak
orang tua angkat sebagai pelaksana pemeliharaan terhadap anak angkat dengan
motif untuk melakukan perlindungan dari aspek Agama, jiwa, keturunan, akal
dan harta demi masa depan yang terbaik bagi anak angkat itu sendiri. Dan jika
terjadi perselisihan kedua belah pihak antara orang tua kandung dan orang tua
angkat tentang penetapan nasab terhadap anak angkat, maka tetap dikembalikan
permasalahannya kepada Allah dan Rasul-nya. Allah menegaskan dalam
firmannya QS. An-Nisa/ 4 :59.
 ْ ا ُ ِ َأ ْ آ ُ َ اَء َ ِ ٱ َ َ َ ِ ۡ ُ ۡ َ ٰ َ َ  ِن َ  ۖ ۡ ُ ِ  ِ ۡ َ ۡ ٱ ِ ُْوأَو َل ُ ٱ ْ ا ُ ِ َأَو َ ٱ
 َ ۡ َأَو ٞ ۡ َ  َ ِ ٰ َ ِ ِ ٱ ِمۡ َ ۡ ٱَو ِ ِ  َن ُ ِ ۡ ُ  ۡ ُ ُ  ِنإ ِل ُ ٱَو ِ ٱ َ ِ إ ُهودُ َ  ٖء ۡ َ ُ
 ً ِۡو َ
Terjemahnya :
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya.
Ayat tersebut merupakan dalil yang qath’i, bahwa diwajibkan untuk
mengembalikan segala bentuk perselisihan yang terjadi diantara kaum Muslimin
seperti yang terjadi tentang masalah keagamaan, maka dalam hal ini harus
dikembalikan kepada Alla dan Rasul-Nya, tidak kepadaselain keduanya. Barang
siapa menyerahkan perkaranya kepada selain keduanya, maka ia telah menentang
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Allah, dan barang siapa yang mengajak untuk mengembalikan perkara disaat
berselisih dengan menyerahkan keputusannya kepada selain Allah dan Rasul-
Nya, maka ia telah mengajak kepada ajakan jahiliyah. Seorang hamba belum jadi
mu’min, samapai ia mengembalikan segala bentuk perselisihannya kepada Allah
dan Rasul-Nya.18
Merujuk penjelasan peraturan pemerintah Republik Indonesian nomor
54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangktan anak dijelaskan bahwa, anak
merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan
sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber
daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan sejak dini yang
berlangsung secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan
perkembangan fisik, mental dan social anak. Kondisi ekonomi nasional yang
kurang mendukung sangat mempengaruhi kondisi perekonomian keluarga dan
berdampak pada tingkat kesejahteraan anak Indonesia, pada kenyataan yang kita
jumpai sehari-hari di dalam masyarakat masih banyak dijumpai anak-anak yang
hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dimana banyak ditemui anak
jalanan, anak terlantar, yatim piatu dengan berbagai permasalahan mereka yang
kompleks yang memerlukan penanganan, pembinaan atau perlindungan, baik dari
pihak pemerintah maupun masyarakat, Komitmen pemerintah untuk memberikan
perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang-
undang  Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang ini
mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan,
pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk
menangani permasalahan anak dimaksud, yaitu dengan member kesempatan bagi
orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak, Tujuan
pengangkatan anak hanya dapat dilaksanakan bagi kepentingan terbaik  anak dan
harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau
berdasarkan adat istiadat setempat. Mengingat banyaknya penyimpangan yang
terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu dilakukan
18Ibnu  Ibrahin. Sisi Pandang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pustaka Azam1999. h. 95.
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tanpa melalui prosedur yang beanr seperti pemalsuan data, untuk itu perlu
pengaturan tentang pelaksaan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh
pemerintah maupun masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk peraturan
pemerintah untuk dijadikan pedoman dalam pelksanaan pengakatan anak yang
mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat
pengangkatan anak, tata cara, bimbingan, pengawasan dan pelaporannya, dengan
diberlakukannya peraturan pemerintah dalam hal pengangkatan anak yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat mencegah
terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan
meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi
anak.19
B. Perwalian Anak Angkat.
1. Pengertian
Perwalian adalah hak Syar’i yang atas hal itu, kekuasaan wali atas orang
lain diberlakukan tanpa sekehendaknya. Perwalian terdiri atas dua jenis yaitu
perwalian umum dan perwalian khusus, perwalian khusus adalah perwalian atas
jiwa dan harta. Maksud perwalian atas jiwa adalah perwalian atas jiwa dalam
pernikahan.20
Istilah perwalian berasal dari bahasa arab derivatif dari kata dasar,
waliya,wila>yah atau wala>yah. Kata wila>ya atau Wa>layah, mempunyai makna
etimologis lebih dari satu, diantaranya  dengan makna, pertolongan , cinta
(mahabbah), kekuasaan atau kemampuan  (al-sulthah) yang artinya
kepemimpinan seseorang terhadap sesuatu. Berdasarkan pengertian etimologis
tersebut maka dapat difahami bahwa perwalian adalah suatu bentuk perlindungan
19Undang-undang Republik Indonesia nomor: 23 thun 2002, tentang perlindungan
anakdan Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 21 Tahun 2007Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang, h 176.
20Muhammad Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah. (cet II Pena Pundi Aksara. 2010). h, 371
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dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk
memberikan pertolongan atas ketidak mampuan seseorang dalam melaakukan
perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun
dengan dirinya.
Dalam literatur-literatur fikih klasik dan kontemporer, kata al-wila>yah
digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelola harta dan megayomi
seseorang yang belum cakap bertindak dalam bertindak hukum. Dari kata inilah
muncul istilah wali bagi anak yatim, dan orang yang belum cakap bertindak
hukum, istilah al-wila>yah juga dapat berarti hak untuk menikahkan seorang
wanita, dan hak itu dipegang oleh wali nikah.
Menurut istilah ulama fikih, al-wala>yah adalah kekuaasaan syari’i yang
dimiliki terhadap seseorang terhadap urusan orang lain tanpa tergantung pada
izinnya. Dalam H. Ahmad Kamil dan H. M. Fauzan, Wahbah al- Zuhaili
mendefinisikan bahwa al-wala>yah adalah kekuasaan untuk melakukan tasharuf
tanpa tergantung pada izin orang lain.21 Pengertian tersebut membatasi
pengertian al-wala>yah dengan kekuasaan secara paksa, yang merupakan suatu
ketetapan seseorang wali kepada orang lain yang berada dibawah kekuasaannya
untuk melaksanakan perintahnya, baik diterima atau tidak.
Ulama fikih mendefinisikan wila>yah dengan wewenang seseorang untuk
bertindak hukum atas orang yng tidak cakap bertindak hukum , baik untuk
kepentingan pribadinya maupum untuk kepentingan hartanya, yang diizinkan
oleh syara’ orang yang masih dalam status ahliyyah al-wuju^b (hanya cakap untuk
menerima hak), belum dan tidak cakap hukum sendiri, perlu dibantu oleh
seseorng yang telah dewasa dan cerdas dalam mengayomi pribadi dan hartanya.
21H. A. Kamil, M. Fauzan, h. 176.
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Orang yang membantu mengelolah harta dan mengayomi orang yang belum atau
tidak cakap bertindak hukum , dalam fikih Islam disebut wali. Apabila anak kecil
atau orang gila bertindak hukum sendiri, maka tindakan hukumnya tidak sah dan
tidak menimbulkan akibat hukum apapun, anak kecil, orang gila dan orang-orang
yang berada dibawah pengampuan memerlukan seseorang yang dapat membantu
mereka dalam melakukan tindakan hukum, baik yang menyangkut diri mereka
sendiri maupun terhadap harta bendanya serta segala sesuatu yang bermanfaat
untuk diri mereka. Dalam kaitan inilah Islam mengemukakan konsep al-wila>yah,
sebagai pembantu orang-orang yang masih dalam status ahliyyah alwuju^b. Dalam
sudut ini wila>yah sama dengan pengganti atau wakil dalam bertindak hukum.
2. Macam-macam Perwalian (Al-Wila^yah)
Secara teoritis istilah wilayah dibagi menjadi dua, yaitu wila>yah
asliyyah yaitu kemampuan seseorang untuk bertindak sendiri karena ia telah
cakap bertindak hukum, dan wila>yah niya^bah yaitu kewenngan seseorang untuk
bertindak hukum atas nama orang yang diampunya, dan wila>yah niyabah juga
terabgi menjadi dua bentuk, yaitu yang bersifat ikhtiya>riyyah (suka rela) dan
yang bersifat ijba>riyyah (paksaan).
Ulama mazhab Hanafiyah membedakan perwalian kepda tiga kelompok,
yaitu perwalian terhadap jiwa (al-wala>yah al-nafs) dan perwalian terhadap hart
(al-wila>yah al-mal), serta perwalian terhadap harta dan jiwa sekaligus  (al-
wila>yahala nafs wa an-mal ma’an). Perwalian dalam pernikahan tergolong dalam
perwalian yang berhubungan dengan pengawasan terhadap urusan yang
berhubungan dengan masalah-msalah kekeluargaan, seperti perkawinan,
pemeliharaan, pendidikan dan nafkah anak yang berada ditangan ayah.
Wali atau pengganti yang berbentuk ikhtiya>riyyah sifatnya bebentuk
melalui  pendelegasian wewenang dari orang yng digantikan atau orang yang
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diwakili, seperti wali anak yatim yang bukan berasal dari keluarganya, atau orang
yang diberi wasiat oleh seorang ayah untuk mnjadi wali bagi anaknya, adapun
wila>yah ijba>riyyah adalah perwalian yaang harus diterima seseorang melalui
pendelegasian syara, ataupun hakim, seperti ayah dan kakek. Dalam pengertian
lain wala>yah ijba>riyyah adalah perwalian yang berlaku kepada yang berhak yang
diwaakilkan dengan cara tanpa mempertimbangkan keridahaannya dan ini khusus
sebagai wali dari orang-orang yang tidak mempunyai kecakapan bertindak
hukum. Dalam kaitannya  wali bertindak dan berbuat demi kemaslahatan  (al-
Masla>hat) orng-orang yang bradaa dibawah ampuannya, berdasarkan
pendelegasian dari syara’. Tugas dan wewenangnya mencakup segala persoalan
yang dapat diwakilkan, seperti transaksi pemindahan hak milik dan perkara-
perkara yang menyangkut peradilan atau hak-hak
3. Wewenang Wila>yah Ijba>riyyah
Dari aspek objeknya, wewenagn wila>yah ijba>riyyah terdiri dari dua
bentuk:
a). Perwalian masalah jiwa, yaitu melakukan pengayoman terhdap pribadi orang
yang berada dibawah perwaliannya, seperti mendidik, mengobati apabila sakit,
mencarikannya kerja, dan mengawinkan mereka.
b). Perwalian dalam masalah harta, yaitu pengelolaan terhadap harta orang-orang
yang berada dibawah pengampuannya, baik memelihara, mengembangkan dan
melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta orang-orang yang
berada dibawah pengampuannya.
Dalam perwalian secara “paksa” yang diterima seseorang dari syara’
segala tindakan hukum wali yang menyangkut kemaslahatan orang yang dibawah
pengampuannya, wajib dilaksanakan apabila orang yang berada dibawah
pengampuan ini telah memiliki ahliyyah al-ada>, yang berarti adalah kecakapan
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untuk menjalankan hukum atau kepantasan seseorang manusia untuk
diperhitungkan segala tindakannya, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatannya
telah mempunyai akibat hukum.22 Dari pemahaman tersebut penulis berpendapat
bahwa kecakapan dalam menjalankan tindakan hukum harus memiliki nilai-nilai
moralitas hukum yang memberikan manfaat nilai maslahat terhadap orang-orang
yang berada dibawah pengampuannya.
Mazhab Syafi’iyah dan Hanafiyah tidak sepakat dala objek wala>yah
ijbar. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jenis wala>yah ini berlaku kepada
anak laki-laki atau anak permpuan yang masih kecil atau anak perempuan yang
gila. Adapun bagi anak laki-laki atau anak perempuan yang berakal, laki-laki atau
perempuan yang balig, baik perawan maupun janda, tidak berlaku bagi mereka
wila>yah ijbar, sedangkan menurut pendapat Syafi’iyah bahwa wala>yah ijbar
berlaku bagi perawan (bikr) anak laki-laaki yang massih kecil, perempuan atau
laki-laki dewsa gila, sedangkan janda (tsaib) tidak berlaku. Abu Hanifah dan
pengikutnya berpendapat bahwa yang berlaku atas diri seorang janda adalah
wila>yah nadb dan mustahab, yang memberikan pengertian adalah perwalian yang
terhalang oleh seorang wali sebagai solusi terhadap urusan anak-anak yang
diwalikan sesuai dengan pilihan dan keinginan mereka. Dengan seorang wali
memiliki hak penuh untuk mengawinkan mereka tanpa minta persetujuan dari
mereka, karena mereka dapat mengawinkan diri mereka sendiri tanpa harus minta
pertimbangan dan keridhaan dari walinya, adapun wila>yahyang hukumnya nadb
dan mustahab dapat berlaku bagi seorang imam atau pemimpin kepada yang
diwakilkan, jika pihak keluarga dari laki-laki menghalang-halangi pernikahan itu,
sebagaimana pihak keluarga dari perempuan menolak pernikahan itu dengan laki-
laki yang sekufu, maka dalam kondisi ini penguasa atau kodhi wajib menikahkan
22H. A. Kamil, M. Fauzan, h. 179
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perempuan tersebut. Namun terjadi perbedaan pendapat tentang perwalian
perawan dan janda yang belum balig, menurut ulama Hanafiyah bahwa perawan
balig tidak berlaku atasnya wlia>yah ijbar dan janda yang belum balig berlaku
atasnya wila>yah ijbar karena usianya yang masih kecil, sedangkan dalam
perspektif Syafi’iyah, wila>yah berlaku atas gadis karena  keperawanannya.
Adapun bagi janda yang belum balig tidak diberlakukan atasnya wila>yah ijbar
dan tidak boleh menikah sebelum mencapai masa balig, sehingga yang berlaku
atasnya adalah wala>yah al-syirkah, yang berarti bahwa hak yang dimiliki seorang
wali dalam mengawinkan anaknya, dengan tetap meminta pandangan pendapat
(anak), orang-orang yang berada dalam perwaliannya, jadi wali tidak memiliki
hak penuh untuk mengawinkan mereka, akan tetapi harus minta persetujuan dan
keridhaan mereka. Sedangkan Imam Abu Hanifah memberlakukan wila>yah ijbar
karena unsur kedewasaannya atau sejenisnya, dengan tanpa memandang apakah
berstatus perawan atau janda, oleh karena itu bagi mereka perawan yang dewasa
tidak berlaku atasnya wila>yah ijbar, sedangkan bagi janda yang belum balig dapat
berlaku atasnya wila>yah ijbar.
4. Orang yang berhak menjadi wali atas Anak Angkat.
Pada prinsipnya seseorang wali dengan wewenangnya harus berorientasi
kepada pemeliharaan dan kemaslahatan orang yang ada dibawah
pengampuannya. Namun karena persoalan pribadi dan harta merupakan persoalan
yang cukup rumit, maka hukum syara menganjurkan agar yang menjadi wali
adalah berasal dari kalangan keluarga terdekat, seperti ayah atau  pamannya,
karena kedua orang ini diperkirakan dapat memikul tanggung jawabnya secara
penuh. Dalam menetapkan siapa yang berhak menjadi wali, ulama fikih membagi
wali sesuai dengan objek perwalian, seperti perwalian dalam masalah jiwa
(pribadi orang yang berada dibawah pengampuan). Dalam perspektif Syafi’iyah
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penetapan perwalian  (khususnya wali nikah) diprioritaskan kepada kaum kerabat
yang bersangkutan, kemudian baru berpindah pada wala’ (ashabah seperti anak-
anak saudara, anak paman) dan qadhi (hakim), dari kerabat yaitu bapak, kakek,
terus keatas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah yang meliputi
tingkatan atau susunan secara sistimatis:
1. Ayah
2. Kakek
3. Saudara laki-laki kandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak saudara laki-laki kandung/seayah
6. Paman (saudara ayah) kandung
7. Paman seayah
8. Anak paman kandung/seayah.
Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka terkait dengan perwalian
anak angkat adalah tetap pada kerabat keluaga yang terdekat dan adalah sesuatu
yang tidak bisa di anulir untuk penetapan perwalian beralih pada orang yang
tidak mempunyai hubungan kerabat keluarga, meskipun pemeliharaannya
(had}a>nah) berada didalam lingkungan keluarga orang tua angkat.Lebih jauh
Mazhab Syafi’iyah menegaskan bahwa urutan orang-orang yang berhak menjadi
wali adalah sama dengan hierarkis orang-orang yang berhak menerima kewarisan.
Apabila ayah tidak ada, maka kakek pun dapat diberi tugas perwalian ini, baik
menyangkut urusan pribadi maupun urusan yang terkait dengan harta anak yang
diwakili. Dengan demikian maka yang menjadi wali sebaiknya orang yang
terdekat dengan yang diwakili, sebagaimana kerabat dekat dalam persoalan ahli
waris. Jika orang terdekat  yang laki-laki tidak ada, maka hak perwlian dalam
urusan-urusan pribadi bisa ditangani pihak ibu. Akan tetapi, perwlian dalam
masalah harta, jika ayah orang yang berstatus ahliyyah al-wuju^b ini telah
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meninggal dunia, maka wewenang perwalian hanya akan berpindah tangan
kepada orang yang diberi wasiat oleh almarhum tanpa mempersoalkan apakah
yang  ditunjuk itu laki-laki atau perempuan, wewenang perwalian berubah nama
menjadi wisa>yah (orang yang diberi wasiat untuk mengelolah harta orang yang
berada dibawah pengampuan ini). Dalam fikih konsep perwalian (khususnya wali
nikah, pada dasarnya mengikuti konsep ashabah, orang yang berhak menjadi wali
adalah mereka yang berasal dari garis keturunan laki-laki, mulai dari ayah, kakek,
saudara, paman, keponakan, dan seterusnya. Konsep perwalian dikalangan fikih
empat mazhab, kecuali Abu Hanifah tampaknya ada persamaan, mereka sepakat
bahwa hak perwalian hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Dalam menentukan
persyaratan laki-laki dalam perwalian, para ahli fikih biasanya berdasarkan
firman allah swt dalam surat QS. al-Nisa/4:34.
 ۡۚ ِ ِ ٰ َ ۡ َ ۡ ِ  ْ ا ُ َ َأ ٓ َ ِ َو ٖ ۡ َ  ٰ َ َ  ۡ ُ َ ۡ َ  ُ ٱ َ َ َ ِ  ِٓء َ ِ ّ ٱ َ َ  َن ُ ٰ َ  ُل َ ِ ّ ٱ
ُ َز ُ ُ  َن ُ َ َ  ِ ٰ ٱَو ۚ ُ ٱ َ ِ َ َ ِ  ِ ۡ َ ۡ ِ ّ  ٞ ٰ َ ِ ٰ َ  ٌ ٰ َ ِ ٰ َ  ُ ٰ َ ِ ٰ َُ ُ ِ َ
 َ ٱ ِنإ ۗ ً ِ َ ِ ۡ َ َ  ْ ا ُ ۡ َ  َ َ  ۡ ُ َ ۡ َ َ أ ِۡن َ  ۖ ُ ُ ِ ۡ ٱَو ِ ِ َ َ ۡ ٱ ِ ُ و ُ ُ ۡ ٱَو
 ٗ ِ َ ّٗ ِ َ  َن َ ا
Terjemahnya:
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan
sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada,
oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu
khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah
mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika
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mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar
Dalam defisi lain menjelaskan bahwa perwalian adalah hak syar’i yang
atas hal itu,  kekuasaan wali atas orang diberlakukan tanpa sekehendaknya,
perwalian terbagi atas dua jenis yaitu perwalian umum dan perwalian khusus,
perwalian khusus adalah perwalian atas jiwa dan harta. Maksud dari perwalian
atas jiwa adalah perwalin dalam pernikahan, dan yang menjadi syarat wali adalah
merdeka, berakal dan balig, baik apabila ia merupakan wali bagi orang muslim
maupun orang non muslim. Tidak ada perwalian bagi budak, orang gila maupun
anak kecil. Tiap-tiap mereka tidak memiliki perwalian atas diri mereka sendiri
sehingga mereka lebih layak untuk tidak memiliki perwalian atas orang lain.
Didalam  syarat-syarat tersebut  ditambahkan yaitu keislaman yang diberlakukan
apabila orang yang berada dibawah perwalian adalah orang muslim, adapun
orang non muslim tidak boleh menjadi wali bagi orang muslim.23 Allah berfirman
: QS. an-Nisaa/ 4: 141.
 ن  ۡ ُ َ ُ َ  ۡ َ َ  ْ آ ُ َ  ِ ٱ َ ِ ّ  ٞ ۡ َ  ۡ ُ َ  َن َ  ِن َ  ۡ ُ ِ  َن ُ َ َ َ  َ ِ ٱ
 َ ۡ َ َو ۡ ُ ۡ َ َ  ِۡذ ۡ َ ۡ َ  ۡ َ َ  ْ آ ُ َ  ٞ ِ َ  َ ِ ِ ٰ َ ۡ ِ َ َ ُ َ  ۚ َ ِ ِ ۡ ُ ۡ ٱ َ ِ ّ ُ ۡ
 ً ِ َ  َ ِ ِ ۡ ُ ۡ ٱ َ َ  َ ِ ِ ٰ َ ۡ ِ  ُ ٱ َ َ ۡ َ َ َو ِ َ ٰ َ ِ ۡ ٱ َمۡ َ  ۡ ُ َ ۡ َ  ُ ُ ۡ َ
Terjemahnya :
(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan
terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi
bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami
(turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat
keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut
memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?"
Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat
dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang
kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.
23Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah, h. 371
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Konsep perwalian dari garis keturunan laki-laki merupakan tradisi,
makah yang diadopsi kedalam sistem legalisme Islam, berdasarkan pernyataan
tersebut maka bisa saja konsep perwalian dari garis laki-laki tersebut merupakan
pelanggengan fikih Islam terhadapkonsep perwalian yang diadopsi dari budaya
masyarakat Arab yang patriarkis sebab dalam al-Qur’an dan hadis, konsep
perwalian seperti itu tidak pernah diungkap secara eksplisit.
Ulama fikih mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi
oleh seseorang agar dia dapat dijadikan wali (sama dengan persyaratan wali
dalam hadanah) bagi orang-orang yang tidak atau belum cukup bertindak hukum,
syarat-syarat dimaksud:
1. Balig dan berkal, serta cakap bertindak hukum.
2. Agama wali sama dengan orang yang diampunya.
3. Adil, dalam artian istiqamah dalam agamanya, berakhlak baik, dan
senantiasa memelihara kepribadiannya.
4. Wali mempunyai kemampuan untuk bertindak dan memelihara amanah,
karena perwalian itu bertujuan untuk mencapai kemaslahatan orang yang
diampunya. Apabila orang itu  lemah dalam memegang amanah maka tidak
sah menjadi wali.
5. Wali senantiasa bertindak untuk kemaslahatan orang yang diampunya, sesuai
dengan firman Allah swt, QS. Al-An’am/    :152.
 َ  ْا ُ َ ۡ َ  َ َو َ ۡ َ ۡ ٱ ْا ُ َۡوأَو ۚۥ ُه ُ َأ َ ُ ۡ َ  ٰ َ  ُ َ ۡ َأ َ ِ  ِ ِ ِ إ ِ ِ َ ۡ ٱ َل َنا َ ِ ۡ ٱَو
 ِ ٱ ِ ۡ َ ِ َو ٰ َ ۡ ُ  اَذ َن َ  ۡ َ َو ْ ا ُ ِ ۡ َ  ۡ ُ ۡ ُ  اَذ  ۖ َ َ ۡ ُو ِإ ً ۡ َ  ُ ِ ّ َ ُ  َ ِ ۡ ِ ۡ ِ
 ِ ٰ َ  ْۚ ا ُ َۡوأ َنو ُ َ َ  ۡ ُ َ َ  ِۦ ِ ُ ٰ َو ۡ ُ
Terjemahnya:
dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang
lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah
takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban
kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu
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berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah
kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu
diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.
Oleh karena itu seorang tidak boleh melakukan suatu tindakan hukum
yang hanya mengandung kemudharatan, seperti menghibahkan atau mewakafkan
harta orang yang diampunya, dan menjatuhkan talak orang yang diampunya,
karena perbuatan ini merugikan orang yang dibawah perwalian tersebut.
C. Anak Angkat dan Hak Wasiat Wajibah.
1. Pengertian dan dasar hukum wasiat wajibah
a). Pengertian.
Lembaga wasiat wajibah merupakan bagian dari kajian wasiat pada
umumnya. persoalan wasiat wajibah sangat relevan dengan kajian hukum
pengangkatan anak  (tabnni), dalam Hukum Islam, karena salah satu akibat dari
peristiwa hukum pengangkatan anak adalah timbulnya hak wasiat wajibah antara
anak angkat dengan orang tua angkatnya, begitu juga sebaliknya.
Wasiat merupakan salah satu bentuk pemilikan atas harta yang dikenal
dan diakui dalam syariat Islam, disamping bentuk-bentuk pemilikan lainnya,
Secara etimologi kata al-wasiyyah berasal dari kata wasiyya, yang berarti jani
seseorang kepada orang lain, dan juga berarti pesan atau janji seseorang kepada
orang lain untuk melakukan suatu perbuatan , baik ketika orang yang berwasiat
masih hidup maupun setelah wafat.24 Al-Qurtubi sebagaimana yang dikutip oleg
Badran Abu al-‘Ainaini mengemukakan bahwa wasiat menurut bahasa pada
mulanya merupakan istilah untuk segala sesuatu yang diperintahkan melakukan
dan melaksanakannya pada masa hidup atau setelah kematian , kemudian ‘urf
atau tradisi menghususkannya dilakukan setelah pemberi amanat meninggal
24Abdul Azizlan. Ensklopedia Hukum Islam. Jakarta: PT. Ichtiar Basr Van Hoeve, 1996,
h. 1926.
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dunia. Secara terminologis wasiat adalah,” Penyerahan harta secara suka rela dari
seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebu wafat, baik harta
itu berbentuk materi maupun  berbentuk manfaat, A. Hanafi mendefinisikan
wasiat dnga pesan seseorang untuk menyisihkan sebagian harta bendanya untuk
orang yang ditentukan dan pelaksanaanya terjadi sesudah ia meninggal dunia.25
Definisi ini mencakup seluruh wasiat, seperti pemilikan harta, pembebasan orang
dari utangnya, pembagian harta bagi ahli waris yang ditinggalkan, wasiat berupa
pemberi manfaat, dan mencakup wasiat berupa pesan untuk melaksanakan
kewajiban yang masih tersangkut pada harta yang ditinggalkan, oleh sebab itu
terdapat perbedaan antara wasiat dan pemilikan harta lainnya seperti jual beli
dan sewa menyewa, karena pemilikan dalam kedua bentuk akad yang disebutkan
terakhir bisa berlaku ketika yang bersangkutan masih hidup. Adapaun wasiat,
sekalipun akadnya dibuat ketika orang yang berwasiat masih hidup, tetapi harus
bisa direalisasikan setelah orang berwasiat wafat. Sebelum itu akad wasiat
tersebut tidak mempunyai akibat hukum apapun dari segi perpindahan hak milik
kepada orang yang diberi wasiat.
b). Dasar Hukum.
Sebenarnya praktik wasiat sudah dikenal jauh sebelum Islam dating,
akan tetapi dalam praktiknya belum memiliki aturan yang jelas. Ketika itu orang
bebas menyerahkan harta yang dia miliki kepada siapa saja yang dia kehendaki,
tanpa adanya pengawasan dan regualsi. Dalam situasi dan kondisi seperti inilah
syariat Islam datang dengan membawa seperangkat aturan hukum wasiat yang
bertujuan untuk membenahi dan meluruskan praktik wasiat yang pernah ada
sebelumnya, dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah/ 2:282.
25A. Hanafi. Pengantar dan Sejarah hukum Islam. Jakarta; Bulan Bintang, 1970., h. 37.
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ُ ۡ َ ۡ َو ۚ ُه ُ ُ ۡ َ  ّٗ َ  ٖ َ َأ َ ِ إ ٍ ۡ َ ِ ُ َ ا َ َ  اَِذإ ْآ ُ َ اَء َ ِ ٱ َ َ ۢ ُ ِ َ  ۡ ُ َ ۡ
َ ۡ ٱ ِ ۡ َ َ  يِ ٱ ِ ِ ۡ ُ ۡ َو ۡ ُ ۡ َ ۡ َ  ۚ ُ ٱ ُ َ َ َ َ  َ ُ ۡ َ  َنأ ٌ ِ َ  َۡب َ  َ َو ِل ۡ َ ۡ ِ
 ۡ َ  ُ ۡ ِ  ۡ َ ۡ َ  َ َو ۥ ُ َر َ ٱ ِ َ ۡ َوٗٔ َۡوأ ً ِ َ َ ۡ ٱ ِ ۡ َ َ  يِ ٱ َن َ  ِن َ  ۚ َۡوأ ً ِ َ
 ِن َ  ۖ ۡ ُ ِ َ ِ ّ ِ  ِ ۡ َ ِ َ  ْ او ُ ِ ۡ َ ۡ ٱَو ِل ۡ َ ۡ ِ  ۥ ُ ِ َو ۡ ِ ۡ ُ ۡ َ  َ ُ ِ ُ  َنأ ُ ِ َ ۡ َ  َ
َ ُ ٰ َ ۡ ِ إ ِ َ  َنأ ِٓءا َ َ ٱ َ ِ  َن ۡ َ ۡ َ ِ  ِن َ َ َ ۡ ٱَو ٞ ُ َ َ  ِ ۡ َ ُ َر َ ُ َ  ۡ
 َ ُ َ ۡ َ  َ َو ْۚ ا ُ ُد َ  اَِذإ ُٓءا َ َ ٱ َۡب َ  َ َو ٰۚى َ ۡ ُ ۡ ٱ َ ُ ٰ َ ۡ ِ إ َ ِ َّٔ ُه ُ ُ ۡ َ  َنأ ْ آ ُ
 َ ۡ َ َ َ َۡدأَو ِة َ ٰ َ ِ  ُمَ ۡ َأَو ِ ٱ َ ِ  ُ َ ۡ َأ ۡ ُ ِ ٰ َ  ِۚۦ ِ َ َأ َ ِ إ ا ً ِ َ  َۡوأ ا ً ِ َ ْآ ُ
 ٓ ِ إ ۗ َ ُ ُ ۡ َ َ  ٌح َ ُ  ۡ ُ ۡ َ َ  َ ۡ َ َ  ۡ ُ َ ۡ َ َ َ و ُ ِ ُ  ٗة َ ِ َ  ًة َ ٰ َ ِ  َن ُ َ َنأ
ٱَو ۗ ۡ ُ ِ  ُۢق ُ ُ  ۥ ُ ِ َ  ْا ُ َ ۡ َ  ن  ۚ ٞ ِ َ  َ َو ٞ ِ َ ر َ ُ  َ َو ۚ ۡ ُ ۡ َ َ َ  اَِذإ ْآو ُ ِ ۡ َأَو ْا ُ
 ِ ّ َ ُ َو ۖ َ ٱِ َ  ٍء ۡ َ  ِ ّ ُ ِ  ُ ٱَو ۗ ُ ٱ ُ ُ ُ
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia
menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa
yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada
hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau
lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan,
Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di
antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya
jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil;
dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar
sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi
Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak
(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika
mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu,
Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan
saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian),
Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan
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bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha
mengetahui segala sesuatu.
Ayat tersebut menjelaskan bahwa wasiat berlaku setelah seorang wafat
dan merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh ahli waris, dan secara
eksplisit dijelaskan bahwa wasiat harus lebih dahulu ditunaikan daripada utang,
akan tetapi dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah saw. melunasi
utang dahulu baru membayarkan wasiat orang yang wafat tersebut. Adapun dasar
hukum wasiat dalam sunnah Rasulullah saw diantaranya adalah:
“Sesungguhnya Allah bersedekah kepada kamu tatkala kamu akan
menghadapi kematian (untuk berwasiat) sepertiga dari harta kamu, sebagai
tambahan terhadap amaln-amalan kamu  (HR. Al-Bukhari dn Muslim)”
Anjuran wasiat dari aspek ijma adalah’ bahwa ulama sejak dahulu
sepakat tentang justifikasi wasiat dalam Islam, menurut Mustafa al-Shiba’I,
tidak dijumpai satu riwayat pun dari ulama yang mengingkari eksistensi wasiat
tersebut.
Secara logika, wasiat merupakan kebutuhan manusia dalam rangka
mendekatkan diri kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia, karena
manusia senantiasa punya kecenderungan untuk berbuat baik kepada sesame,
wasiat adalah salah satu solusi bagi manusia untuk memanifestasikan semua
keinginan berbuat baik tersebut.
2. Hukum Wasiat.
Para ulama sepakat bahwa lafaz kutiba dalam surat al-Baqarah ayat 180
pada dasarnya menyatakan wajib, namun arti tersebut tidak dipegangi karena ada
beberapa indikator yaitu:
a). Ayat-ayat tentang kewarisan yang telah memberikan hak (saham) tertentu
kepada orang tua dan anggota kerabat lainnya.
b).  Adanya hadis yang melarasng berwasiat kepada ahli waris.
c). Kenyataan sejarah bahwa Rasulullah tidak memberikan wasiat kepada kaum
kerabatnya.
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Disamping itu menurut ulama fikih, ibu bapak dan sebagian ahli waris
sudah ada bagian mereka dari harta warisan yang ditinggalkan orang yang wafat,
para ahli fikih lebih cenderung menyatakan bahwa pemahaman dalam surat
al-Baqarah ayat 180 tersebut penekanannya lebih berlaku bagi kerabat yang tidak
mendapat pembagian harta warisan.
3. Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat
Yurisprudensi tetap dilingkungan peradilan Agama telah berulang kali
diterapkan oleh praktisi hukum di Pengadilan Agama yang memberikan hak
wasiat kepada anak angkat melalui lembaga wasiat wajibah. Dalam kasus yang
terjadi di Pengadilan Agama, masalah wasiat wajibah biasanya masuk dalam
sengketa waris. Misalnya orang tua angkat, yang karena kasih sayangnya kepada
anak angkatnya lalu berwasiat dengan menyerahan dan mengatasnamkan seluruh
harta kekayannya kepada anak angkatnya. Karena orang tua kandung dan saudara
kandung merasa berhak atas harta almarhum atau almarhuma yang hanya
meninggalkan anak angkat saja, lalu mereka mengajukan gugatan waris. Dalam
kasus ini umumnya wasiat dibatalkan oleh pengadilan Agama, dan hanya
diberlakukan paling banyak 1/3 (sepertiga) saja, selebihnya dibagikan kepada ahli
waris.
Wasiat wajibah dibatasi sepertiga harta warisan dengan syarat bagian
tersebut sama denga yang seharusnya diterima oleh ashabul furud secara
kewarisan seandainya ia masih hidup. Ketentuan ini diterapkan berdasarkan
penafsirn terhadap kalimat al-khir yang terdapat dalam ayat wasiat surat al-
Baqarah ayat 180. Didala Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, istilah wasiat
wajib pada pasal 209 ayat  ayat 2, yaitu terhadap anak angkat yang tidak
menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya1/3 dari harta
warisan orang tua angkatnya.
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Berdasarkan isi ayat tersebutdapat dipahami wasiat wajibah yang
dimaksud oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah wasiat yang diwajibkan
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkt
atau sebaliknya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya dengan jumlah
maksimal 1/3 dari harta peninggalan. Dilihat dari aspek metodologis,
dapatdipahami bahwa persoalan wasiat wajibah dalam Kopmpilasi Hukum Islam
(KHI) adalah persoalan ijtihadi yang ditetapkan berdasarkan argument hukum
maslahahal-murshalah yang berorientasi untuk mempromosikan nilai-nilai
keadilan dann kemaslahatan yang tumbuh dan berkembang ditengah-terngah
masyarakat muslim Indonesia.26
D. Tinjauan Umum terhadap Hak asuh pada anak angkat
1. Pengertian hak asuh
As-San’ani menjelaskan bahwa dalam hukum Islam pemeliharaan anak
disebutkan dengan “al-had{a>nah” yang merupakan masdar dari kata “al-had}a>nad”
yang berarti mengasuh atau memelihara bayi had}a>nah al-s}abiyyah, menurut
Muhammad Mugniyah, had{a>nah merupaka perkara mengasuh anak, dalam artian
mendidik dan menjaganya. Pengertian pengasuhan anak terdiri atas dua
penegrtian:
1).  Secara etimologis berasal dari kata hid{a>n yang berarti lambung, dalam kitab
Lisa>n al-Araby, kata had{a>nah (al-had{a>nah) berarti al-janb yang berarti
disamping atau berada dibawah ketiak, atau bisa juga berarti meletakkan
sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong atau meletakkan sesuatu
dalam pangkuan. Salah satu contoh yang diungkapkan adalah hid{a>n at-tairu
biadihi yang berarti bahwa “burung mengerami telurnya”. Kalimat yang
memiliki makna yang sama  adalah had{a>nah, ahtad{nah yang artinya dia
26Andi Syamsu Alam, H. M. Fauzan. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam. h.
82,
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mengasuhnya dan adapun orang yang mengasuh disebut dengan ha>d{anah
jamak hawa>danah yang berarti pengasuh, pendidik. Berdasarkan pengertian
tersebut, maka pengasuhan dilakukan terhadap seorang anak yang masih
kecil sejak baru lahir hingga ia dewasa, mampu berdiri sendiri, istilah
had{a>nah tidak hanya mempunyai makna pemeliharaan tetapi juga yang
berarti mengasuh anak agar dapat hidup, yang mencakup semua aspek
kehidupan anak, baik secara fisik maupun psikis.
2), Secara terminoplogi, menurut ulama fikih diantaranya.
a. Abu Zahra medefinisikan  had{a>nah adalah pemeliharaan anak dalam masa
anak tesebut sangat membutuhkan pemeliharaan dari seseorng perempuan
yang berhak memeliharanya menurut hukum.
b. M. Yusuf Musa mendefinisikan had{a>anah adalah pemeliharaan dan
pendidikan anak selama anak tersebut membutuhkan pelayanan seorang
perempuan dalam masa yang ditentukan oleh hukum.
Dari kedua definisi tersebut terdapat perbedaan, pada definisi pertama
Abu Zahra menitikberatkan kepada perempuan yang berhak mengasuh anak,
sementara M. Yusuf Musa menitikberatkan pada usia pengasuhan yang
ditentukan oleh hukum, secara umum had{a>nah adalah melakukan pemeliharaan
terhadap anak-anak yang masih kecil baik laki-laki ataupun perempuan yang
sudah besar tapi belum tamyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikan
anak, menjaganya dari sesuatu yang merusak jasmani, rohani, akalnya agar
mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikul tanggung
jawab apabila sudah dewasa. Selain memberikan gambaran tentang tugas-tugas
pemeliharaan, definisi tersebut juga memberikan pemahaman bahwa laki-laki
bisa melakukan pekerjaan mengasuh, memelihara dan mendidik anak
sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan
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Pengertian hak asuk  pada prinsipnya selalu mengutamakan
kemaslahatan, dalam hal ini Maslahah Mursalah yang memiliki ruang lingkup
pemehaman bahwa, seluruh hukum yang ditetapkan oleh Allah swt, atas
hambanya dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung maslahah.
Dalam artian tidak ada hukum syara’ yang sepi dari maslahah. Seluruh suruhan
Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya
baik secara langsung atau tidak, begitu pula dengan semua larangan Allah untuk
dijauhi manusia, dan dibalik larangan itu terkandung kemaslahatan, yaitu
terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan, seperti larangan meminum
minuman keras yang akan menghindarkan seseorang dari mabuk yang dapat
merusak tubuh, jiwa (mental) dan akal.27 Dalam konteks maslahah, hukum Islam
disyariatkan oleh Allah dengan tujuan utama adalah untuk merealisasikan dan
melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatn individu maupun
masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam itu
menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia yang dapat diklasifikasikan
menjadi tiga aspek yaitu: dharuriyyat (primer), hajjiyyat (sikunder), dan
tahsiniyyat (stabilitas social).Tahsiniyyat dalam aspek hukum Islm adalah aspek
yang paling asasi dalam kehidupan manusia, karena terganggunya aspek ini maka
kehidupan akan kacau, bahklan pola kehidupan berbudaya pun bisa menjadi
musnah jika tanpa stabilitas sosial, oleh karena itu Islam memberikan perhatian
lebih besar terhadap aspek tahsiniyyat, karena didalamnya memuat hak dan
kewajiban asasi manusia untuk memelihara lima komponen kehidupan, yaitu
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.28 Terkait dengan beberapa
aspek tersebut maka hak asuh atau pemeliharaan adalah merupakan bagian dari
27Ushul Fiq. Amir Syarifuddin, Jakarta Kencana 2009. h. 344
28Said Agil Husin Al-Munawar. Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, Jakarta Penamadani,
2004. h. 20
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hal yang terpenting dalam upaya untuk melakukan perlindungan terhadap anak,
persoalan kemudian yang berhak untuk melakukan pemeliharaan dalam bentuk
pengasuhan tergantung keputusan yang disepakati tanpa berdampak timbulnya
kesalahpahaman.
Rahma Amir, Zahabi merumuskan pengertian hak asuh anak adalah
melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh
orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu yang ia tidak sanggup
melakukannya sendiri.29 Al-Sy’ra>wi menjelaskan tentang pendidikan dan
pemeliharanan anak, sebagaimana Allah mendiskripsikan beban berat yang
diemban oleh perempuan dalam QS. al-Alqaf/ 46:15.
 َ َوَو ٗ ۡ ُ  ۥ ُ ُأ ُ ۡ َ َ َ  ۖ ً ٰ َ ۡ ِإ ِ ۡ َ ِ ٰ َ ِ  َ ٰ َ ِ ۡ ٱ َ ۡ َوَو ۥ ُ ُ ٰ َ ِ َو ۥ ُ ُ ۡ َ َو ۖ ٗ ۡ ُ  ُ ۡ َ
 َ ۡ ِ  َ ُ ۡ َأ َۡنأ ٓ ِ ۡ ِزَۡوأ ِّبَر َل َ  ٗ َ َ  َ ِ َ َۡرأ َ َ َ َو ۥُه ُ َأ َ َ َ  اَِذإ َ  ۚ ً ۡ َ  َن ُ ٰ َ َ َ َ
 ُ ٰ َ ۡ َ ٗ ِ ٰ َ  َ َ ۡ َأ َۡنأَو ي َ ِ ٰ َ  ٰ َ َ َو َ َ  َ ۡ َ ۡ َ  ٓ ِ ٱ ُ ۡ ُ  ِّ ِ إ ٓ ِ ِّرُذ ِ  ِ  ۡ ِ ۡ َأَو
 َ ِ ِ ۡ ُ ۡ ٱ َ ِ  ِّ  َ ۡ َ ِ إ
Terjemahnya:
Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua
orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan
melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai
menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah
dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya
Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah
Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku
dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan
kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku.
Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku
Termasuk orang-orang yang berserah diri".
Dari ayat tersebut pada intinya Allah telah memerintahkan kepada orang tua
untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak dengan cara yang benar serta
29Rahma Amir. Disertasi Hak Asuh Anak Pasca Perceraian, 2013, h. 20
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menumpahkan perhatian perhatian dengan kasih sayang kepada anak, untuk
menjadikan anak dewasa dengan baik, kuat dan mandiri. Secara umum
penegrtian hak asuh anak telah banyak dipahami oleh kalangan umum,
sebagaimana yang disepakati para ulama bahwasanya hukum mengasuh, merawat
dan mendidik anak adalah wajib, akan tetapi yang dimaksudkan dalam tesis ini
adalah hak asuh terhadap anak angkat pasca pengangkatan anak di Pengadilan
Agama kelas IA Makassar.
Dalam hal pengasuhan anak angkat adalah tidak terlepas dari
pemeliharaan dalam bentuk perlindungan yang tidak tebatas hanya persoalan
kebutuhan materil, melainkan juga aspek perlindungan Agama, jiwa, akal dan
keturunan demi kemaslahatan  anak angkat yang berada dalam lindungan orang
tua angkat, tanpa mencederai hubungan nasap dengan orang tua kandungnnya
sebagai hubungan biologisnya.
2. Hak asuh (Had{a>nah) terhadap anak angkat perspektif hukum Islam dan
Perundang-undangan.
Pada esensialnya  hak asuh (had{a>nah) adalah merupakan hak dasar yang
harus diberikan pada setiap anak untuk mendpatkan perlindungan yang lebih
baik. Anak angkat sebagai bagian dari anak pada umumnya juga mempunyai hak
yang sama untuk mendapatkan pemeliharaan (had{a>nah) dalam bentuk
perlindungan dari orang tua angkatnya, sebagaiman yang di gariskan oleh
pemerintah dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang penyebar
luasan kompilasi hukum Islam. Pada pasal 171 huruf ‘h’ secara definitif
disebutkan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk
hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung
jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan
pengadilan”. Pengertian anak angkat dalam kompilasi hukum Islam tersebut jika
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diperbandingkan dengan definisi anak angkat dalam undang-undang nomor 23
tahun 2002 tentang perlindungan anak, memiliki kesamaan substansi pada pasal
1 ayat 9 dinyatakan bahwa “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari
lingkungan kekuasaan keluarga orangtua wali yang sah, atau orang yang
bertanggung jawab atas perawatan,  pendidikan dan membesarkan anak tersebut
kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau
penetapan pengadilian”.Hal penting yang perlu digaris bawahi adalah
pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan
pengadilan sebagai lembaga yang memberikan putusan tentang status
pemeliharaannya  tanpa mengorbankan hubungan nasab dengan orangtua
kandungnya, jika memerhatikan bahwa hukum berfungsi sebagai penjaga
ketertiban dan sebagai fungsi sosial, pengangkatan anak harus dilakukan melalui
penetapan putusan pengadilan, hal tersebut merupakan kemajuan kearah
penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah
masyarakat, agar pengangkatan anak untuk dikemudian hari memiliki kepastian
hukum baik bagi anak angkat maupun orangtua angkat, praktik pengangkatan
anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik
dilingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama
bagi mereka yang beragama Islam.  Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa
praktek pengangkatan anak telah dikenal luas oleh kalangan masyarakat, oleh
karena itu negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap
ketertiban jalannya praktik pengangkatan anak, baik dari segi administrasi
maupun kepastian hukumnya, diterbitkanlah beberapa kebijakan melalui
peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang mengatur dan menangani
masalah pengangkatan anak, antara lain adalah surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak, surat Edaran Mahkamah
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Agung RI. Nomor 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan surat edaran Nomor 2
Tahun 1979, surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989
tentang pengangkatan anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun
2005 tentang pengangkatan anak, dan beberapa pasal dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.30
Adanya perkara-pertkara yang diterima di pengadilan umum, peradilan
agama maupun peradilan lainnya, hal itu memberi kewenangan nyata pada pihak
peradilan dalam memberi putusan atas setiap perkara, putusan-putusan yang
merupakan yurisprudensi nantinya, sangat bergantung pada beberapa perundang-
undangan yang berisikan pasal-pasal sebagai rujukan lahirnya putusan-putusan.
Perundang-undangan sebagai tujuan yuridis yang dimaksud, kaitannya dengan
permasalahan hak asuh anak sudah banyak, karena masalah anak yang dipandang
sebagai suatu permasalahan yang sederhana, namun untuk perlindungan lebih
lanjut terkait masa depan untuk secara nasional maupun internasional, maka
masalah anak dipandang sangat penting saat ini, dan perundang-undangan yang
terkait dengan hal tersebut adalah :
1. UUD Negara R.I. 1945
2. UU R.I Nomor 1 Tahun 19 tentang perkawinan
3. UU R. Nomor 4 Tahun1979 tentang kesejahteraan Anak
4. Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam(KHI)
5. UU R. Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
6. UU R.I No 20 Tahun 1999 tentang pengesahan  ILO Convention No. 138
7. UU. R.I. Nomor 39 Tahun 199 tentang Hak Asasi Manusia
8. UU. R.I. Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan ILO Conventio No.
138
30Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, h. 6.
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9. UU. R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
10. UU. R.I. Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.
11. UU. R.I. Nomor 3 Tahun 2006 perubahan UU R.I No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama.
Secara empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai
kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur yang mendiskripsikan
bahwa”Ilmu secara kasuistik hanya mempelajari seperangkat peraturan
(kumpulan undang-undang) namun disisi lain ilmu hukum dikenal memiliki
pendekatan, menurut Ahmad Ali Pendekatan ilmu hukum dapat dilihat dari
beberapa jenis pendekatan. “Kajian normatif” memandang hukum dalam
wujudnya sebagai kaidah, kajian filosofis, merupakan kajian yang memandang
hukum sebagai seperangkat nilai ideal, yang seyogyanya senantiasa menjadi
rujukan dalam setiap pembentukan pengaturan dan pelaksanaan kaidah hukm.
Kajian empiris adalah  kajian yang memandang hukum sebgai kenyataan,
mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain “Ahmad Ali.
Menjelajahi kajian  Empiris Terhadap Hukum (Jakarta:Yarsif. 1998).31
Pengertian tersebut dimaksudkan adalah hukum Islam dalam bentuk
perdata khusus yaitu, al ahwa>l al-syahs}iyah yang berkaitan kewenangan
peradilan agama. Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh
ahmad Sukardja, bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan
berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang
diakui dan berlaku serta mengikat bagi semua pemeluk Islam, yang tidak lagi
didominasi oleh fikih, tetapi dapat teropsesi dari pokok prodak hukum lainnya
yaitu; fatwa-fatwa para ulama, keputusan-keputusan pengadilan Agama
31Rahma Amir, h. 23
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(yurisprudensi) dan peraturan perundang-undangan.32 Dalam pelaksanaan ketiga
sumber hukum Islam tersebut sering terjadfi kontroversi anatar fikih dengan
perundang-undangan yang berlaku, anatar fikih dan putusan Pengadilan Agama
ataupun anatara putusan pengadilan agama dengan peraturan perundang-
undangan. Kesadaran bahwa anak adalah asset masa depan untuk mengharuskan
semua pihak memberikan perhatian penuh kepada anak agar mereka dapat
tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang berkualitas prima. Keluarga,
masyarakat dan Negara bahu membahu untuk memenuhi hak-hak anak, agar
setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab, maka anak perlu mendapat
kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal,
baik fisik, psikis maupun sosial, dan berahlak mulia, perlu dilakukan supaya
jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa
diskriminasi. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak tersebut
diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang
dapat menjamin perlaksanaanya, maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik  Indonesia (DPR RI) ditetapkan Undang-undang RI, Nmor 23
Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
E. Pengangkatan anak angkat dalam aspek hukum adat
1. Pengertian  anak angkat dalam hukum adat
Anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat
kekeluargaan (keturunan). Apabila seorang anak telah dikukut, diangkat sebagai
anak angkat maka dia akan didudukan dan diterima dalam suatu posisi yang
dipersamakan baik biologin maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada
anak tersebut. Ter Haar, sebagaimana dikutip Moderis memberikan pemahaman
bahwa.
32Ahmad Sukarja. Hukum Keluarga dan Peradilan Keluarga di Indonesia. (Jakarta:
Mahakamah Agung. 2001), h. 121.
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“Dengan jalan suatu perbuatan hukum, dapatlah orang memengaruhi
pergaulan-pergaulan yang berlaku sebagai ikatan biologis, dan tertentu
dalam dalam kedudukan sosialnya. Sebagai contoh dapat disebutkan kawin
ambil anak, atau kedudukan yang dimaksud membawa dua kemungkinan ,
yaitu; a, sebagai anak, sebagai anggota keluarga melanjutkan keturunan,
serbagai ahli waris (yuridis); b, sebagai anggota masyarakat (sosial) dan
menurut tata cara adat, perbuatan pengangkatan anak itu pasti dilakukan
dengan tenang dan tunai.”
Pendapat  Ter Haar tersebut secara jelas menyatakan bahwa seorang anak
yang telah diangkat sebagai anak angkat telah melahirkan hak-hak yuridis dan
sosial, baik dalam aspek hukum kewarisan, kewajiban nafkah dan perlindungan
anak, perkawinan dan sosial kemasyarakatan. Dalam hukum waris adat, anak
angkat dapat menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris layaknya anak
kandung baik materil maupum imateril. Benda-benda materil misalnya aset-aset
berupa rumah, sawah, kebun, binatang ternak, sedangkan immaterial, misalnya
gelar adat, kedudukan adat, dan martabat keturunan.33
Prinsip hukum adat dalam suatu perbutan hukum adat adalah terang dan
tuani. Terang yang dimaksudkan adalah suatu prinsip legalitas, yang berarti
perbuatan hukum itu dilakukan dihadapan dan diumumkan didepan orang
banyak, dengan resmi secara formal dan telah dianggap semua orng telah
mengetahuinya. Sedangkan kata tunai berarti perbuatan hukum itu akan selesai
seketika pada saat itu juga tidak mungkin ditarik kembali. Bushar Muhammad
dalam kutipannya Ter Haar menyatakan bahwa:
“Pertama-tama harus dikemukakan mengambil anak dari luar lingkungan
kedalam lingkungan suatu klan atau kerabat terentu, anak itu dilepaskan dari
lingkungan yang lama dengan serentak diberi imbalannya, penggantinya
berupa benda magis. Setelah penggantian dan penukaran itu berlangsung,
anak yang diangkat itu masuk kedalam lingkunan kerabat yang mengmbilnya
sebagai anak, inilah mengambil anak sebagai suatu perbuatan tunai”.34
H. Ahmad Kami dan H. M. Fauzan, Surojo Wingjodipuro menyebutkan
bahwa adopsi anak dalam hukum adat harus terang, artinya wajib dilakukan
33H. Ahmad Kamil, H.M. Fauzan. Jakarta Rajawali, 2010, h. 32.
34Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat, Jakarta Pradya Paramita, 1981, h. 29.
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dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat. Kedudukan hukum anak
yang diangkatdemikian ini adalah, sama dengan anak kandung daripada suami
istri yang yang mengangkatnya, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang
tua sendiri secara adat menjadi putus.
2. Akibat hukum  pengangkata anak dalam hukum adat.
Aspek akibat hukum dari pengangkatan anak menurut hukum adat,
memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yangh dikenal dalam hukum
barat, yaitu masuk nya anak angkat kedalam keluarga orang tua yang
mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan leluarga atau orang
tua kndung anak angkat. Perbedaanya dalam hukum adat  disyaratkannya suatu
imbalan sebagai pengganti kepada orang tua kandung anak angkat, biasanya
berupa benda-benda yang dikeramatkan atau dipandang memiliki kekuatan
magis. Dari segi motifasi pengangkatan anak, berbeda dengan motifasi
pengangkatan anak yang terdapat dalam Hukum Islam yang termuat dalam
Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi
hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2002
tentang perlindungan anak, yang menekankan bahwa perbuatan hukum
pengangkatan anak harus didorong oleh motifasi semata-mata untuk kepentingan
yang terbaik untuk anak yang diangkat. Dalam hukum adat lebih ditekankan
pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang
tua angkat (keluarga yang tidak mempunyai anak) mengambil anak dari
lingkungan kekuasaan kerabatnya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak
yang diangkat itu kemudian menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan
bapak yang mengangkatnya dan ia terlepas dari golongan sanak keluarganya
semula. Pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan upacara-upacara dengan
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bantuan pemuka-pemuka rakyat atau penghulu-penghulu yang dilakukan secara
terang karena dihadiri dan disaksikan oleh hadirin undangan dan khalyak ramai.
3. Kedudukan anak angkat dalam hukum adat.
Beberapa putusan Pengadilan Negeri, misalnya Putusan Pengadilan
Negeri Pangkalan Bun Kalimantan Tengah dalam salah satu poin pertimbangan
hukumya menyatakan ; bahwa pengangkatan anak secara adat belum memiliki
kekuatan hukum  sepanjang belum disahkan oleh pengadilan. Itulah sebanya
beberapa kasus perdata yang sifatnya sengketa gugata waris, biasanya ada
peritum permohonan pengesahan pengangkatan  anak yang telah berlangsung
lama dan dilakukan berdasarkan hukum adat setempat, guna untuk mendapatkan
warisan  dari harta peninggalan orang tua angkatnya.35
R. Soepomo dalam  H.Ahmad Kamil, H. M. Fauzan, menjelaskan perihal
kedudukan dan akibat hukum pengangkatn anak yang dilakukan secara hukum
adat, terutama yang terjadi dibeberapa daerah di pulau jawa dan sunda, bhwa;
“Kedudukan anak angkat adalah berbeda darpada kedudukan anak angkat
yang dilakukan didaerah-daerah, dimana sistem keluarga berdasarkan
keturunan dari pihak laki-laki, seperti di Bali, perbuatan pengangkatan anak
adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak angkat dari pertalian
keluarganya dengan orang tuanya sendiri dengan memasukan anak angkat
tersebut kedalam lingkungan pihk bapak angkat, sehingga anak itu
berkedudukan sebagai anak kandung, untuk meneruskan keturunan bapak
angkatnya.
Status anak angkat dalam hukum adat masyarakat Bali seperti tersebut,
hampir sama dengn pengertian anak angkat dalam hukum barat yang juga
memutuskan, dan memasukan anak angkat kedalam keluarga orang tua
angkatnya sebagai anak kandung yang diberikan hak-hak yang sama dengan
status ank sah atau anak kandung. Berbeda dengan kedudukan dan status anak
angkat dalam sistem hukum adat jawa, di jawa pengangkatan anak tidak
35H. Ahmad Kamil, H.M. Fauzan. Pengangkatan Anak Perspektif Islam di Indonesia., , h.
44.
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memutuskan hubungan pertalian darah dengan orang tua kandung anak angkat,
hanya anak angkat didudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan
keturunan bapak angkatnya, dan sama sekali tidak memutuskan hak-haknya
dengan orang tua kandungna, sehingga hukum adat jawa memberikan pepatah
bagi anak angkat dalam hal waris dikemudian hari dengan istilah “anak angkat
memperoleh warisan dari dua sumber air sumur” maksudnya anak angkat tetap





1. Jenis dan Lokasi Penelitian.
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dekskriptif kualitatif,
pengertian secara teoritis tentang dekskriptif kualitatif adalah penelitian yang
sifatnya terbatas pada suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga
hanya merupakan penyikapan fakta, dalam arti hanya memberikan gambaran
realitas di lapangan secara sistematis.
b. Lokasi Penelitian.
Lokasi penelitian in dilakukan padaPengadilan Agama Kelas IA
Makassar, adapun yang menjadi alasan mengambil lokasi ini, karena ingin
mengetahui sejauh mana proses pelaksanaan anak yang dilaksanakan oleh
pengadilan Agama kelasa IA Maskassar tentang pengangkatan anak secara
subtansial dalam perspektif hukum Isdlam.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan pada jenis pelitian ini adalah pendekatan
Syar’i, (Maqashid Syariah) yang berupaya untuk mengembangkan supesifik
pemahaman tentang  pelaksanaan proses pngangkatan anak di lingkup
pengandilan Agama Kota Makassar.
3. SumberData
Jenis data yang dipakai untuk menganalisis masalah terdiri atas data
primer dan data sekunder, data primer adalah sumber data yang langsung
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memberikan data kepada pengumpul data.1Dalam penelitian kualitatif, posisi
informan sangat penting, bukan sekedar memberi respon melainkan juga sebagai
pemilik informasi, sebagai sumber informasi (key informan).2 Harun Rasyid
mengatakan bahwa data diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh
dari yang didengar, diamati, dirasa, dan tempat yang diteliti.3
Dalam penelitian akan mempergunakaan data primer yang diambil dari
sumber-sumber utama yaitu hakim Pengadilan Agama dan pegawai yang
memiliki kualifikasi dilingkup pengadilan Agama, yang menjadi responden. Data
sekunder diambil dari sumber-sumber lain, yaitu masyarakat yang melakukan
pengangkatan anak dan tulisan-tulisan yang ada relevansinya dengan penelitian
ini.
4. Metode Pengumpulan Data.
Metode pengumpulan data yang digunakan  dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Observasi.
Yakni metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan
terhadap obyek penelitian, observasi dapat dilakukan baik secara langsung
maupun tidak langsung.4
Observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung
dengan tidak menggunakan alat untuk mendeteksi terhadap gejala-gejala subyek
1Sugiyono, Memahami Pnelitian Kualitatif dilengkapi dengan contoh Proposal dan
laporan penelitian (Bandung Alfabeta 2005), h, 62.
2Imam Suprayogo dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial Agama ( Bandung: Remaja
Rosdakarya,2001), h. 134
3Harun Rasyid, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial  Agama  ( Pontianak:
STAIN Pontianak, 2000 ), h.36.
4Yatim Riyanto, Metode penelitian Pendidikan  ( Surabaya Penerbit SIC, 2001). h.96
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yang akan diteliti, sedangkan observasi  tidak langsung adalah mengadakan
pengamatan terhadap gejala-gejala  subyek yang diteliti, untuk kemudian
dijadikan bahan analisa dalam menentukan hasil yang maksimal.
Dengan metode observasi ini akan diketahui kondisi secara ril yang
sedang terjadi di lapangan yang kemudian dapat diharapkan mampu menangkap
gejala terhadap suatu kenyataan (fenomena) sebanyak mungkin mengenai apa
yang di teliti.5Metode observasi dapat membantu terlaksananya kegiatan
penelitian dengan baik, metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang
proses pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama kelas IA  Makassar.
b. Wawancara.
Berkaitan dengan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan
informasi/data dari subyek penelitian mengenai suatu masalah khusus dengan
tehnik bertanya bebas tetapi didasarkan suatu pedoman yang tujuannya adalah
untuk memperoleh informasi khusus yang mendalam.
c. Dokumentasi.
Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi yaitu mencari data
mengenai hal yang berupa catatan , transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda
dan sebagainya.6
Penelitian menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data secara
tertulis yang bersifat dokumenter, yang diperoleh dari kajian literatur,
dokumentasi dan surat keputusan, jurnal, majalah dan surat kabar.
5. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data.
5Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat ( Edisi RI. Jakarta: Grafindo
Pustaka Utama, 1997),h.109
6Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian  Suatu Pendekatan Praktik (Cet. X: Jakarta;
Rineka Cipta, 1999),h. 206.
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Pada eksistensinya analisis data adalah proses mengatur urutan data dan
mengorganisasikan kedalam suatu pola,  sehingga dapat ditemukan rumusan
kerja seperti yang disarankan oleh data.
Untuk melaksanakan analisis data kualitatif, maka perlu ditekankan
beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Reduksi Data.
Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengatakan bahwa reduksi data
dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data  kasar yang muncul dari
catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih
hal-hal pokok, menfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.7
Adapun tahapan-tahapan dalam reduksi data meliputi: membuat ringkasan,
menelusuri tema dan menyusun laporan secara lengkap dan terinci.
b. Penyajian Data.
Miles dan Huberman dalam Suprayogo dan Tobroni mengatakan bahwa
yang dimaksud penyajian data adalah penyajian sekumpulan informan yang
tersusun dan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan.8 Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi
berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa petugas pengadilan Agama.
c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi.
Miles dan Huberman dalam Rasyid mengungkapkan bahwa verifikasi
data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang
7Sugiyono.Memahami Penelitian Kualitatif dengan contoh Proposal dan
laporanPenelitian (Bandung Alfabeta 2005), h.92
8Imam Suprayogo dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial Agama (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2001), h. 194
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ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang
dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat
peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan
kesimpulan yang kredibel.9
6. Pengujian Keabsahan Temuan.
Pada proses ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran mengenai
kebenaran data yang ditemukan di lapangan, cara dalam proses ini adalah dengan
triangulasi, cara ini merupakan pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan
sesuatu yang lahir diluar data, dalam penelitian ini ada beberapa hal yang
digunakan yaitu triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode.10
Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara pengecekan data
(cek ulang dan cek silang), mengecek adalah melakukan wawancara ulang kepada
dua atau lebih sumber informasi dengan pertanyaan yang sama, sedangkan cek
ulang berarti melakukan proses wawancara berulang-ulang dengan mengajukan
pertanyaan mengenai hal yang sama dalam waktu yang berlainan. Cek silang
berarti menggali keteranga tentang keadaan informasi lainnya. Adapun
triangulasi dapat dilakukan dengan dua cara :
1) Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil berikutnya.
2) Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
Membandingkan hasil wawancara pertama dengan wawancara
berikutnya adalah penekanan dari hasil perbandingan, untuk mengetahui alasan-
9Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif dengan contoh Proposal dan
laporanPenelitian, h.99
10Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rondakarya,
2009),h.165.
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alasan terjadinya perbedaan data yang diperoleh selama proses pengumpulan
data.
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Kondisi Obyektif Pengadilan Agama Kelas IA Makassar
1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas IA Makassar
Pengadilan Agama pada awalnya mengakomodir kepentingan masyarakat
Indonesia namun menurut Hazairin terjadinya perkembangan hukum Islam itu nanti
setelah kurang lebih 700 tahun lamanya Agama Islam di Indonesia.1 Berbagai
gejolak politik dan campur tangan penjajahan Belanda terhadap perkembangan
Islam di Indonesia yang dikenal denga teori receptie yaitu memberlakukan hukum
adat dengan motif menyingkirkan hukum Islam. Teori ini dibawa oleh Chirstian
Snouck Hurgronye dan Van Vollenhouven, yang oleh Hazairin dan Ichtijanto
menyatakan bahwa teori ini adalah teori iblis,  Ichtijnto menyebut bahwa Undang-
undang Peradilan Agama masih mengandung teori iblis dalam 10 Tahun Undang-
undang Peradilan Agama (Cet. I: Jakarta Panitia Seminar 10 Tahun Undang-undang
Peradilan Agama kerja samaDitbinbapera Islam, Fakultas Hukum UI dan Pusat
Pengkajian Islam dan Masyarakat, 1999).2
Oleh karena itu , Staatsblad 1882 No. 152 yang dikeluarkan oleh
pemerintah Belanda sebenarnya hanya melegitimasi saja lembaga Pengadilan
Agama yang telah ada sebelumnya yang sekaligus memiliki indikasi bahwa tidak
mungkin Pengadilan Agama hanya akan dibiarkan berjalan tanpa ada aturan yang
1Menjelaskan bahwa pada zaman Jahiliyyah, bangsa Arab telah memiliki peradilan yang
dikenal dengan adanya Sulthah Tasyriyyah (badan legislatif) yang menyusun Undang-Undang atau
aturan-aturan. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Yogyakarta. PT. Al-
Ma’arif, 1964), h. 8




jelas. Meskipun perkembangan selanjutnya pihak Pemerintah Belanda membatasi
kewenangannya yaitu dengan mengeluarkan masalah waris dari kewenangan
Pengadilan Agama di Jawa dan Madura melalui Staatsblad 1937 No. 116 dan
melengkapinya dengan peradilan tingkat banding yaitu dibentuknya Mahkamah
Islm Tinggi dengan Staasblad 1937 No. 610.
Setelah Indonesia merdeka maka berdasarkan Undang-Undang Darurat
Nomor 1 Tahun 1951 untuk memenuhi kebutuhan hukum dari umat Islam di daerah-
daerah lainnya, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957
tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah diluar Jawa dan
Madura.
Aturan organiknya yang mendasari eksistensi Pengadilan Agama di
Indonesia tanpa memiliki perbedaan yaitu produk pemerintah colonial dengan
Staasblad 1882 Nomor 152 jo Staasblad 1937 Nomor 116 dan 610 untuk Jawa dan
Madura dan Staasblad 1937 Nomor 45 Tahun 1957 sebagian Kalimantan Selatan.
Sedang untuk daerah lainnya diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun
1957 sebagai pelaksaan  dari Undang-Undang darurat Nomor 1 Tahun 1951.
Konsekwensi dari perbedaan tersebut, maka Peradilan Agama di Indonesia berjalan
tidak seragam, baik nama institusinya maupun kewenangan mengadili, disamping
Pengadilan Agama adalah Pengadilan semu karena tidak dapat melaksanakan
putusannya sendiri.3
Dalam perkembangan selanjutnya Pengadilan Agama Makassar dalam
melaksanakan tugas sesuai aturan dan eksistensinya secara umum diakui,
sebagaimana tersebut dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun
3Lihat Departemen  Agama. Pengadilan  Tinggi  Agama  dan  Pengadilan  Agama  dalam
Wilayah Hukumnya (Jakarta:Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1984/1985), h. 40
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1970 tentang ketentuan-ketentuan pokopk kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
Pengadilan dalam lingkungan; a. Pengadilan Umum: b. Pengadilan Agama:    c.
Pengadilan Militer; di Pengadilan Tata Usaha Negara.Meskipun secara tegas
eksistensi Pengadilan Agama di akui oleh Undang-Indang tersebut, namun pada
pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa setiap
putusan pengadilan Agama dilakukan oleh Pengadilan Umum.4 Maka otoritas
Pengadilan Agama dalam menjalankan putusannya belum diakui. Sehingga dengan
demikian  masih tetap berjalan dalam keadaan tidak seragam.
Perjuangan Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama bersama
Mahkamah Agung berusaha untuk menyamakan lingkungan peradilan Agama
dengan Peradilan lainnya, yang dilandasi dengan surat keputusan berdsama yang
ditandatangani pada tanggal 7 Januari 1983, disamping Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 1977 yang mulai berlaku tangal 1 Januari 1978 tentang
diberlakukannya kasasi untuk perkara dari Pengadilan Agama.5 Maka disusunklah
rancangan Undang-undang peradilan Agama. Pembahasan rancangan tersebut
banyak menghadapi kendala, khusus saat pembahasan dilingkungan legislatif, pro
dan kontra partai politik saling berdebat, meskipun tampak kepentingan-
kepentingan partai, bahkan dapat dikatakan partai politik tetentu sangat tidak
setuju terhadap rancangan tersebut, tetapi berkat usaha Pemerintah, dalam hal ini
Departemen Agam dan motifasi  dari umat Islam, maka lahirlah Undang-undang
Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yang disahkan di Jakarta pada tanggal 29
4Lihat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 63 ayat (2)
5Departemen Agama RI. Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang
Peradilan Agama pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI tanggal 28 Januari 1989
(Jakarta Dharma Bhakti, 1989), h. 49
91
Desemebr  1989 lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49 dan secara tegas pada bab
VII tentang ketentuan penutup pasal 107 menyebutkan bahwa:
1. Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka:
a. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staablad
Tahun 1882 Nomor 152 dan Staablad Tahun 1937 Nomor 116 dan
Nomor 610)
b. Peraturan enang kerapatan Qadi dan kerapatan Qadi besar untuk
sebagian Residensi Kalimantan selatan dan timur (Staablad Tahun 1937
Nomor 638 dan Nomor 639);
c. Perraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan
Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah diluar Jawa dan Madura
(lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99)
d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perka winan (lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 1 tambahan lembaran Negara Nomor 3091)
dinyatakan tidak berlaku .
2. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 236  a Reglemen
Indonesia yang diperbaharui (RIB), Staablad Tahun 1941 Nomor 44
mengenai permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar
sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan
berdasarkan hukum Islam, diselesaikan  oleh Pengadilan Agama.6
Kehadiran Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam rangka pembaruan.
Pengadilan Agama sebagai pelaksan kekuasaan kehakiman. Pembaruan dimaksud
adalah penegasan eksistensi, penyempurnaan dan unifikasi kekuasaan dan hukum
acara Peradilan Agama. Pembaruan ini membawa Peradilan Agama pada kedudukan
yang semestinya, ia mampu menyelenggarakan tugas dengan baik dan mandiri.
6Hj. Andi Rasdiyanah dalam makalah berjudul: Problematika dan Kendala yang dihadapi
Hukum Islam dalam upaya Transformasi ke dalam Hukum Nasional (Ujung Pandang 1996), h. 10,
menjelaskan bahwa lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah
mempertegas keberadaan lembaga Peradilan Agama dalam sistem Peradilan Nasional. Lihat pula M.
Yahya Haraap dalam bukunya Kedudukan Kewenangan dan acara Peradilan Agama dalam Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1999 (cet, !; Jakarta: Pustaka Kartini, 1998),, h. 25.
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Aspek kegiatan hakim yang sebelumnya hakim Pengadilan Agama berada
pada wadah Ikatan Hakim Agama (IKAHA), kemudian menjadi satu dan bergabung
dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Dengan lahirnya Undang-undang Nomor
35 Tahun 1999 tentang Undang-undang satu atap yang disingkat UUSA. Maka
semua lingkungan Peradilan serta semua sarana dan prasarana berada dibawah
naungan Mahakamh Agung RI, lepas dari departemen masing-masing dan untuk
Pengadilan Agama mulai terhitung 30 Juni2004 telah masuk dan bergabung pada
Mahakam Agung sekaligus telah lepas dari Departemen Agama. Undang-undang
tersebut diatur lebih lanjut oleh keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang
pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan
Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahakamah Agung.
Terakhir adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan
atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan
lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ini, maka membawa perkembangan
baru bagi Peradilan Agama, baik mengenai eksistensinya maupun mengenai
kewenangannya. Mengenai eksistensi, kalau sebelumnya menurut Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama dibawa pembinaan dua lembaga yaitu
pembinaa teknis oleh Mahakamah Agung, sedangkan organisasi dan keuangan oleh
Menteri Agama. Sekarang karena berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 teknis Peradilan, organisasi, administrasi dan financial Pengadila
Agama dilakukan oleh Mahakamah Agung. Adapun menyangkut kewenangan
terjadi penambahan seperti perkara zakat, infaq, sadakah, dan ekonomi Syari;ah.
2. Yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar
Setelah keluarnya PP Nomor 45 tahun 1957, maka pada tahun 1960
terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang pada saat itu disebut Pengadila
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Agama/Mahkamah Syari’ah. Adapun wilayah yurisdiksi, volume perkara, keadaan
personil sebagai berikut.
a. Wilayah Yurisdiksi
Yurisdiksi adalah istilah hukum yang digunakan pada lingkungan
Pengadilan sehubungan dengan kewenangan masing-masing pengadilan. Kata ini
berasal dari bahasa belanda “Jurisdictie”.7yang berarti kekuasaan atau kewenangan
untuk mengadili.
Dalam hukum acara perdata dikenal dua bentuk yurisdiksi atau sering
disebut dengan kompetensi, yaitu kompotensi absolud dan kompotensi relatif.
Kompotensi dimaksudkan adalah kewenangan mengadili berdasarkan materi yang
telah dibatasi atau diatur oleh Undang-undang, sedangkan kompotensi relative
adalah kewenangan mengadili antara pengadilasn Agama berdasarkan wilayah
hukum atau juga disebut dengan kompotensi nisbi.8
Kompotensi relatif diatur secara umum dalam pasal 118 HIR (Het
Herzience Indonesie Reglement) R.Bg (Rechtsreglement Voor de Buitengewesten).9
Dan secara khusus diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.10
Pada Bab III pasal 49 sampai dengan pasal 53 Undang-undang No. 3 Tahun
2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
peradilan Agama, menentukan kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi
beban tugas peradilan Agama. Dalam pasal 49 ditentukan bahwa pengadilan Agama
7J.C.T. Simorangkir, Kamus Hukum (Cet. II; Jakrta; Aksara Baru, 1980), h. 83.
8H. A. Mukti Arto, Praktek PerkaraPerdata Pada Pengadilan Agama(cet. I; Yogyakarta;
Pustaka Pelajar, 1996), h. 44
9Het Herzience Indonesie Reglement (HIR) atau Rechtsreglement Voor de
Buitengewesten(R. Bg) adalah salah satu hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, hukum
acara yang lain  adalahReglement of de Bugerlijke Rechtsvordering (B. Rv).
10R. Tresna. Komentar HIR (cet. XI; Jakarta: Pradiya Paramita, 1984), h. 121
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bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara
ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 1
Perkawinan, 2. Waris, 3. Wasiat, 4. Hibah, 5. Pengangkatan Anak; 6. Wakaf; 7.
Zakat; 8. Infaq; 9. Sedekah; 10. Ekonomi Syari;ah.11 Semua jenis perkara yang telah
disebutkan akan diadili oleh Pengadilan jika para pihak yang mengajukan atau
wakilnya, karena sifat pengadilan dalam hal ini pasif.12 Karena hukum acara perdata
bersifat pasif, Pengadilan tidak akan mengadili perkara yang tidak diminta dalam
proses persidangan. Tentang yurisdiksi relatif, adalah yurisdiksi relatif Pengadilan
Agama Kota Makassar  yang meliputu seluruh kecamatan yang terdiri dari 14
kecamatan sebagaimana yang tersebut dalam tabel dibawah ini.
11Pada penjelasa pasal tersebut, menyatakan bahwa bidang perkawinan yang menjadi
kewenangan dan kekuasaan pengadilan Agama adalah hal-hal yang diataur dalam Undang-undang RI
Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:
1. Izin beristri; 2, Izin melangsungkan perkawinan bagi orang-orang yang belum berusia 21 Tahun,
dalam hal ini orang tua atau wali keluarga dalam garis lurus ada perbedaa pendapat; 3. Dispensasi
kawin; 4. Pencegahan Perkawinan; 5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatatan nikah; 6.
Pembatalan Perkawinan; 7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan Istri; 8. Perceraian karena
talak; 9. Gugata perceraian; 10. Penyelesaian harta bersama; 11. Penguasaan atas anak-anak; 12. Ibu
dapat memikul biaya penghidupan anak bila Bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak
mematuhinya; 13. Penetuan kewajiban member biaya penghidupan oleh suami kepada bekas Istri tau
penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; 14. Putuisan tentang sah tidaknya seorang anak; 15.
Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 16. Putusan tentang pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain untuk menjadi wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali
dicabut; 18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang
ditinggal kedua orang tuanya; 19. Pemberian kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang
menyebabkan atas anak yang ada dibawah kekuasaannya; 20. Penentuan asal usul anak  dan
penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam; 21. Putusan tentang hal penolakan
pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur; 22. Pernyataan tentang sahnya
perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang No I Tahun 1974 tentang perkawinan dan
dijalnkan menurut peraturan yang lain . Republik Indonesia, Amandemen Undang-undang Peradilan
Agamaa (Undang-undang RI No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 18
12Retnowulan Susanto danIskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori
dan Praktek (cet. VI; Bandung: Mandar Maju, 1989), h. 4.
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Tabel 1: Jumlah kelurahan perkecamatan di Kotamadya Makassar
Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar dahulu hanya terdiri 9
(Sembilan) kecamatan dan menurut keterangan yang diperoleh pernah mewilayahi
yurisdiksi Sungguminasa.
3. Keadaan dan Jenis Perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar.
Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang
memiliki kewenangan, baik itu kewenangan relatif (relative competency) maupun
kewenangan absolute (absolute Competency), kewenangan relative menyangkut
tentang daerag kekuasaan Pengadilan Agama, sedangkan kewenangan absolute
menyangkut tentang perkara-perkara yang hak pengadilan Agama. Dalam hal ini
kekuasaan perasdilan Agama yang rinci yang terdapat UU Nomor 3 Tahun 2006
adalah bahwa Peradilan Agma sebagai salah satu bada pelaksana kekuasaan
kehakiman memiliki tugas pokok menerima, memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam.
Pengadilan Agama Kelas IA Makassar adalah pengadilan yang terbanyak
menerima perkara di lingkungan Peradilan Agama  wilaya Pengadilan Tinggi
Agama Makassar. Adapun jumlah perkara yang diterima oleh pengadilan Agama
Makassar, setiap tahunnya semakin meningkat diperkirakan rata-rata ratus perkara.
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Dan perkara terbanyak adalah jenis perkara perceraian, teruyama gugatan cerai yang
diajukan oleh pihak istri, kemudian permohonan cerai yang diajukan oleh pihak
suami atau sering di kenal dengan istilah cerai talak.
Adapun proses persidangan perkara di Pengadilan Agama Kelas I A
Makassar sebagai berikut:
1. Proses Perdamaian.
2. Pambacaan surat gugatan penggugat (jika tidak tercapai perdamaian)
3. Mendengar jawaban dari pihak tergugat. Dalam jawaban tersebut, jika pihak
tergugat memberikan jawabannya secara lisan maka harus dituntun oleh Majelis
hakim dan disinilah keaktifan seorang hakim, yaitu mampu menggali apa yang
sebenarnya terjadi. Meskipun tergugat mengajukan jawaban secara tertulis,
tetapi jik majelis merasa belum jelas atau masih perlu untuk menggali kejadian
materil yang sebenarnya, maka hakim wajib menanyakan secara lisan.
4. Mendengar replik dari pihak penggugat, pada tahapan ini hakim
mengklasifikasikan hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak , dan hal-hal
yang masih diperselisihkan .
5. Menderngar duplik dari pihak tergugat, pada tahapan ini hakikm yang mencari
hal-hal yang masih diperselisihkan.
6. Pembuktian pada tahapan ini, yang perlu dibuktikan adalah hal-hal yang masih
diperselisihkan oleh para pihak  dan beban pembuktian berada pada penggugat.
Setelah pihak penggugat yang membuktikan kemudian pihak tergugat dalam




8. Tahapan terakhir adalah musyawarah majelis hakim untuk memberikan putusan
terhadap perkara yang diperiksa.
Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang
merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan
Agama khusnya pasal 1, 2, 49 dan penjelasan umum angka 2 serta peraturan
perundang-undangan lain yang berlaku antara lain Undang-undang Nomor 1
Tahub1974 tentang perkawinan, PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan,
Impres RI Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Permenag
Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim, maka pengadilan Agam bertugas dan
berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum
keluarga dan hukum perkawinan.13
Kompilasi Hukum Islam.14 Dijadikan sebagai pedoman dalam masalah-
masalah yang menkjadi kewenangan peradilan Agama untuk diseledaikan
sebagaimana yang diatur daslam kompilsi hukum Islam, melalui pelayanan hukum
dan keadilan sesuai proses dan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, pengadilan
13Islam sebagai agama pembaharuan yang mengubah berbagai aspek kehidupan, salah satu
yang diperbaharui adalah sistem kekeluargaa dari patriakal yang mengutamakan kaum laki-laki,
diperbaharui menjadi bilateral atau parental yang memberikan kesempatan sama (setara) untuk
menjadi yang terbaik bagi laki-laki dan perempuan. Pembaharua lain yang dibawah Islam adalah (1)
sistem kepercayaan, dari polities yang mengakui banyak tuhan diperbaharui menjadi Monoteis,
hanya mengetahui Tuhan yang esa, (2) sistem sosila dari hirarkis dperbaharui menjadi egaliter
(sejajar) (3) sistem ekonomi, dari borjuis kapitalis diperbaharui menjadi sistem ekonomi yang
berkeadilan , (4) sisten tanggung jawab, dari tanggung jawab kolektif (kekuasaan) diperbaharui
menjadi tanggung jawab yang bersifat individu, (5) dasar hubungan antara orang perorang, dari
status sosial kelompok menjadi ikatan Agama (iman). Khaeruddin Nasution. Islam
membangunmasyarakat Bilateral dan implikasinya terhadap hukum keluarga Islam Indonesia dalam
tulisa jurnalAl-Mawarid Edisi XVII Tahun 2007, h. 85,86
14M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan  dan Acara Peradilan Agama
BerdasarkanUndang-undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 (cet. III, Jakarta Pustaka Kartini 1993), h. 298.
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agama bertugas dan berwenang untuk menegakkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
sebagai hukum materil yang berlaku bagi masyarakat Islam Indonesia.
M. Yahya Harahap dalam tulisannya menyebutkan tujuan dari
pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah:
1. Untuk merumuskan secara sistematis hukum Islam di Indonesia secara konkrit.
2. Untuk dijadikan sebagai landasan penerapan hukum Islam di lingkungan
Peradilan Agama.
3.  Sifat kompilasi berwawasan nasional (bersifat supra sub cultural, aliran atau
mazhab) yang akan diperlakukan bagi seluruh masyarakat Islam Indonesia, jika
timbul sengketa didepan siding Peradilan Agama (kalau diluar proses peradilan,
tentu bebas menentukan pilihan dari sumber fikih yang ada)
4. Dapat terbina penegagkan kepastian hukum yang lebih seragam dalam pergaulan
lalu lintas masyarakat Islam.
Dengan demikian penyusunan Kom[pilasi Hukum Islam diharapkan
merupakan peraturan-peraturan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi kebutuhan
kebutuhan hukum dan kesadran hukum umat Islam Indonesia, pelayanan hukum ini
diberikan kepada masyarakat beragama Islam pencari keadilan, yakni melalui
penyelesaian perkara-perkara yang diajukan di Pengadilan Agama untuk memenuhi
kebutuhan hukum dan keadilan.
B. Bentuk-bentuk Perkara Pengangkatan Anak.
1. Cara mengajukan Permohonan Pengangkatan anak.
a). Pemohon atau kuasanya dengan membawa surat permohonan pengangkatan anak
yang telah ditandatangani ke Pengadilan Agama menghadap petugas I.
b). Petugas meja I akan melakukan pengecekan kelengkapan isi berkas antara lain:
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1). Surat permohonan pengangkatan anak yang ditujukan kepada ketua
Pengadilan Agama setempat yang telah ditandatangani pemohon principal
atau kuasanya.
2).  Surat kuasa khusus, jika pemohon menggunakan kuasa hukum.
3).  Fotokopi kartu avokat kuasa hukum yang bersangkutan.
4).  Berkas permohonan digandakan sebanyak 5 berkas, satu untuk pemohon, satu
yang asli untuk arsip, tiga  untuk majelis hakim yang akan memeriksanya.
c). Petugas meja I yang menerima berkas, memeriksa kelengkapan surat-
surattersebut dengan menggunakan  daftar periksa (check list), dan meneruskan
berkas yang telah diperiksa dan dinyatakan lengkap kepada Panitera Muda
Permohonan.
d).  Panitera Muda Permohonan memberikan taksiran biaya perkara dalam jumlah
uang yang dituangkan dalam bentuk surat kuasa untuk membayar    (SKUM)
rangkap 3 .
1). Lembar pertama untuk pemohon
2). Lembar kedua untuk kasir.
3). Lembar ketiga untuk disertakan dalam berkas perkara.
e).  Berkas perkara permohonan pengangkatan anak yang telah dilengkapi dengan
SKUM, diserahkan kepada pemohon atau kuasanya agar membayar sejumlah
uang sebagaimana tertuang dalam SKUM kepada kasir.
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2.Pembayaran Panjar Biaya Perkara.
a). Pemohon atau kuasanya dating menghadap kasir untuk membayar panjar
biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam SKUM.
b). Kasir kemudian menandatangani dan membubuhkan cap stempel lunas pada
SKUM setelah menerima pembayaran.
c).   Kasir kemudian uang panjar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam SKUM
itu kedalam buku jurnal keuangan perkara.
d).  Nomor halaman buku jurnal adalah nomnor urut perkara yang akan menjadi
nomor perkara yang oleh pemegang kas kemudian dicantumkan dalam SKUM
dan lembar pertama surat permohonan pengangkatan anak. Oleh karena itu,
disamping cap lunas, kasir juga harus menyiapkan stempel nomor dan tanggal
Perkara.
e).  Kasir mengembalikan berkas kepada pemohon atau kuasanya, dan diteruskan
kepada petugas Meja II untuk didaftarkan dalam bukun register permohonan.
3.Pendaftaran Perkara Permohonan Pengangkatan Anak Pada Buku Register
a).  Pemohon menyerahkan berkas perkara permohonan pengangkatan anak yang
telah dibayarkan panjar biaya perkaranya tersebut kepada petugas meja II
b). Petugas meja II membubuhkan nomor perkara pada surat permohonan
pengangkatan anak sesuai dengan nomr yang diberikan oleh kasir, sebagai tanda
telah terdaftar maka petugas meja II membubuhkan paraf.
c).   Petugas meja II menyerahkan satu berkas surat permohonan pengangkatan anak
yang telah didaftar itu berikut SKUM lembar pertama kepada pemohon atau
kuasanya. Pemohon atau kuasa hukum telah selesai tugas mendaftarkan
102
perkara permohonan pengangkatan anak, dan tinggal menunggu surat panggilan
sidang dari jurusita Pengadilan Agama.
d). Selnjutnya petugas meja II mendaftarkan perkara itu kedalam buku register
induk perkara permophonan sesuai dengan nomor yang tercantum pada SKUM
atau surat permohonan.
e). Berkas perkara permohonan pengangkatan anak kemudian dimasukan kedalam
map berkas perkara permohonan (biasanya dicetak khusus), dan menyerahkan
kepada wakil panitera untuk diteruskan kepada ketua Pengadilan Agama,
melalui panitera.
4.Penunjukan Majelis Hakim.
a).   Dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja setelah proses  registrasi diselesaikan,
petugas meja II harus sudah menyampaikan berkas permohonan pengangkatan
anak kepada ketua Pengadilan Agama, untuk meminta penetapan majelis hakim
(PMH). Berkas yang disampaikan kepada ketua pengadilan Agama telah
dilampirkan formulir PMH.
b). Majelis hakim yang ditunjuk harus terdiri dari tiga orang hakim, kecuali undang-
undang menentukan lain, ketentuan dalam penunjukan majelis hakim adalah:
1). Ketua Pengadilan Agama dan wakil ketua Pengadilan Agama harus selalu
menjadi ketua majelis dalam majelis yang berlainan.
2). Ketua majelis harus yang lebih senior hakimnya pada pengadilan Agma
tersebut.
3). Susunan majelis hakim disusun secara permanen dalam tenggang waktu
tertentu, dan diroling susunannya untuk waktu yang lain.
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4).  Untuk memeriksa perkara-perkara tertentu yang menarik perhatian publik
dan atau sifatnya yang sangat eksepsional, ketua Pengadilan Agama dapat
membentuk majelis khusus.
5). Dalam proses pemeriksaan perkara, majelis hakim dibantu oleh seorang
panitera pengganti yang bertugas mencatat jalannya siding dalam berita acara
persidangan, dan seorang jurusita untuk melaksanak tugas pemanggilan yang
resmi.
c). Ketua pengadilan Agama membuat surat penetapan dalam waktu tiga hari
kerja untuk menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara.
d). Petugas meja II mencatat penunjukan majelis hakim.pengganti dan jurusita
dalam register induk perkara permohonan.
5. Penetapan Hari Sidang.
a). Berkas perkara permohonan pengangkatan anak yang telah ditetapkan    majelis
hakim, dilengkapi dengan formulir penetapan hari siding (PHS) segera
diserahkan kepada ketua majelis dan hakim yang telah ditunjuk.
b).   Ketua majelis mempelajari berkas, dan dalam tenggang waktu 7 hari kerja sejak
berkas diterima, hari siding telah ditetapkan disertai dengan perintah
memanggil pemohon untuk hadir di persidangan.
6. Panggilan Terhadap Pemohon
a). Panggilan terhadap pemohon pengangkatan anak atau saksi-saksi untuk
menghadiri siding dilakukan oleh jurusita.
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b). Pemanggilan terhadap pemohon pengangkatan anak dan beberapa saksi yang
akan dihadirkan di persidangan, dilakukan dengan tatacara pemanggilan
sebagaimana dalam acara pemanggilan perkara permohonan.
7. Pelaksanaan Persidangan Permohonan Pengangkatan Anak.
a). Pemeriksaan perkara permohonan pengangkatan anak dilakukan sebagai
pemeriksaan perkara permohonan lainnya. Perkara harus suda putus dalam
waktu paling lama 6 bukan, jika lebih dari waktu 6 bulan, maka ketua majelis
harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada ketua mahakamah agung
melalui ketua pengadilan Agama dengan menyebutkan alasannya.
b). Jadwal siding di Pengadilan Agama harus dimulai dari jam 9.00 waktu setempat.
c).  Dalam keadaan luar biasa, dimana semua hakim dalam majelis itu berhalangan
hadir, sidang dapat ditunda pada waktu yang lain.
d). Apabila jadwal siding yang telah ditentukan tidak dapat terlaksana karena
sesuatu hal, maka segera mungkin hal itu harue diumumkan.
e). Apabila ketua majelis berhalangan untuk bersindang, persidangan tetap dibuka
oleh hakim anggota yang lebih senior dengan tujuan untuk menunda
persindangan. Apabila salah seorang hakim anggota berhalangan, dapat
digantikan oleh hakim yang lain yang ditunjuk oleh ketua pengadilan Agma.
Penggantian hakim angota tersebut harus dicata dalam berita acara
persidangan.
f). Ketua majelis/hakim yang ditunjuk bertangung jawab atas ketetapan
pemeriksaan perkara yang dipercayakan kepadanya, dan agar supaya
pemeriksaan berjalan secara teratur, tertib dan lancer, maka dianjurkan sebelum
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pemeriksaan dimulai, harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan
diajukan di persidangan, cara ini dapat menghindari pertanyaan yang sama
diantara hakim lain dalam majelis itu, sehingga dapat lebih fokus.
g). Sebelum memasuki materi perkara, majelis hakim berupaya memberikan
pengertia dan pemahaman kepada calon orang tua angkat tentang hak dan
kewajibann dari akibat perbuatan hukum pengangkatan anak.
h).  Ketua majelis hakim atau pemohon/kuasanya membacakan surat permohonan
pengangkatan anak, dan memperjelas maksud dan pengertian dalil-dalil
permohonan pemohon  dengan mengajukan beberapa pertanyaan.
i).   Pemohon memperkuat dalil-dalil permohonan dengan mengajukan beberapa alat
bukti, menghadirkan beberapa orang saksi dan alat bukti lainnya.
k.  Majelis hakim memeriksa bukti-bukti, mengambil sumpah dan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan kepada saksi-saksi yang diajukan pemohon tersebu.
l. Majelis hakim mempersilakan kepada pemohon untuk menyusun dan
menyampaikan jalannya persidangan
8. Berita Acara Persidangan.
a).  Ketua majelis bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara
persidangan dan sudah menandatanganinya sebelum siding berikutnya dimulai.
b). Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara majelis hakim dan panitera
pengganti sehungan dengan isi dan redaksi berita acara persidangan, maka yang
dijadikan dasar adalah pendapat-pendapat hakim.
c).  Panitera pengganti yang ikut bersidang, wajib membuat berita acara persidangan
yang memuat segala sesuatu yang terjadi di persidangan, yaitu mengenai
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susunan majelis hakim yang bersidang, siapa-siapa yang hadir, serta jalannya
pemeriksaan perkara tersebut dengan lengkap dan jelas. Berita acara
persidangan harus sudah siap untuk ditandatangani sebelum siding berikutnya.
d).  Pada waktu musyawarah. Semua berita acara persidangan harus sudah selesai
diketik dan ditandatangani sehinmgga dapat dipakai sebagai bahan musyawarah
oleh majelis hakim yang bersangkutan.
9. Rapat Permusyawaratan.
a). Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia. Panitera pengganti dapat
mengikuti rapat permusyawaratan hakim apabila dipandang perlu dan
memdapat persetujuan oleh majelis hakim.
b).  Ketua majelis hakim pertama-tama mempersilahkan kepada hakim anggota II
untuk mengemukakan pendapatnya, disusul hakim anggota I dan terakhir ketua
majelis hakim menyampaikan pendapat hukumnya. Semua pendapat hukum
yang dikemukakan oleh hakim harus disertai landasan hukum yang kuat, baik
pasal-pasal dari undang-undang yurisprudensi, dan pendapat ahli (doctrin)
c).  Dalam musyawarah majelis hakim, hendaknya diindahkan.
e).  Hasil musyawarah  majelis kemudian dirumuskan dalam sebuah penetapan.
C. Pelaksanaan Putusan Pengangkatan Anak.
Pada hakikatnya, kemaslahatan dalam sebuah putusan hakim seharusnya
merupakan fundamen yang utama, mengingat setiap hikma>tu al-tasyri’ baik hukum
agama maupun hukum positif,  senantiasa mengedepankan unsur maslahat, yaitu
kebaikan, manfaat, kenyamanan, serta keharmonisan.
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Putusan hakim pengadilan agama yang berkenaan dengan pengangkatan
anak, selalu lebih mengedepankan maslahat, manfaat bagi anak, asas manfaat ini
sesuai dengan amanat Rakernas Mahakamah Agung pada tahun 2007 di Makassar,
pengadilan Agama dalam hal pengangkatan anak yang terkait dengan pemeliharaan
(hada>nah)harus mendahulukan  4 hal, yaitu, 1) Kepentingan anak sesuai dengan
pasal 10 Undang-undang RI, Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, 2)
mengupayakan perdamaian melalui mediasi, 3) menerapkan lembaga dwandsom.
Hal ini dimaksudkan agar kepentingan masa depan anak tidak tereduksi oleh
kepentingan sesaat dari orang tua yang tidak bertanggung jawab.
Hak-hak anak yang dalam konvensi yang disahkan, kemudian diakomodasi
ke dalam Undang-undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Pasal 2 undang-undang tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa kepentingan yang
terbaik bagi anak merupaka salah satu asas undang-undang tersebut. Pasal 6
undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ditentukan bahwa
setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya. Sejak lahir anak mumayiz
tersebut telah memeluk agama Islam.15 Jadi ada kesamaan pandang antara prinsip
kepentingan yang terbaik pada anak dalam konvensi Internasional dengan hukum
Islam yang lebih mendasarkan pada pertimbangan maslahat. Oleh karena itu
berdasarkan al-Qur’an, hadis Rasul, dan KHIlebih mementingkan pemeliharaan
dalam bentuk perlindungan.
Hakim telah memenuhi asas-asas hukum acara peradilan dalam
memutuskan segala bentuk perkara, sebagai sifat kekhususan hukum acara peradilan
15Mohd Idris Ramulyo. Hukum perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang RI
Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta; Bumi Aksara, 2003), h. 125
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agama yang tampak dalam asas-asas hukum acara yang diatur dalam Undang-
undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu :
a. Asas personalitas ke-Islaman
Menetapkan bahwa peradilan agama hanya berlaku bagi penganut agama
Islam, asas ini juga dikaitkan dengan hubungan hukum yang melandasi adalah
hukum Islam dan juga menjadi wewenang dari pengadilan agama. Hal ini
menggambarkan bahwa unsur memeluk agama Islam merupaka unsur utama,
kemudian dilihat hubungan hukum didasarkan pada hukum Islam. Misalnya terjadi
pengakatan anak yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam, maka
hukum yang berlaku adalah otoritas hukum Islam, persoalannya jika berbeda agama
hukum mana yang berlaku dan forum pengadilan mana yang berwewenang
memeriksa, karena itu dalam hal ini lebih menekankan pada agama dari pemohon.
b). Asas legalitas.
Menurut pasal 58 ayat (1) Undang-undang RI, N0m0r 7 Tahun 1989
tentang peradilan Agama bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak
membedakan orang, dalam hal ini adalah hukum islam yang bersumber dari al-
Qur’an, hadis Rasul, dan peraturan-peraturan hukum, yurisprudensi atau putusan
hakim agama Islam, dokrin atau pendapat dari para ulama.16
Asas-asas dalam hukum acara tersebut bersifat khusus bagi peradilan
agama yang menjadi pedoman dan pegangan bagi hakim-hakim di peradilan agama
dalam memeriksa dan memutus perkara. Berdasarkan sampel tersebut secara umum
pelaksanaan putusan-putusan hakim mengenai pelaksanaan hak asuh dalam bentuk
16Sulaikin Lubis, Wisman Ain Marzuki, Gemala Dewi. Hukum Acara Perdata Peradilan
Agama di Indonesia. (Jakarta Pernada Media, 2005), h. 79
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pemeliharaan (hadanah) terhadap anak didasarkan pada ketentuan yang diatur
dalam:
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu:
Pasal 26.
1). Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk;
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
2).Dalam halorang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena
sesuatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab
sebagaimana yang dimaksuid ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentua perundang-undangan yang berlaku.
Majelis hakim diharapkan menjadi pionir penemu hukum yang sejati, juga
hakim diharapkan tidak semata-mata merujuk pada hukum materil, artinya hakim
harus melihat kondisi ril terhadap kasus yang ditangani serta melakukan
pemeriksaan setempat  terhadap pihak-pihak yang terkait,   jika hal ini  dilakukan
oleh seorang hakim maka akan merupakan life implementasi antara peratura dengan
kondisi sosiologis, yang diharapkan dapat mengakomodir keadilan yuridis dan
keadilan sosiologis, serta dapat menghindari putusan yang mengandung jurigenic
effect.
Dalam Islam secara jelas telah diuraikan bahwa jaminan anak dalam arti
memelihara anak dengan layak, baik dari segi hidup, kesejahteraan pendidikan dan
perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis. Dalil-dalil yang dapat dijadikan
sebagai dasar adanya jamina hukum Islam terhadap hak-hak anak adalah;
1. Jaminan  terhadap hak hidup dan perlindungan;QS. al-Isra/ 17:31.
 ۡ ِ  َن َ  ۡ ُ َ ۡ َ ِنإ ۚ ۡ ُ  ۡ ُ ُ ُز ۡ َ  ُ ۡ ٖ ٰ َ ۡ ِ إ َ َ ۡ َ  ۡ ُ َ ٰ َ َۡوأ ْآ ُ ُ ۡ َ  َ َوٗٔٗ ِ َ
Terjemahnya:
Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.
kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu.
Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar
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Ayat tersebut telah menegaskan jaminan Islam terhadap kelangsungan
hidup seorang anak, karena kehidupan bukan hanya ditemukan oleh orang tua yang
telah melahirkannya. Pengguna kata jangan atau larangan menunjukan keharaman
seorang orang tua melakukan pembunuhan terhadap anaknya. Demikian pula adanya
jaminan perlindungan anak dari kekerasan, baik dari orang tua sendiri, ataupun
gangguan kekerasan dari orang lain atau hal-hal yang dapat membahayakan pribadi
anak. Adanya larangan tersebut, berarti kelangsungan hidup seorang anak telah
dijamin oleh Islam.
2. Jaminan terhadap kesejahteraan dan financial; QS. al-Nisa/ 4:9
 ُ ُ َ ۡ َو َ ٱ ْا ُ َ ۡ َ  ۡ ِ ۡ َ َ  ْا ُ َ ً ٰ َ ِ  ٗ ِّرُذ ۡ ِ ِ ۡ َ  ۡ ِ  ْا ُ َ َ  ۡ َ  َ ِ ٱ َ ۡ َ ۡ َو ا ً ِ َ  ٗ ۡ َ  ْا
Terjemahnya:
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka
bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan
yang benar.
Pada ayat tersebut juga telah menegaskan adanya jamina hukum Islam
terhadap pemenuhan kebutuhan anak dari aspek finansial, jasmani  dan pendidikan,
yang penekanannya ayat tersebut hendaknaya takut meninggalkan keturunan dalam
keadaan lemah, kata lemah disini mengandung makna dari segala aspek kehidupan
anak yang berdampak negatif pada dirinya.
Pada tahun 1989, jaminan hak anak juga kembali dipertegas bagi Negara-
negara konvensi sebagai berikut:
Hak setiap anak adalah:
1. Dilahirkan untuk hak kewarganegaraan.
2. Untuk memiliki keluarga yang menyayangi dan mengasihi.
3. Untuk hidup dalam komunitas yang aman, damai dan lingkungan yang sehat.
4. Untuk mendapatkan makanan yang cukup dan tubuh yang sehat.
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5. Untk mendapatkan pendidikan yang baik dan mengembangkan potensinya.
6. Untuk diberikan kesempatan bermain waktu santai.
7. Untuk dilindungi dari penyiksa, eksploitasi, penyia-nyiaan, kekerasan dan dari
marah bahaya.
8. Untuk dipertahankan dan diberikan bantuan oleh pemerintah.
9. Agar bisa mengekspresikan pendapat sendiri.17
Mengenai hak-hak anak sebagai legitimasi nilai dan norma, secara normatif
Konvensi hak anak sangat memposisikan peran penting orang tua dalam
pemeliharaan anak.
D. Analisis Amar Putusan Perkara Pengangktan Anak
Pengangkatan anak pada dasarnya merupakan sesuatu yang tidak dapat
dipungkiri untuk dilakukan oleh setiap orang dengan motifasi tertentu, ada yang
yang bermotif untuk mendapatkan anak bagi yang belum mempunyai anak, motif
untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak yang berasal dari orang yang tidak
mempunyai kemampuan secara ekonomi, dan untuk dimasukan dalam daftar gaji.
Dari semua motif tersebut secara prosedural harus melalui proses yuridis untuk
mendapatkan ketetapan absolut dari lembaga peradilan Agama sebagai lembaga
kekuasaan kehakiman.
Amar putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama merupakan produk
hukum yang mengikat untuk dijadikan sebagai ketetapan mutlak yang tidak bisa di
interfensi oleh pihak manapun, akan tetapi secara subtansial harus sesuai dengan
asas hukum Islam, bahwa ada hak-hak yang melekat pada diri anak angkat untuk
tidak bisa dicederai, yaitu mengenai hak nasab dan perwalian, termasuk juga
mengenai hak waris yang merupakan  sebagai konsekuensi hukum dalam
pengangkatan anak, hal tersebut dapat tercermin pada penegasn Allah swt dalam
firmannya QS. Al-Azhab/33: 4.5.
17Konvensi Hak Anak tahun 1989.
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ُ ۡ ِ َ و ُ ِ ٰ َ ُ ِٔـ ٱ ُ ُ َ ٰ َ َۡزأ َ َ َ َ َو ۚۦِ ِ ۡ َ  ِ  ِ ۡ َ ۡ َ ِ ّ  ٖ ُ َ ِ  ُ ٱ َ َ َ
َ ۡ ٱ ُل ُ َ  ُ ٱَو ۖ ۡ ُ ِ ٰ َ ۡ َ ِ ُ ُ ۡ َ  ۡ ُ ِ ٰ َ  ۚ ۡ ُ َٓء َ ۡ َ  ۡ ُ َٓء َ ِ َۡدأ َ َ َ َ َو ۚ ۡ ُ ِ ٰ َ ُ أ
 ۡ َ  َ ُ َو َ ِ ٱ ي ِ ۡ ُ َٓء َ اَء ْ آ ُ َ ۡ َ  ۡ  ِن َ  ِۚ ٱ َ ِ  ُ َ ۡ َأ َ ُ  ۡ ِ ِ ٓ َ  ۡ ُ ُ ۡدٱ
ِ ٰ َ َو ِۦ ِ ُ ۡ َ ۡ َ أ ٓ َ ِ  ٞح َ ُ  ۡ ُ ۡ َ َ  َ ۡ َ َو ۚ ۡ ُ ِ ٰ َ َ َو ِ ِ ّ ٱ ِ  ۡ ُ ُ ٰ َ ۡ ِ َ
 َن َ َو ۚ ۡ ُ ُ ُ ُ  ۡت َ َ ًَ ِ ر ٗر ُ َ  ُ ٱ
Terjemahnya:
Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam
rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu
sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak
kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu
saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan
(yang benar) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai)
nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika
kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka
sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada
dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada
dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.
Dari penegasan tersebut, kepada seseorang yang menisbatkan seorang anak
angkat kepada yang bukan bapaknya, maka itu termasuk dosa besar dan kepada
pelakunya mendapat murka dan kutukan dari Allah swt, sebagaimana penegasan
yang dinyatakan oleh Rasulullah saw dalam hadis riwayat Bukhari :
“ Barang siapa yang memanggil (mendakwakan) dirinya sebagai anak dari
seseorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpahkan laknat Allah,
para malaikat dan manusia seluruhnya. kelak  hari kiamat Allah tidak
menerima darinya amalan-amalannya dan kesaksiannya. HR. Muslim”
Pengangkatan anak perspektif hukum Islam  dalam bentuk pengasuhan
merupakan satu dari beberapa konsep perwalian, sejak dalam rahim ibunya, seorang
anak telah memiliki ahliyah wujub naqishah yaitu kepantasan untuk memiliki hak-
hak, semua hak itu akan secara efektif apabila seorang anak telah lahir. Hak-hak
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yang dimaksud meliputi hak warisan, wakaf, pengasuhan, hak secara pasti memiliki
nasab dari orang tuanya. Secara teoritis dan praktis menjelaskan adanya korelasi
antara pembahasan pengangkatan anak dan pengasuhan anak
(tabanni dengan had>anah).
Dari beberapa amar putusan yang  menjadi produk hukum pengadilan
Agama Kelas IA Makassar tentang penetapan pengangkatan anak, terdapat putusan
yang tidak subtansial, karena tidak tertuangnya hak-hak yang melekat pada diri
anak angkat seperti Nasab, Perwalian dan juga mengenai kewarisan, sebagaimana
yang terdapat pada amar putusan nomor 38/Pdt.P/2013/PA Mks, dan nomor
35/Pdt.P/2013/PA Mks.
E. Peran Orang Tua, Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah terhadap
Perlindungan Anak
Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya dapat berkembang secara
optimal dan merasa puas melalui masa pendidikannya serta mengharapkan
berkembangsecara fisik dan psikologis sesuai dengan tahap perkembangannya
sehingga mencapai hasil yang optimal. Dengan demikian memberikan pendidikan
yang terbaik bagi anak-anak merupakan harapan setiap orang tua.
Thurbe dan Cursnan telah meneliti selama 21 tahun terhap 120 anak yang
dilahirkan dari kehamilan yang tidak dikehendaki dibandingkan dengan 120anak
dengan keadaan setara, namun lahir dari kehamilan yang diinginkan, mereka
menemukan bahwa kelompok anak yang tidak diinginkan menunjukan prilaku sosial
lebih banyak, tak jauh beda dengan anak dengan kondisi akibat perceraian lebih
sering membutuhkan jasa dokter ahli jiwa serta kecerdasannya pun lebih rendah.
Dalam kaitan tercapainya keeratan ikatan ibu-anak, selain kontak
kulit,visual dan emosi sesegera mungkin setelah anak lahir, perlunya pemeberian
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asah jauh sebelum anak dilahirkan, yaitu dengan cara memperdengarkan musik
klasik serta berbicara dengan nak selama masih dalam kandungan. Pengasuhan anak
oleh subtitusi ibu, baik yang paruh waktu (misalnya ditempat penitipan anak)
maupun yang purna waktu (misalnya oleh pramusim)  harus selalu memperhatikan
hal-hal tersebut diatas, yaitu pada dasarnya agar asah, asih, asuh didapatkan anak
dengan baik dan benar. Oleh karena itu dalam pengasuhan anak ada empat hal yang
harus dipenuhi, yaitu bahwa anak membutuhkan orang tua, dan tumbuh secara
alamia dengan saudara kandung yang dimilikinya, didalam rumah mereka sendiri
dan didalam lingkungan yang mendukungnya.
Menurut teori perkembangan psikososial Erikson adaempat tingkat
perkembangan yaitu:
1. Usia anak 0 – 1 tahun yaitu trust versus mistrust. Pengasuhan dengan kasih
saying yang tulus dalam pemenuhan kebutuhan dasar bayi menimbulakan”trust”
Pada bayi terhadap lingkungannya, apabila sebaliknya akan menimbulkan
“mistrust” yaitu kecemasan dan kecurigaan terhadap lingkungan.
2. Usia 2 – 3 tahun yaitu pengasuhan melalui dorongan untuk melakukan apa yang
diinginkan anak, dan sesuai dengan waktu dan caranya sendiri dengan bimbingan
orang tua atau pendidik yang bijaksana, maka anak akan mengembangkan
kesadaran autonomy, sebaliknya apabila pendidik tidak sabar, banyak melarang
anak, akan menimbulkan sikap ragu-ragu pada anak, hal ini dapat membuat anak
merasa malu.
3. Usia 4 – 5 tahun yaitu masa pengasuhan dengan member dorongan untuk
bereksperimen denganm bebas dalam lingkungannya. Pendidik dan orang tua
tidak menjawab langsung pertanyaan anak, maka mendorong anak untuk
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berinisiatif, sebaliknya bila anak selalu dihalangi, pertanyaan anak disepelekan,
maka anak akan selalu merasa bersalah.
4. Usia 6 – 11 tahun yaitu bila anak diangap sebagai anak kecil baik oleh orang tua,
pendidik maupun lingkungannya, maka akan berkembang rasa rendah diri,
dampaknya anak kurang suka melakukan tugas-tugas yang bersifat intelektual
dan kurang percaya diri.
Berkaitan dengan anak-nak, beberapa anak ditemukan memiliki kerentanan
untuk menghadapi perubahan atau tekanan yang mereka hadapi, akan tetapi tidak
jarang pula orang tua atau pendidik mengeluhkan anak memerlukan penyesuaian diri
yang lama terhadap situasi, atau anak yang trauma dengan pengalaman negatif. Dari
uraian tersebut menyangkut usia pertumbuhan dan perkembangan anak, hak asuh
anak masuk pada tahap perkembangan kognitif, termasuk untuk pemeliharaan anak
yang belum mumayyiz (0 – 12 tahun). Maka jika merujuk pada kompilasi Hukum
Islam (KHI) pasal 105, hak asuh diberikan secara eksplisit kepada ibunya, karena
berada dalam tahap  perkembangan  kognitif,  namun hak-hak asuh  menurut versi
Pasal 105 Kompilasi hukm Islam ini bukan berarti ketentuan yang
imperative tetapi bisa saja dikesampingkan dengan pertimbangan-pertimbangan
lain.Berkaitan dengan pengangkatan anak sebagaimana yang dikatakan oleh Sukri
salah satu hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar :
“Bahwa Pengangkatan anak adalah merupakan sesuatu hal yang tidak bisa di
pungkiri, karena ketika pasangan suami istri yang sudah bertahun-tahun
membina Rumah tangga namun belum mendapat keturunan (anak)
sebagaisalah satu bagian dari tujuan perkawinan, sehingga solusi yang harus
diambil adalah melakukan pengangkatan anak dengan mengajukan
permohonan di pengadilan agama. Dan Pengadilan Agama dalam hal ini
sebagai lembaga peradilan agama, maka siapapun yang mengajukan
permohonan pengangkatan anak, Pengadilan agma Kelas IA Makassar tetap
menfasilitasi dan memproses permohonan tersebut untuk kemudian diberikan
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penetapan kepada orang tua angkat yang menjadi orang tua asuh dari pada
anak angkat dengan tanpa memutuskan hubungan nasab anak angkat kepada
orang tua kandung sebagai hubungan biologisnya.18
Ditambahkan oleh Lahiya, juga salah satu hakim Pengadilan Agama Kela IA
Makssar:
“Misalnya  permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh sepasang suami
istri yang memiliki anak, namun ingin memelihara anak orang lain dengan
tanpa mengabaikan hak-hak yang melekat pada diri anak, dalam artian
mendidiknya sebagaimana layaknya anak kandungnya sendiri, maka
permohonan yang bersangkutan tetap di proses oleh Pengadilan lalu kemudian
diberikan putusan untuk dtetapkan sebagai orang tua angkat dari anak angkat,
dan mengenai nasabnya tetap kembali pada orang tua kandungnya.19
Keputusan-keputusan Pengadilan Agama bersifat mengikat kepada pihak-
pihak yang berpekara, tetap meskipun sebagai produk lembaga, keputusan
pengadilan dapat bernilai sebagai yurisprudensi, bahwa dalam kasus-kasus yang
sama dapat dijadikan sebagai referensi hukum.
Undang-undang perkawinan yang didalamnya terdapat muatan-muatan
hukum
Islam, ia mengikat semua warga masyarakat Indonesia. Akankah Kompilasi
Hukum Islam yang hanya dipertegas oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia,
dengan keputusan Menteri Agama, dapat berubah status sebagai perundang-
undangan sehingga mampu mengikat semua warga masyarakat Indonesia. Termasuk
salah satu masalah perlindungan anak yang masih menimbulkan kontroversi
dikalangan praktisi hukum . Termasuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang perlindungan anak telah membantu memberikan tafsiran , apa-apa saja yang
18Sukri. Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, Wawancara tanggal 28 Maret 2014
di Pengadilan Agama, Jl. Perintis Kemerdekaan km. 14 depan Perumahan Bukit Khatulistiwa.
19Lahiya Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, Wawancara tanggal 28 Maret 2014
di Pengadilan Agama, Jl. Perintis Kemerdekaan km. 14 depan Perumahan Bukit Khatulistiwa.
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menjadi bagian hukum perlindungan bagi anak di Indonesia yang dimulai dari hak
keperdataan pada aspek pengasuhan, perwalian, dan pengangkatan anak.
Dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah
perlindungan anak, bahkan beberapa perundang-undangan masih bersebrangan
dengan masalah lainnya, sehingga perlu kompilasi perundang-perundangan
mengenai hukum perlindungan anak yang selanjutnya melahirkan harmonisasi
perundang-undangan perlindungan anak yang ada.
Penulis mendiskripsikan bahwa dalam aspek pengangkatan anak, hak asuh
(hadanah) adalah menjadi tanggung jawab orang tua angkat dengan tetap
perpedoman pada Undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002,
sehingga kemudian apa yang menjadi kepentingan terbaik bagi anak dapat terpenuhi
dengan tanpa memutuskan nasabya pada orang tua kandung sebagai hubungan
biologisnya.
Dalam perspektif psikologis, pola pengasuhan anak yang ideal adalah joint
custody system yakni anak diasuh kedua orang tuanya secara bergantian dan
seimbang, sehingga anak tidak merasa kehilangan kasih saying kedua orang tuanya,
pada perspektif dan pendekatan psikologis, pola pengasuhan anak yang ideal adalah
joint custody system, terjadi kesetaraan, keseimbangan dan kerja sama pada semua
pihak dan pada segala aspek kepentingan anak (the best interestof child).
Ketika hakim dihadapkan pada pilihan untuk memberikan putusan
penetapan maka harus melihat realitas kondisi sosial, psikologi, dan ekonomi orang
tua yang menjadi orang tua angkat. Semuanya bermuara kepada satu hal yakni demi
kepentingan anak. Oleh  karena itu,  hakim  juga tidak  perlu terikat dengan
teksperaturan atau fikih mengingat atas penentua pengasuhan anak menurut
undang-undang adalah the best interst of child.
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Dalam Undang-undang RI. Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan
anak; orang tua memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua angkat untuk
mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak.
Pada pasal 2 Undang-undang RI. Nomor 23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak menyatakan; penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan
Pancasila dan berlandaskan UUD RI. Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar
konvensi anak yang meliputi penghargaan terhadap pendapat anak.
Fakta dalam praktik hukum di pengadilan, pendapat anak sering diabaikan,
hal ini terkesan mengabaikan prinsip-prinsip dasar konvensi anak, baik dalam
perkara perceraian maupun mengenai pengangkatan anak. Penulis berpendapat
bahwa hakim harus memberi kesempatan terhadap anak untuk dimintai pendapatnya
pada saat perkara sedang berproses, lebih kepada perkara pengangkatan anak, hakim
sebelum memutuskan untuk menetapkan pengangkatan anak, maka anak harus
dimintai pendapatnya apakah setuju untuk menjadi anak angkat dari orang tua
angkat yang mengajukan permohonan pengangkatan anak, demi menghindari segala
kemungkinan yang terjadi di kemudian hari, dalam artian anak diterlantarkan hak-
haknya.
Disisi lain, anak memiliki hak untuk bersama (unifikasi) dengan
keluarganya, anak juga memiliki hak privat untuk bisa bermain, berhati nurani,
memperoleh informasi termasuk memperoleh informasi tentang proses hukum dan
motifasi pengangkatam anak.
Ketua Komnas perlindungan anak. Dr. Seto Mulyadi, menegaskan bahwa
pentingnya penghargaan terhadap pendapat anak-anak-anak itu berhak dimintai
pendapatnya berkaitan dengan nasib dan masa depannya. Partisipasi ini adalah hak
dasar yang harus diberikan kepada anak dalam setiap situasi.
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Berbagai perkara perebutan hak asuh anak yang dilaporkan kepada otline
service Komnas perlindungan anak, sepertinya berbasis pada pandangan salah
tentang superioritas orang tua menguasai anak. Integritas anak  seakan hanya bisa
dikukuhkan secara subyektif, padahal konsep perlindungan, pengasuhan dan
pemeliharaan anak dikembangkan lewat basis yang kuat yakni kepentingan terbaik
bagi anak. Integritas pertumbuhan dan perkembangan anak bukan hanya sekedar
fisik biologisnya saja akan tetapi mencakup fisik. Psikis, psikologi-mental dan
pikiran anak.20 Perebutan hak asuh anak yang menimbulkan pertikaian, sengketa
dan perbuatan pidana hanya akan merusak integritas anak.
Senada ungkapan Direktur Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)
Ahmad Sofyan, bahwa otoritas prnyidik anak sudah sepatutnya juga diberikan
kepada petugas kementerian Sosial untuk mengawasi pengasuhan, perwalian, dan
pengangkatan anak, Ketika terjadi sengketa terhadap hak asuh anak di Pengadilan,
selalu terjadi penguasaan anak oleh salah satu pihak dan pihak lain tidak diberikan
akses untuk mengunjungi atau secara bersama-sama mengasuh anak tersebut pada
hal perkara perceraian belum diputus oleh pengadilan. Demikian juga ketika terjadi
putusan pengadilan untuk menunjuk sal;ah satu pihak sebagai pengsuh anak namun
dilapangan di ingkari oleh pihak suami atau istri, maka pemerintah sdama sekali
tidak bisa intervensi untuk mengeksekusi putusan tersebut. Kasus lain tentang tidak
ada sayu pun institusi yang punya kewenangan untuk melakukan pengawasan adops
anak baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing, pengawasan
yang dimaksud bukan saja ketika ada pelaporan, tetapi juga secara proaktif
dilakukan tanpa menunggu pelaporan. Ketiadaan penyidik di kementerian sosial ini
menyebabkan terjadi kekosongan hukum sehingga sering terjadi penyalahgunaan
hak-hak anak oleh orang dewasa bahkan termasuk orang tuanya sendiri. Negara
belum mampu memberikan perlindungan terhadap tindakan kesewenang-wenangna
20Http/Hukumonline,com/detail.asp
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yang dilakukan oleh orang tua kandung maupun orang tua angkat terhadap anak-
anaknya. Faktor egois yang dimiliki oleh orang tua kandung/angkat mengorbankan
kepentingan anak dan hak-hak anak.21
Peran negara dalam memberikan kebijakan, secara normatif konvensi hak
anak memposisikan peran penting dan strategis  orang tua dalam   memastikan
realisasihak-hak anak. Dalam konvensi hak anak beberapa pasal sangat relevan
dengan hak-hak anak. Bahkan pasal 5 konvensi hak anak menghormati tanggung
jawab, hak dan kewajiban orang tua atas anaknya.
Selanjutnya pada pasal 3 Konvensi hak-hak anak mempersyaratkan, bahwa
dalam semua tindakan yang berkenan dengan anak, apakah dilakukan oleh lembaga-
lembaga kesejahteraan sosila Negara atau swasta, pengadilan, penguasa
administratif atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus
menjadi pertimbagan utama. Ketentuan ini belaku terhadap perlindungan anak yang
berkenaan dengan hak-hak anak, dan menciptakan dua kewajiban bagi dewa
perwakilan rakyat, yaitu; Pertamasetiap mereka mengadopsi standar hukum yang
diajukan oleh otoritas adminstratif  atau pengadilan, mengenai hal-hal yang relevan
dengan perlindungan anak, mereka harus menjamin bahwa standar semacam itu
yang menunjukan bahwa kepetingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan
pertama pembuat keputusan. Kedua,Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sendiri harus
menjadikan kepentingan bagi anak sebagai perioritas dalam membuat draf undang-
undang seluruhnya.
Seperti halnya konvensi HAM lainnya, jika ditilik substansi yang tercakup
didalam konvensi hak anak (KHA) bukan saja menegaskan apa yang merupakan
hak-hak anak, namun juga lebih kepada bagaimana tanggung jawab Negara
menjalankan kewajibannya. Materi yang terkandung dalam KHA dapat
dikualifikasi:
21Ahmad Sofyan. Direktur Pusat Kajian dan Perlindungan anak (PKPA), Kampasiana
Artikel Opini, 21 September 2010.
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1. Penegasan hak-hak anak, yakni menegaskan apa yang merupakan hak-hak anak,
seperti hak hidup, hak atas pendidikan, hak atas perlindungan.
2. Perlindungan anak oleh Negara, yakni menegaskan kewajiban dan tanggung
jawab Negara menjamin, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak
anak.
3. Peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, orang tua dan swasta) dalam
menjamin, menghormati, memajukan, dn melindungi hak anak.22
Kaitannya dengan prinsip terbaik bagi anak pasca terjadinya pengangkatan
anak, peran negara dan lembaga lainnya turut andil dalam mengawal hala-hal yang
menjadi prinsip terbaik bagi anak yang diletakan sebagai pertimbangan utama
dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada
sector publik ataupun privat, pengadilan, otoritas administrative, ataupun badan
legislatif. Dalam pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak (KHA), meminta negara dan
pemerintah, serta badan-badan publik dan privat emastikan dampak terhadap anak-
anak atas semua tindakan mereka, yang tentunya menjamin bahwa prinsip the
bestinterest of the child menjadi pertimbangan utama, dalam memberikan prioritas
yang lebih baik bagi anak-anak dan membangun masyarakat yang ramah anak
(child friendly-society). Jika dirunut dalam sejarahnya, prinsip kepentingan anak
yang lebih baik ( the best interest  of the child ) ini pertama kali dikemukakan  pada
Declaration of the Right of the child pada tahun 1959. Dalam pasal 2  Deklarasi hak
anak, dikemukakan prinsip the best interest of the child sebagai paramount
consideration yang berbunyi sebagai:
22Hadi Suprapto. Peranan Orang Tua dalam Pengimplementasian hak-hak Anak dan
Kebijakan Penanganan Anak  Bermasalah Dalam Jurnal “Pembangunan Kesejahteraan Sosial”
DNKS. No. 7. 1996, h. 35
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“The child shal enjoy special protection, and shal be given opportunities and
facilities, by law and by other means, to enable him to develop physically in a
healthy and normal manner and in conditions of freedom and dignity. In the
enactment of laws for this purpose, the best interest of the child shal be the
paramount consideration”
Yang berarti anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberi
kesempatan dan fasilitas dengan hukum dan dengan cara lain, untuk memungkinkan
dia mengembangkan secara fisik dengan cara yang sehat dan normal dalam kondisi
kebebasan yang bermartabat. Dalam hukum untuk tujuan ini adalah kepentingan
terbaik anak yang harus menjadi pertimbangan penting. Kepentingan kesejahteraan
anak adalah tujuan dan penikmat utama dalam setiap tindakan, kebijakan dan
hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang . Guna menjalankan prinsip the best
interest of the child, dalam rumusan pasal 3 ayat 2 konvensi hak anak (KHA)
ditegaskan bahwa negara sebagai peserta menjamin perlindungan anak dan
memberikan kepedulian pada anak dalam wilayah yurisdiksinya. Negara mengambil
peran untuk memungkinkan orang tua bertanggung jawab untuk anaknya dan orang
tua angkat terhadap anak angkatnya, demikian pula lembaga-lembaga hukum
lainnya.
Dalam situai tanggung jawa dari keluaraga atau orang tua angkat tidak
dapat dijalankannya, maka mestinya negara menyediakan program “jaminan sosial”
(savety net). Perihal jaminan sosial ini diharmonisasikan kedalam pasal 8 Undang-
undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang secara eksplisit
menyebutkannya sebagai hak anak yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah.
Pada instrument hukum internasional dan regional, prinsipnya menjadi
bagian dari instrument hukum regional dan internasional yang berurusan dengan
perlindungan anak memberikan pesan yang sangat jelas kepada masyarakat
internasional dan pemangku kepentingan (stakeholder) ditingkat domestic bahwa
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suatu negara berkomitmen untuk menjamin perlindungan anak, serta menjamin
penerapan undang-undang, kebijakan, dan program-program untuk mencapai sasaran
–sasaran perlindungan anak. Instrumen-instrumen internasional yang mencermati
dan menjawab masalah perlindungan anak yaitu :
1. Konvensi Hak-hak Anak
2. Konvensi internasioanl tentang hak-hak politik dan hak-hak sipil
3. Konvensi Internasional tentang hak-hak ekonomi , sosial dan budaya
4. Konvensi ILO tentang usia minimum
5. Konvensi ILO tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
6. Konvensi Den Haag mengenai perlindungan anak dan kerja sama tentang Adopsi.
7. Protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdaganan anak khususnya
wanita dan anak-anak.23
Oleh karena itu orang tua, keluarga, masyarakat, akademisi, agamawan,
dan negara bertanggung jawab untuk menjaga memelihara hak asasi anak sesuai
dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka
penyelenggaraan perlindungan anak, Negara terutama dapat menjam,in
pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal  terarah. Upaya perlindungan
anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan
sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak
yangutuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang perlindungan anak
meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak secara meyeluruh.
Deklarasi hak anak, oleh majelis umum PBB, yang disahkan pada tanggal
20 November 1958, bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik
23Informasi tentang status ratifikasi terhadap instrument-instrumen Internasional ini dapat
ditemukan dalam website Organisasi Buruh Dunia (ILO) yaitu www.ilo.org atau dalam website
Komisi Tinggi Hak-hak Azasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni www.unhchr.ch
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bagi anak-anak, dijelaskan bahwa anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh
perlindungan khusus, yakni kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka
berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki
nama dan berkebangsaan sejakmlahir, mendapat jamina sosial termasuk gizi yang
cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan,
perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam
suasana yang penuh kasih saying dan rasa aman sedapat mungkin dibawah asuhan
serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri ataupun orang tua angkat bagi yang
berstatus anak angkat; mendapat pendidikan, dan andaikan terjadi mala petaka
mereka termasuk orang pertama yang menerima perlindungan serta pertolongan,
memperoleh perlindungan baik atas segala bentuk pentia-nyiaan, kekejaman dan
penindasan maupun segala perbuatan yang mengarah kedalam bentuk
diskriminasi.24
Masalah perlindungan anak adalah suatu masalah yang kompleks dan
menimbulkan berbagai macam permasalahan yang lebih lanjut tidak mungkin dapat
diatasi secara perorangan, tetapi dalam penyelesaiannya harus secara bersama-sama,
karena hal ini menjadi objek dan subjek pelayanan dalam perlindungan anak sama-
sama mempunyai hak-hak dan kewajiban. Perlindungan anak merupakan suatu
usaha yang mengarahkan kondisi bagi setiap anak untuk dapat melaksanakan hak
dan kewajiabannya, adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya
keadilan suatu masyarakat,  maka dengan demikian perlindungan sedapat mungkin
harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan kemasyarakatan dan bernegara.
Pada tataran praktisnya perlindungan anak angkat merupakan realisasi tanggung
24Shanty Dellyana. Wanita dan Anak di Mata Hukum (Yogyakarta: Liberty, 2004. h, 25.
125
jawab orang tua angkat,  juga masyarakat dan pemerintah, namun sebelum
terjadinya pasca pengangkatan anak, pemeliharaannya dimulai dari lingkup terkecil
yaitu orang tua sejak kel;ahiran anak, karena setiap orang tua berharap anaknya
sukses dalam kehidupannya, dan ketika terjadi putusan penetapan pengangkatan
anak, pemahaman bahwa keberhasilan dan kesuksesan anak dapat diraih dan
ditentukan oleh aspek pengasuhan, pemeliharaan, pengembangan, dan pendidikan
membuat semakin kuat keinginan orang tua angkat untuk memberikan yang terbaik
bagi anak angkatnya.
Hal lain dalam aspek perbandingan ketentuan hak asuh anak pasca
perceraian menurut hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia, beberapa
persamaan dan perbedaan mengenai ketentuan-ketentuan hak asuh anak akibat
terjadinya perceraian yang berlaku di Indonesia adalah persamaan dari ketentuan
yang dimiliki hukum Islam dan beberapa peraturan perundang-undangan mengenai
hak pengasuhan anak, terutama anak dibawah umur akibat perceraian yaitu:
1. Persamaan yang paling signifikan dalam ketentuan hak asuh anak yang berlaku di
Indonesia adalah dalam hal penentuan hak pengasuhan anak yang
mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Hal tersebut dapat dilihat pada
pasal 41 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974tentang perkawinan, dengan
berlakunya Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 ini, maka ketentuan-
ketentuan yang berlaku dalam hal perwalian yang timbul akibat prceraia
didasarkan pada kepentingan anak, bahwa kepentingan disini tidak hanya untuk
kepentingan lahiriah tetapi juga kepentingan batiniah bagi anak tersebut,
keduanya harus terpenuhi. Dalam hal kepentingan batiniah inilah banyak
pertimbangan yang akan didasarkan pada hubungan psikologis. Atas dasar
pertimbangan yang berlaku di masyarakat, maka ada kencenderungan untuk
member secara mutlak hak pengasuhan anak kepada ibu, ini didasarkan karena
anak yang masih dibawah umur yang masih membutuhkan pengasuhan,
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perawatan dan kasih sayang seorang ibu. Mengingat perwalian hak asuh yang
dianut dalam UU RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga mengatur
perihal kewajiban agar kedua orang tua secara bersama-sama melakukan suatu
tindakan yang semata-mata demi
kepentingan bagi anak. Begitu pula ketentuan mengenai hak
pengasusahan anak dalam peraturan perundang-undangan lainnya, kedua orang
tua sedapat mungkin melakukan sesuatu dengan tujua-mata- semata demi
kepentingan anak.
2. Selain itu pada hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain pun diatur
mengenai hak pengasuhan, perwalian yang berlaku terhadap anak y ang belum
mencapai umur 18 tahun atau belum kawin dan anak tersebutmasih berada
dibawah kekuasaan orang tuanya. Jadi kedua orang tuas tetap memiliki kekuasan
atas anak selama kekuasaan orang tua tersebut belum dicabut oleh pengadilan.
Selain persamaan yang ada mengenai ketentuan pengasuhan anak akibat
perceraian, terdapat pula perbedaan dalam teks ketentuan perundang-undangan.
Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak dijelaskan secara rinci
tentang urutan tingkatan orang yang berhak mengasuh anak, bahkan dikatan apabila
kedua orangv tua yang bercerai tidak mampu mengasuh, merawat bahkan mendidik
anak sendiri, maka Negara mampun untuk melakukan pembinaan terhadap anak-
anak tersebut, dengan jaminan periundang-undangan sebagai jaminan pelaksanaan.
Satu hal yang menarik dengan dasar perbandingan perbedaan yang cukup
signifikan adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku disebagian Negara barat dan
Eropa, sebagaiman yang perna menjadi perbincangan hangat antar Reza Indragiri
dan Syamsu Alam. Perbedaan yang cukup signifikan yang dimaksud tersebut adalah
dalam ketentuan hak pengasuhan anak di Negara barat, berlaku secara jelas
ditegaskan mengenai hak asuh anak yang seimbang, yaitu antara kedua orang tua
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memiliki hak asuh yang seimbang dan memiliki hak yang seimbang pula terhadap
segala keputusan penting yang menyangkut hidup anak tersebut.
Dalam sistem peradilan Amerika, pengaturan hak asuh anak dibedakan
antara legal custody dan physical custody. Legal custody (hak asuh legal)
berhubungan dengan hak dan tanggung jawab orang tua. Sebagai contoh orang tua
yang memiliki hak asuh legal memiliki wewenang untuk menentukan anaknya harus
sekolah disekolah mana dan bila perlu penanganan medis seperti apa yang harus
diterima anak. Physical custody mengacu pada seberapa lama seorang anak dapat
menghabiskan waktu bersama salah satu orang tuanya. Phyisical custudoy menjadi
alternative dasar atas penentuan hak asuh tunggal dan hak asuh bersama. Didalam
hak asub tunggal, salah satu orang tua memiliki hak asuh legal dan fisik. Sementara
yang lainnya hanya diberi hak-hak terbatas untuk mengunjungi anaknya dengan
interval yang teratur, Sedangkan hak asuh bersama yaitu memberikan kesempatan
kepada anak untuk menghabiskan waktu yang sama dengan masing-masing orang
tuanya. Save M. Dagun. Psikologi Keluarga (Jakarta: Rineka Cipta. 2004).25
Di Indonesia pada kenyataanya berlaku pula ketentuan kekuasaan kedua
orang tua yang tidak akan berakhir karena perceraian, tetapi hal tersebut tidak
dipertegas dengan keadaan hak pengasuhan yang seimbang, karena pada sengketa
hak pengasuhan anak yang melalui jalur pengadilan akan menimbulkan sebuah
putusan perwalian atas salah satu orang tua terhadap anak tersebut. Tidak disebukan
mengenai kepemilikan hak asuh anak yang seimbang yang bisa menyebabkan kedua
orang tua wajib menjalankan kewajiban mereka masing-masing sesuai keputusan
yang telah dikeluarkan secara rinci oleh pengadilan.
25Rahma Amir, h. 247
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Berdasarkan hasil analisis psikologi tentang ahak asuh anak untuk
menentukan siapa yang berhak atas pengasuhan tersebut terbagi atas lima kriteria:
1. Keinginan orang tua anak
2. Keinginan anak
3. Hubungan antara anak, orang tua, saudara kandung, dan orang lain yang
memberikan pengaruh signifikan pada kepentingan terbaik anak
4. Penyesuaian anak di rumah, sekolah, dan masyarakat
5. Kesehatan fisik dan mental orang-orang yang terlibat dengan anak
Secara psikologis yang lebih menguntungkan baik bagi anak maupun orang
tuanyayaitu hak asuh bersama,karena dukungan finansial untuk anak lebih stabil
disbanding penatalaksanaan hak asuh tunggal, orang tua yang diberi hak asuh harus
selalu meminta pembayaran biaya pengasuhan anak dari orang tua yang tidak
memiliki hak asuh. Hak asuh tunggal digunakan jika salah satu orang tua tidak
kompoten, seperti mengalami ketergantungan abat, suka menganiayaanak secara
fisik dan emosional.
Keberadaan dan kerja komosi Nasional Perlindungan Anak, yang juga
selalu mengikuti perkembangan keputusan dilingkungan pengadilan khususnya
menyangkut hak anak, perlu mendapat dukungan dengan lebih menfokuskan
program advokasi untuk menguatkan peran orang tua, keluarga, masyarakat,
pemerintah dan Negara agar mampu menjalankan amanat konstitusi dalam
pemenuhan hak pengasuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap keberadaan






Berdasarkan uraian tentang  perlindungan anak pasca pengangkatan anak dan
problematikanya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Konsep Islam mengenai pemeliharaan ( had{a>nah ) yang berimplikasi pada
perlindungan anak angkat ketika terjadi pengangkatan anak, maka secara
eksplisit pengasuhan beralih pada orang tua angkat untuk melakukan
pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan dari segala aspek, baik aspek agama,
jiwa. Moral, akal dan harta, dengan tanpa memutuskan hubungan nasab pada
orang tua kandung sebagai hubungan biologisnya.
Antara hukum Islam, pemerintah dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991
tentang penyebar luasan kompilasi hukum Islam (KHI)pada pasal 171 huruf ‘h’
secara definitif disebutkan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam
pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya
beralih tanggung jawabnya dari orngtua asal kepada orangtua angkatnya
berdasarkan putusan pengadilan, Konvensi Internasional dalam komisi hak anak
dan peraturan peundang-undangan Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan
anak ada kesamaan pandang terhadap  prinsip kepentingan yang terbaik pada
anak yang lebih mendasarkan pada pertimbangan maslahat.
2. Hal penting yang perlu digarisbawahi, pengangkatan anak harus dilakukan
dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan sebagai lembaga yang
memberikan putusan tentang status pemeliharaannya (Had{a>nah) tanpa
mengorbankan hubungan nasab dengan orangtua kandungnya, jika
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memperhatikan bahwa hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai
fungsi sosial, pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan putusan
pengadilan, hal tersebut merupakan kemajuan kearah penertiban praktik hukum
pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar pengangkatan
anak untuk dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat
maupun orangtua angkat, praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui
pengadilan tersebut, telah berkembang baik dilingkungan pengadilan Negeri
maupun dalam lingkungan pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam.
Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa praktek pengangkatan anak telah
dikenal luas oleh kalangan masyarakat, oleh karena itu Negara dan Pemerintah
berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap ketertiban jalannya praktik
pengangkatan anak, baik dari segi administrasi maupun kepastian hukumnya,
diterbitkanlah beberapa kebijakan melalui peraturan perundang-undangan dan
yurisprudensi yang mengatur dan menangani masalah pengangkatan anak, antara
lain adalah surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang
pengangkatan anak, surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1983
tentang penyempurnaan surat edaran Nomor 2 Tahun 1979, surat Edaran Ketua
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang pengangkatan anak, Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang pengangkatan anak, dan
beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
perlindungan anak.
3. Berdasarkan penelitian pada pengadilan Agama kelas IA Makassar,
pengangkatan anak yang diajukan oleh pihak pemohon, secara umum motifasinya
berfariasi, ada pemohon karena tidak memiliki keturunan, dan ada yang ingin
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melakukan pemeliharan anak dari orang lain yang tidak memiliki kemampuan
ekonomi dalam melakukan pemeliharaan dari segi pendidikan dan biaya
kebutuhan lainnya, ataupun dari hubungan kerabat, dalam proses
penyelesaiannya hakim pada umumnya lebih cenderung berdasarkan pada hukum
materil yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang R.I. Nomor 23
Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Karena sudah menjadi ketentuan hukum
agar hakim di Pengadilan Agama menggunakan ketentuan-ketentuan dalam
kompilasi hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, dan peraturan perundang-undangan
lainnya.  Namun demikian terkadang pertimbangan yang ada tidak bersentuhan
dengan aspek psikologis anak, meskipun pertimbangan maslahat semata-mata
menjadi pertimbangan utama bagi kepentingan anak, hal ini hakim selain
mengacu pada Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil, dan Undang-
undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hakim juga harus
melakukan ijtihad dengan memperhatikan faktor psikologis anak dalam hal
kesiapannya untuk menerima orang tua angkatnya sebagai bagian dari hidupnya
yang akan melakukan pemeliharaan (had{a>nah) terhadap dirinya
B. Implikasi Penelitian
1. Para praktisi hukum, terkhusus kepada para hakim pada lingkungan peradilan
agama, agar kiranya lebih cermat dan berhati-hati dalam mengambil
pertimbangan untuk memberikan putusan pada setiap perkara yang menjadi
kewenangan pengadilan Agama, sehingga tidak terjadi putusan yang tidak
subtansial seperti penetapan putusan pengangkatan anak, karena dari beberapa
putusan yang menjadi produk hukum pengadilan Agama kelas IA Makassar
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tentang pengangkatan anak, terdapat putusan yang tidak subtansial karena tidak
tertuangnya hak-hak yang melekat pada diri anak angkat, seperti nasab,
perwalian, dan juga mengenai kewarisan sebagaimana yang terdapat pada amar
putusan Nomor: 38/Pdt.P/2013/PA. Mks, dan Nomor: 35/Pdt.P/2013/PA. Mks
2. Pertimbangan maslahat pasca pengangktan anak di pengadilan agama perlu
mendapat perhatian secara khusus, tidak hanya mengacu pada ketentuan formal,
melainkan juga harus memperhatikan nilai-nilai dari kebiasaan hukum yang
berlaku dimasyarakat, kaidah-kaidah agama, untuk tidak menimbulkan
kontroversial para yuris serta pihal-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap
kelangsungan hidup anak. Diantaranya Komnas Peduli Anak Indonesia (KPAI)
yang sering terlihat melakukan kontrol singkronisasi putusan hak asuh pada anak
angkat dengan Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan
anak.
3. Tentang putusan penetapan anak angkat, terkadang belum sesuai dengan
kepentingan anak, penegasan ini cukup beralasan mengingat belum adanya satu
mindset para hakim pengadilan agama dalam menangani kepentingan anak
angkat secara substansial. Oleh karena itu perkara pengangkatan anak perlu
mendapat apresiasi  yang lebih, serta memelukan kajian lebih lanjut dari semua
pihak, orang tua, keluarga, tokoh masyarakat, ulama dan pemerintah dengan
tujuan the best of child, yang mengedepankan kepentingan anak.
4. Kepada pejabat pengadilan Agama yang identik sebagai Pembina, pengayom,
pemberi rasa keadilan kepada umat, masyarakat pada umumnya, kiranya dapat
mensosialisasikan makna, tujuan dan hikmah pengangkatan anak serta
meningkatkan kerja sama dengan pihak dalam instansi pemerintah maupun
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swasta, untuk penyuluhan-penyuluhan tentang perlindungan anak, dan
konsekwensi hukum yang timbul dari pengangkatan anak, baik anak dalam
lingkungan keluarga sendiri maupun anak dari orang lain.
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